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MOTTO 
 
 
 
“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada 
kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu 
ada kemudahan, maka apabila engkau telah selesai 
(dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk 
urusan yang lain)“ 
(Q.S. Al-Insyrah, 94:6-8) 
 
 
“Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat 
Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari 
rahmat Allah, hanyalah orang-orang yang kafir” 
(Q.S. Yusuf, 12:87)  
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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengawasan reklame dalam 
upaya memaksimalkan fungsi ruang publik di Kota Yogyakarta, hambatan-
hambatan dalam pengawasan reklame dan upaya-upaya untuk mengatasi 
hambatan tersebut. 
Desain penelitian yang dipakai adalah deskriptif kualitatif. Subjek 
penelitian adalah Kepala Bidang Pajak Daerah DPDPK, Staf Bidang Pajak Daerah 
DPDPK, Petugas Dinas Luar DPDPK, Kasi Pengkajian dan Pengolahan UU Dinas 
Ketertiban, dan Kasi Penyidikan Dinas Ketertiban, serta pihak penyelenggara 
reklame di Kota Yogyakarta. Peneliti bertindak sebagai instrumen penelitian 
dengan menggunakan alat bantu pedoman wawancara. Teknik pengumpulan data 
menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Pengujian keabsahan data 
menggunakan teknik triangulasi sumber. Analisis data penelitian menggunakan 
empat tahap yaitu, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan 
kesimpulan/verifikasi.  
Hasil penelitian menunjukkan pengawasan reklame oleh DPDPK dan 
Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta yang dilaksanakan terhadap pemasangan 
reklame, biro penyelenggara reklame, dan pelaku usaha penyelenggara reklame 
sudah sesuai dengan ketentuan. Hal tersebut dilihat dari indikator standar 
pengawasan, penilaian kegiatan, dan pengambilan tindakan perbaikan. (1) Standar 
pengawasan terpenuhi karena terdapat standar yang baku dalam pengawasan 
reklame serta disepakati bersama antara pihak pengawas dan pihak yang diawasi. 
(2) Penilaian kegiatan terhadap penyelenggaraan reklame dilakukan secara rutin 
pada setiap minggunya. (3) Pengambilan tindakan perbaikan melalui penertiban 
reklame yang melanggar telah maksimal karena dilakukan secara rutin. Hambatan 
yang dihadapi dalam melaksanakan pengawasan reklame yaitu jumlah personel 
DPDPK di lapangan tidak memadai, kurangnya anggaran penertiban, dan sanksi 
yang ada pada regulasi masih lemah. Sedangkan upaya untuk mengatasinya yaitu 
penambahan personel, mengajukan penambahan anggaran untuk pengawasan, dan 
mengajukan perubahan terkait sanksi dalam regulasi 
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sarjana. 
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ini tidak terlepas dari pengamatan penulis terhadap penyelenggaraan reklame di 
Kota Yogyakarta dalam beberapa tahun terakhir. Dinas Pajak Daerah dan 
Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta (DPDPK) adalah dinas yang diberi 
wewenang untuk melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan reklame di 
Kota Yogyakarta. Dengan adanya pengawasan yang dilaksanakan oleh Dinas 
Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta (DPDPK), maka 
diharapkan jumlah kasus pelanggaran penyelenggaraan reklame di Kota 
Yogyakarta akan berkurang dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat mencapai 
target, sehingga penulis menganggap penting untuk melakukan penelitian dalam 
bidang tersebut. 
Skripsi ini dapat terselesaikan tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. 
Untuk itu diucapkan terima kasih secara tulus kepada semua pihak yang telah 
banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini, antara lain sebagai berikut. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1. Latar Belakang Masalah 
Kota Yogyakarta selama ini dikenal sebagai Kota Budaya. 
Kebudayaan yang dimiliki oleh Kota Yogyakarta berpengaruh terhadap 
kondisi pariwisata dan perekonomiannya. Dalam hal perekonomian, dewasa 
ini kawasan usaha dan transaksi perdagangan mengalami perkembangan yang 
cukup pesat. Keadaan ini ditandai dengan semakin banyaknya keberadaan 
papan reklame di Kota Yogyakarta. Penggunaan papan reklame dinilai 
sebagai media yang paling tepat dan efektif untuk kegiatan informasi dan 
promosi. Namun, hal ini tentu saja akan menjadi tidak efektif jika dilakukan 
secara berlebihan dan tidak beraturan. Ketidakteraturan penempatan papan 
reklame tentunya mengurangi keindahan kota dan lambat laun dikhawatirkan 
juga akan berimbas pada industri pariwisata di Kota Yogyakarta.  
Banyaknya iklan media ruang terbuka yang ada di Kota 
Yogyakarta ternyata tidak semuanya telah memiliki izin. Hal tersebut terbukti 
dengan adanya razia reklame tidak berizin yang dilakukan oleh Satuan Polisi 
Pamong Praja Kota Yogyakarta di awal tahun ini. Pada bulan Januari 2015, 
Satuan Polisi Pamong Praja Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta menertibkan  
sebanyak  50  baliho dan reklame liar. Sebanyak 75% di antaranya tidak 
berizin. Puluhan reklame tersebut harus ditertibkan karena dipasang tidak 
sesuai pada tempatnya, misalnya ditempel di fasilitas umum seperti taman 
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dan  juga trotoar, sehingga mengganggu kenyamanan pejalan kaki. Bahkan 
ada juga yang dipasang di tiang listrik, lampu penerangan jalan, pohon, dan 
juga traffic light. (http://jogja.solopos.com/baca/2015/01/14/penataan-kota-jogja-
dalam-sehari-50-baliho-dan-reklame-liar-ditertibkan-567882) 
Pelanggaran penyelenggaraan reklame yang terjadi di wilayah Kota 
Yogyakarta tergolong masih tinggi. Menurut data dari Dinas Ketertiban Kota 
Yogyakarta, pada tahun 2014 terdapat sebanyak 202 pelanggaran izin 
reklame yang berhasil ditertibkan. Hal tersebut seperti yang ditunjukkan 
dalam tabel berikut. 
Tabel 1. Data Penegakan Perda Pro Yustisi Tahun 2014 
No. Nomor Perda Tentang 
Jumlah 
Yustisi 
1. 2 Tahun 2005 Izin Gangguan 242 
2. 8 Tahun 1998 Izin Reklame 202 
3. 26 Tahun 2002 Penataan PKL 151 
4. 2 Tahun 2012 Bangunan Gedung 22 
5. 18 Tahun 2009 Penyelenggaraan Perparkiran 19 
6. 21 Tahun 2009 Hewan dan Daging 19 
7. 18 Tahun 2002 Kebersihan 16 
8. 7 Tahun 1953 Minuman Keras 9 
9. 4 Tahun 2003 Izin Pondokan 4 
10. 4 Tahun 2010 Penyelenggaraan Pariwisata 4 
11. 08 Tahun 2009 Pengelolaan Limbah Domestik 3 
12. 10 Tahun 1968 
Pemeliharaan, Kebaikan, Kerapihan, 
Kebersihan, Kesehatan, Ketentraman 
1 
13. 2 Tahun 2008 
Sarana Kesehatan dan Tenaga 
Kesehatan 
1 
Sumber: Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta 
Pelanggaran penyelenggaraan reklame di atas, tentu saja menjadi pekerjaan 
rumah yang cukup besar bagi Pemerintah Kota Yogyakarta dalam hal 
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penataan ruang yang berhubungan dengan keindahan, ketertiban, dan 
kenyamanan Kota Yogyakarta. Selain itu, pelanggaran penyelenggaraan 
reklame juga berdampak pada menurunnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
dari sektor Pajak Reklame. Menurut data dari Dinas Pajak Daerah dan 
Pengelolaan Keuangan (DPDPK) Kota Yogyakarta pada tahun 2014, 
pendapatan dari pajak reklame tidak mampu memenuhi target yang telah 
ditetapkan. Pendapatan pajak reklame yang terealisasi pada tahun 2014 
tersebut adalah sebesar 5,2 miliar atau hanya 66,37 % dari terget. Tidak 
tercapainya target tersebut diantaranya disebabkan oleh banyaknya reklame 
yang tidak berizin, selain juga karena ada pembatasan reklame untuk rokok 
dan berubahnya penggal jalan. 
Permasalahan terkait pelanggaran penyelenggaraan reklame di atas 
tentu memerlukan suatu pengawasan yang tegas. Pihak yang berwenang 
dalam mengawasi penyelenggaraan reklame di Kota Yogyakarta berdasarkan 
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1998 adalah Dinas Pajak Daerah dan 
Pengelolaan Keuangan (DPDPK) dan Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta. 
Pengawasan tersebut dilaksanakan terhadap pemasangan reklame, biro jasa 
penyelenggaraan reklame, dan para pelaku usaha yang menyelenggarakan 
reklame di wilayah Kota Yogyakarta. Proses pengawasan yang dilakukan 
memerlukan standar pengawasan, penilaian dan tindakan perbaikan berupa 
penertiban. Pengawasan reklame memang sangat dibutuhkan dalam rangka 
memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan fungsi ruang publik. 
Kepentingan antara pemilik usaha yang menggunakan ruang publik dalam 
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mempromosikan usahanya harus diikuti dengan kepentingan masyarakat 
umum yang ingin menggunakan ruang publik maupun menikmati keindahan 
kota. Berdasarkan hasil pengamatan peneliti di lapangan, dapat disimpulkan 
bahwa masyarakat masih merasa terganggu dengan banyaknya papan reklame 
yang terpasang tidak sesuai tempatnya. Mereka mengeluhkan pemasangan 
reklame di fasilitas umum yang mengganggu pandangan di ruang publik. 
Masyarakat juga belum puas dengan kinerja dari aparat terkait yang bertugas 
mengawasi penyelenggaraan reklame. Menurut mereka pengawasan yang 
dilakukan oleh dinas terkait belum berjalan maksimal.  
Pada hakikatnya, menurut Sumbo Tinarbuko (Pengajar Komunikasi 
Visual ISI Yogyakarta), inti permasalahan dari penataan dan pelanggaran 
reklame ini bersumber pada penentuan titik penempatan dan pola pemasangan 
yang tidak teratur. Pada poin ini, seyogyanya baik pemerintah pusat, provinsi, 
daerah, dan kota secara tegas menertibkan pemasangan dan penempatan 
papan reklame. Apalagi Undang-Undang No.13 tentang Keistimewaan 
Yogyakarta juga menyebutkan hal-ihwal tentang penataan ruang untuk 
mewujudkan keistimewaan Yogyakarta. Maka dari itu, pemerintah Kota 
Yogyakarta dan DPRD perlu meninjau kembali regulasi mengenai 
pengawasan tata ruang hingga ruang publik tetap terjaga keindahannya. 
(http://sumbotinarbuko.com/tag/sampah-visual-2) 
Ruang publik menurut Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 
tentang Penataan Ruang dapat berupa Ruang Terbuka Hijau Publik atau 
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Ruang Terbuka Non Hijau Publik yang secara institusional harus disediakan 
oleh pemerintah di dalam peruntukan lahan di kota-kota di Indonesia. Ruang 
publik juga dapat didefinisikan sebagai tempat di mana setiap orang memiliki 
hak untuk memasukinya  tanpa  harus membayar uang masuk atau uang 
lainnya. Ruang publik dapat berupa jalan (termasuk pedestrian), tanah 
perkerasan (pavement), public squares, dan taman (park). Hal ini berarti 
bahwa ruang terbuka hijau (open space) publik seperti jalan dan taman  serta 
ruang terbuka non-hijau publik seperti tanah perkerasan (plaza) dan  public 
squares dapat difungsikan sebagai ruang publik. 
Dengan adanya permasalahan di atas, maka peneliti merasa 
pengawasan penyelenggaraan reklame oleh Pemerintah Kota Yogyakarta 
menarik untuk diteliti agar kepentingan-kepentingan yang ada di masyarakat 
dapat diselesaikan dengan menerapkan kebijakan yang sesuai dengan 
kepentingan tersebut. Sehingga untuk mengetahui secara mendalam  
pengawasan iklan media ruang terbuka tersebut, maka peneliti berusaha 
mencari fakta dan jawaban melalui penelitian dengan judul “Pengawasan 
Reklame dalam Upaya Memaksimalkan Fungsi Ruang Publik Di Kota 
Yogyakarta”. 
2. Identifikasi Masalah 
Dari uraian masalah diatas maka dapat di Identifikasikan sejumlah 
permasalahan yang perlu dikaji diantaranya seperti : 
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a. Pelanggaran penyelenggaraan reklame tidak berizin masih banyak terjadi 
di wilayah Kota Yogyakarta. 
b. Pelanggaran penyelenggaraan reklame tidak berizin mengakibatkan 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Yogyakarta menurun pada tahun 
2014. 
c. Masyarakat Kota Yogyakarta mengeluhkan pemasangan reklame di 
fasilitas umum yang mengganggu pandangan di ruang publik. 
d. Pengawasan yang dilakukan oleh dinas terkait belum berjalan secara 
maksimal.  
3. Batasan Masalah 
Dalam penelitian ini peneliti akan membatasi permasalahan pada 
pengawasan reklame di wilayah Kota Yogyakarta yang masih belum berjalan 
secara maksimal.  
4. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan 
permasalahan sebagai berikut : 
1) Bagaimana pengawasan reklame di wilayah Kota Yogyakarta agar dapat 
memaksimalkan fungsi ruang publik ? 
2) Apa saja hambatan-hambatan yang ada dalam pengawasan reklame di 
Kota Yogyakarta ? 
3) Bagimana upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan pengawasan 
reklame di Kota Yoyakarta. ? 
7 
 
5. Tujuan Penelitian 
Dengan demikian tujuan dari penelitian ini adalah : 
1) Untuk mengetahui pengawasan reklame dalam upaya memaksimalkan 
fungsi ruang publik di Kota Yogyakarta. 
2) Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang ada dalam pengawasan 
reklame di Kota Yoyakarta. 
3) Untuk mengetahui upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan 
pengawasan reklame di Kota Yoyakarta. 
6. Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah 
sebagai berikut : 
a. Secara Akademik 
1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi teoritis bagi 
pengembangan studi tentang manajemen dan kebijakan publik 
sehingga dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dan teori ilmu-
ilmu sosial khususnya Ilmu Administrasi Negara. 
2) Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai landasan (titik tolak) untuk 
penelitian berikutnya. 
b. Manfaat Praktis 
1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi peneliti 
mengenai pengawasan reklame yang dilakukan oleh dinas terkait di 
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wilayah Kota Yogyakarta. Disamping itu, penelitian ini akan 
digunakan untuk memenuhi tugas akhir skripsi sebagai persyaratan 
memperoleh gelar sarjana di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri 
Yogyakarta. 
2) Memperkaya penelitian tentang kebijakan pengawasan reklame bagi 
Pemerintah Kota Yogyakarta. 
3) Memberikan wawasan kepada masyarakat tentang pentingnya izin 
penyelenggaraan iklan media ruang terbuka. Sehingga masyarakat 
diaharapkan turut berpartisipasi dalam menjaga lingkungan dan tata 
ruang kota. 
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BAB II 
KAJIAN PUSTAKA 
 
1. Deskripsi Teoritik 
Kajian teori digunakan peneliti sebagai bekal penelitian dalam 
menganalisis permasalahan, sehingga didapatkan pemecahan masalah. Dalam 
penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teori sebagai berikut: 
a. Kajian Tentang Pengawasan 
1) Konsep Pengawasan 
Pengawasan merupakan fungsi terakhir dari proses 
manajemen. Fungsi ini sangat penting dan sangat menentukan 
pelaksanaan proses manajemen, karena harus dilakukan dengan sebaik-
baiknya. Pengawasan sangat berkaitan erat dengan fungsi perencanaan 
dalam proses manajemen dan keduanya merupakan hal yang saling 
mengisi karena, suatu pengawasan harus terlebih dahulu direncanakan, 
pengawasan baru dapat dilakukan jika ada rencana, kemudian 
pelaksanaan rencana akan berjalan baik apabila pengawasannya juga 
dilakukan dengan baik.  
Definisi pengawasan juga beraneka ragam, namun secara 
garis besar terdapat persamaan yaitu terkait penjaminan mengenai apa 
yang dilaksanakan kemudian dibandingkan apakah sudah sesuai dengan 
apa yang harapkan atau ditetapkan sebelumnya.  Menurut Sutarno, 
pengawasan adalah kegiatan membandingkan atau mengukur yang 
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sedang  atau  sudah dilaksanakan dengan kriteria, norma-norma standar 
atau rencana-rencana yang sudah ditetapkan sebelumnya (Sutarno NS, 
2004:128). Sedangkan Djati Julitriarsa dan John Suprihantoro (1998 : 
101) mendefinisikan pengawasan sebagai tindakan atau proses kegiatan 
untuk mengetahui hasil pelaksanaan, kesalahan, kegagalan untuk 
demikian dilakukan perbaikan dan mencegah terulangnya kembali 
kesalahan- kesalahan itu, begitu pula menjaga agar pelaksanaan tidak 
berbeda dengan rencana yang ditetapkan.  Dengan adanya pengawasan 
maka akan mencegah atau mengurangi  berbagai penyimpangan dan 
kesalahan dalam melaksanakan tugas dalam mencapai tujuan 
organisasi.  
Definisi pengawasan lain adalah dari M. Manullang (2005 : 
173) yang menyebutkan pengawasan sebagai suatu proses untuk 
menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan 
bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan 
sesuai dengan  rencana semula.   Sedangkan menurut T. Hani Handoko 
(2003 : 359),  pengawasan adalah proses untuk menjamin bahwa 
tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai.   Selanjutnya Robert 
J. Mokler seperti yang  dikutip oleh T. Hani Handoko (2003 : 360) 
mendefinisikan pengawasan sebagai usaha sistematik untuk 
menetapkan standard pelaksanaan dengan tujuan perencanaan, 
merancang sistem informasi umpan balik membandingkan kegiatan 
nyata dengan standard yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan 
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dan mengukur penyimpangan-penyimpangan serta mengambil tindakan 
koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya 
perusahaan dipergunakan dengan cara yang paling efektif dan efisien 
dalam pencapaian tujuan-tujuan perusahaan.   
Dari beberapa pendapat di atas mengenai pengawasan dapat 
disimpulkan bahwa pengawasan merupakan salah satu fungsi 
manajemen dan suatu kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan untuk 
mengetahui apakah kegiatan-kegiatan yang berada dalam 
tanggungjawabnya berada dalam keadaan yang sesuai dengan rencana 
ataukah tidak. Apabila tidak sesuai dengan rencana maka perlu 
dilakukan tindakan tertentu untuk menanganinya. Namun, jika telah 
sesuai dengan rencana maka perlu perhatian untuk peningkatan kualitas 
hasil dalam mencapai tujuan organisasi. Pengawasan bukan mencari 
siapa yang salah namun  apa yang salah dan bagaimana 
membetulkannya.   
2) Proses Pengawasan 
Proses pengawasan perlu diketahui agar pelaksanaan 
pengawasan berjalan dengan baik. Beberapa ahli berpendapat bahwa 
dalam proses pengawasan harus memiliki unsur-unsur atau syarat-
syarat dalam pelaksanaannya. T. Hani Handoko (2003:26), 
mengemukakan apabila fungsi pengawasan tersebut pada dasarnya 
mencakup 4 unsur, yaitu meliputi sebagai berikut : 
1. Penetapan standar pelaksanaan 
2. Penetapan ukuran-ukuran pelaksanaan 
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3. Pengukuran pelaksanaan nyata dan membandingkan dengan 
standar yang telah ditetapkan 
4. Pengambilan tindakan koreksi yang diperlukan bila 
pelaksanaan menyimpang dari standar 
 
 Sedangkan menurut Manullang (2005: 184), proses 
pengawasan dimanapun juga  atau pengawasan yang berobjekkan 
apapun terdiri dari fase sebagai berikut : 
1. Menetapkan alat pengukur (standar) 
2. Mengadakan penilaian (mengukur ketercapaian dan 
membandingkan dengan standar yang telah ditetapkan) 
3. Mengadakan tindakan perbaikan 
 
 Proses awal dari sebuah pengawasan seperti yang 
dikemukakan oleh Manullang yaitu menetapkan alat pengukur atau 
standar. Dalam menilai sesuatu, maka tugas itu baru dapat dilaksanakan 
apabila terlebih dahulu mempunyai alat pengukur sesuatu tersebut. 
Standar ini harus ditetapkan terlebih dahulu sebelum pihak yang akan 
diawasi melaksanakan kegiatannya dan pihak yang diawasi harus 
mengetahui benar alat penilai (standar) yang dipergunakan. Agar alat 
penilai itu diketahui benar oleh pihak yang akan diawasi, maka alat 
penilai itu harus dikemukakan dan dijelaskan. Agar dengan demikian 
pihak yang diawasi mengetahui apa yang harus dicapainya dengan 
melaksanakan kegiatannya. Dalam garis besarnya, menurut Manullang 
(2005:186), mengemukakan bahwa standar-standar itu dapat 
digolongkan seperti berikut ini : 
a. Standar dalam bentuk fisik : 
1. Kuantitas hasil  
2. Kualitas hasil 
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3. Waktu 
b. Standar dalam bentuk uang : 
1. Standar biaya 
2. Standar penghasilan 
3. Standar investasi 
c. Standar intangiable 
 
 Setelah itu apabila sudah mempunyai standar, proses 
selanjutnya yaitu mengadakan penilaian. Hal yang pertama dilakukan 
dalam penilaian ini ialah mengukur pelaksanaan atau hasil yang telah 
dicapai, baru selanjutnya membandingkan pelaksanaan tersebut 
dengan standar atau menentukan penyimpangan jika ada. Dalam 
mengukur pelaksanaan ini seperti yang dikatakan oleh Manullang 
(2005:188) bahwasannya dapat dilakukan dengan dua cara yakni, 
“melalui laporan tertulis yang disusun bawahan, baik laporan rutin 
maupun laporan istimewa dan langsung mengunjungi bawahan untuk 
menanyakan hasil pekerjaannya, atau bawahan dipanggil untuk 
member laporan lisan”.  Kemudian yang terakhir yaitu mengadakan 
tindakan perbaikan jika terdapat penyimpangan agar pelaksanaan dan 
tujuan sesuai dengan rencana. Dari pendapat diatas, dapat diketahui 
bahwa pengawasan tidak bisa dipisahkan dengan standar. Standar 
adalah suatu alat pengukuran yang dapat digunakan sebagai pedoman 
untuk penilaian hasil-hasil kegiatan. 
3) Tujuan Pengawasan 
Pada dasarnya pengawasan merupakan suatu proses untuk 
menerapkan pekerjaan/kinerja apa yang sudah dilaksanakan, 
mengukur dan menilainya kemudian bila perlu mengoreksi dengan 
14 
 
maksud agar pelaksanaannya sesuai dengan tujuan atau rencana 
semula. Sehingga dari batasan tersebut tujuan pengawasan yang 
pokok yaitu mengenai usaha atau mengusahakan agar apa yang sudah 
direncanakan dapat menjadi kenyataan. Selain itu tujuan pengawasan 
juga dikemukakan oleh Brantas (2009:190) sebagai berikut : 
1. Supaya proses pelaksanaan dilakukan sesuai dengan 
ketentuan-ketentuan dari rencana. 
2. Melakukan tindakan perbaikan, jika terdapat 
penyimpangan-penyimpangan. 
3. Supaya tujuan yang dihasilkan sesuai dengan rencananya. 
4. Menghentikan atau meniadakan kesalahan, penyimpangan, 
penyelewengan, pemborosan, hambatan, dan 
ketidakadilan. 
5. Mencegah terulangnya kembali kesalahan, penyimpangan, 
penyelewengan, pemborosan, hambatan, dan 
ketidakadilan. 
6. Mendapatkan cara-cara yang lebih baik atau membina 
yang lebih baik. 
7. Mencipatakan suasana keterbukaan, kejujuran, partisipasi, 
dan akuntabilitas organisasi. 
8. Meningkatkan kelancaran operasi organisasi. 
9. Meningkatkan kinerja organisasi. 
10. Memberikan opini atas kinerja organisasi. 
11. Mengarahkan Pelaksanaan untuk melakukan koreksi atas 
masalah-masalah pencapaian kinerja yang ada. 
12. Menciptakan terwujudnya pemerintahan yang bersih. 
 
   Tujuan-tujuan pengawasan diatas dimaksudkan untuk 
meningkatkan akuntabilitas dan keterbukaan dalam pelaksanaan 
kinerja organisasi. Karena pada dasarnya pengawasan cenderung 
menekankan langkah-langkah untuk mengoreksi secara obyektif jika 
terjadi penyimpangan antara pelaksanaan dengan perencanaan. 
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4) Prinsip-Prinsip Pengawasan 
   Untuk mendapatkan suatu pengawasan yang efektif 
tentunya dibutuhkan prinsip-prinsip pengawasan untuk 
menunjangnya. Dalam pengawasan terdapat dua pokok prinsip yaitu 
adanya rencana tertentu dan adanya pemberian perintah serta 
wewenang-wewenang kepada anggota organisasi. Prinsip pokok yang 
pertama tersebut merupakan standar untuk dijadikan alat pengukur 
pekerjaan yang dilaksanakan oleh anggota oraganisasi. Rencana 
tersebut sebagai penunjuk apakah pekerjaan yang dilaksanakan sudah 
berhasil atau tidak. Sedangkan prinsip pokok yang kedua juga 
merupakan prinsip yang harus ada, untuk menjamin agar sistem 
pengawasan tersebut benar-benar dapat berjalan efektif. Selain dua 
prinsip pokok tersebut, dikemukakan oleh Mannullang (2005:174), 
suatu sistem pengawasan juga harus mengandung prinsi-prinsip 
berikut : 
a. Dapat mereflektir sifat-sifat dan kebutuhan-kebutuhan dari 
kegiatan-kegiatan yang harus diawasi. 
b. Dapat dengan segera melaporkan penyimpangan-
penyimpangan. 
c. Fleksibel. 
d. Dapat mereflektir pola organisasi. 
e. Ekonomis. 
f. Dapat dimengerti. 
g. Dapat menjamin diadakannya tindakan korektif. 
 
   Sistem pengawasan haruslah merefleksikan sifat-sifat dan 
kebutuhan dari kegiatan-kegiatan yang perlu diawasi tentunya dengan 
disesuaikan jenis organisasi. Oleh karena itu, agar sistem pengawasan 
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dapat berjalan efektif, maka setidaknya harus dapat melaporkan 
apabila terjadi penyimpangan-penyimpangan dari rencana yang telah 
ditentukan. Hal ini sejalan seperti yang dikemukakan oleh Manullang 
(2005:174), yaitu “Suatu sistem pengawasan yang efektif harus dapat 
segera melaporkan penyimpangan-penyimpangan itu dapat diambil 
tindakan untuk pelaksanaan selanjutnya agar pelaksanaan keseluruhan 
benar-benar dapat sesuai atau mendekati apa yang direncanakan 
sebelumnya.” 
5) Cara-Cara Pengawasan 
   Supaya pengawasan yang dilakukan dapat berjalan efektif, 
maka pengawas harus memastikan bahwa semua fungsi manajemen 
terlaksana dengan baik. Hal ini dapat diketahui melalui proses control 
atau pengawasan. Cara-cara pengawasan menurut Malayu (2004:245), 
dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut : 
a. Pengawasan langsung, yaitu pengawasan yang dapat 
dilakukan langsung oleh pengawas. Pengawas dapat 
memeriksa hasil kegiatan yang sedang dilakukan untuk 
mengetahui apakah terlaksana dengan benar dan hasil-
hasilnya sesuai dengan yang dikehendaki. Pengawasan 
langsung ini dapat dilakukan dengan cara inspeksi 
langsung, observasi ditempat dan laporan di tempat. 
b. Pengawasan tidak langsung, yaitu pengawasan jarak jauh, 
artinya dengan melalui laporan yang diberikan oleh 
bawahan. Laporan ini dapat berupa lisan atau tulisan 
tentang pelaksanaan kegiatan dan hasil-hasil yang telah 
dicapai. 
c. Pengawasan berdasarkan pengecualian, yaitu pengawasan 
yang dikhususkan untuk kesalahan-kesalahan yang luar 
biasa dari hasil atau standar yang diharapkan. Pengawasan 
ini dilakukan dengan cara kombinasi langsung dan tidak 
langsung oleh pengawas. 
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6) Sifat dan Waktu Pengawasan 
    Sifat dan waktu pengawasan dalam Malayu (2004:247), 
dibedakan sebagai berikut : 
a. Preventif control, yaitu pengawasan yang dilakukan 
sebelum kegiatan dilakukan untuk menghindari terjadinya 
penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaannya. 
b. Repressive control, yaitu pengawasan yang dilakukan 
setelah terjadi kesalahan dalam pelaksanaannya, dengan 
maksud agar tidak terjadi pengulangan kesalahan, sehingga 
hasilnya sesuai dengan yang diinginkan. 
c. Pengawasan saat proses dilakukan, jika terjadi kesalahan 
segera diperbaiki. 
d. Pengawasan berkala, yaitu pengawasan yang dilakukan 
secara berkala, misalnya per bulan, per semester, dan lain-
lain. 
e. Pengawasan mendadak (sidak), yaitu pengawasan yang 
dilakukan secara mendadak untuk mengetahui apa 
pelaksanaan atau peraturan-peraturan yang ada 
dilaksanakan atau tidak dilaksanakan dengan baik, 
pengawasan mendadak ini sekali-sekali perlu dilakukan, 
supaya kedisiplinan tetap terjaga dengan baik. 
f. Pengawasan melekat (waskat), yaitu pengawasan yang 
dilakukan secara integratif dari sebelum, pada saat, dan 
sesudah kegiatan dilakukan. 
b. Kajian Tentan Iklan  
Iklan merupakan komunikasi pemasaran yang didesain khusus 
untuk pelanggan antar bisnis maupun pemakai akhir, di mana bentuk iklan 
ini dibiayai oleh sponsor tertentu. Kekuatan iklan dan fungsinya yang 
serbaguna dapat memberikan beragam kreativitas yang dapat 
diimplementasikan melalui penglihatan, suara, atau bahkan penciuman. 
Masyarakat Periklanan Indonesia mendefinisikan iklan sebagai segala 
bentuk pesan tentang suatu produk yang disampaikan lewat media, 
ditujukan kepada sebagian atau seluruh masyarakat. (Kasali, 2007:11). 
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Menurut Kasali (2007:9), secara sederhana iklan adalah  pesan yang 
menawarkan suatu produk yang ditujukan kepada masyarakat lewat suatu 
media. Sedangkan menurut Kotler & Keller (2005:277), iklan adalah segala 
bentuk presentasi non-pribadi dan promosi gagasan, barang, atau jasa oleh 
sponsor tertentu yang harus dibayar. Sedangkan menurut Djaslim Saladin 
(2003:219), Advertising (iklan) adalah salah satu alat promosi, biasanya 
digunakan untuk mengarahkan komunikasi persuasif pada pembeli sasaran 
dan masyarakat dimana bentuk penyajian iklan ini bersifat non-personal. 
Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa iklan 
adalah semua bentuk presentasi nonpersonal yang dimaksudkan untuk 
mempromosikan gagasan, atau memberikan informasi tentang keungulan 
dan keuntungan suatu produk yang dibiayai pihak sponsor tertentu. Iklan 
merupakan bentuk komunikasi yang bertujuan menjangkau setiap lapisan 
atau anggota masyarakat. Iklan bisa membantu mencapai hampir semua 
sasaran komunikasi karena iklan merupakan sarana ampuh untuk 
membangun kesadaran konsumen.  
Iklan merupakan salah satu bentuk promosi yang paling banyak 
digunakan perusahaan untuk mempromosikan produknya. Masyarakat 
periklanan Indonesia mendefinisikan iklan sebagai segala bentuk pesan 
tentang suatu produk yang disampaikan  lewat media, ditujukan  kepada 
sebagian atau seluruh masyarakat. Sebagai media komunikasi pemasaran, 
tujuan periklanan dapat digolongkan menurut sasarannya yaitu :  
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a. Iklan informatif  
Dalam hal ini, iklan bertujuan membentuk permintaan pertama 
dengan memberitahukan kepada pasr tentang produk baru, 
mengusulkan kegunaan baru suatu produk, memberitahukan 
tentang perubahan harga, menjelaskan cara kerja suatu produk, 
menjelaskan pelayanan yang tersedia, mengoreksi kesan yang 
salah, mengurangi kecemasan pembeli, dan membangun citra 
perusahaan.  
 
b. Iklan persuasif  
Iklan persuasif bertujuan membentuk permintaan selektif suatu 
merk tertentu. Ini dilakukan pada tahap kompetitif dengan 
membentuk preferensi merk, mendorong alih merk, mengubah 
persepsi pembeli tentang produk, membujuk pembeli untuk 
membeli sekarang, dan membujuk pembeli menerima kunjungan 
penjualan. 
 
c. Iklan pengingat  
Iklan ini sangat penting dalam tahap kedewasaan suatu produk 
untuk menjaga agar konsumen selalu mengingat akan produk 
tersebut.  
 
d. Iklan penambah nilai  
Iklan ini bertujuan menambah nilai merk pada persepsi 
konsumen dengan melakukan inovasi, perbaikan kualitas, dan 
penguatan persepsi konsumen. 
 
e. Iklan bantuan aktivitas lain 
Iklan ini bertujuan membantu memfasilitasi usaha lain 
perusahaan dalam proses komunikasi pemasaran. (Suyanto, 
2004:5) 
 
Saat semakin maraknya media iklan, kebutuhan produk untuk 
tampil tidak lagi cukup hanya sekedar beriklan di televisi, radio, atau koran. 
Banyaknya iklan yang diputar di setiap acara ber-rating tinggi sering 
menyebabkan iklan menjadi kurang menarik di mata penonton. Dengan 
mudahnya penonton tinggal berganti saluran, menunggu beberapa saat, lalu 
menekan kembali saluran sebelumnya berharap iklan sudah berlalu. 
Perusahaan akan membuang biaya placement yang percuma saat iklannya 
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tampil di tengah-tengah deretan iklan, tanpa ada yang menyaksikannya.  
Tentunya, akan lebih baik bila budget tersebut dimanfaatkan untuk upaya-
upaya lain yang lebih strategis untuk membangun brand. Beberapa cara 
dilakukan dengan mencoba memanfaatkan media ruang luar dengan cara 
seunik mungkin sehingga setiap orang yang melewatinya bisa tersenyum, 
tertawa, dan ingat akan pesan iklan tersebut. 
Iklan ruang terbuka adalah iklan yang dinilai lebih efektif dan lebih 
murah dalam penyampaikan pesan, khalayak tidak dipungut biaya apapun 
untuk melihat dan memahaminya. Produk atau jasa yang ditawarkanpun 
bersifat gratis dengan tujuan agar khalayak menjadi tertarik, terpengaruh 
dan menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan. Media ruang terbuka 
biasanya ditempatkan di ruangan terbuka seperti di sepanjang jalan utama, 
atau di tempat-tempat yang dirasa efektif dan strategis untuk dapat dilihat 
secara umum.  
Dalam proses produksi, media iklan ruang terbuka juga mempunyai 
beberapa tahapan-tahapan, seperti persiapan desain, persiapan bahan, dan 
proses pembuatan iklan ruang terbuka. Dan dalam proses pembuatannya 
diperlukan ketelitian untuk memperoleh hasil yang maksimal. Berikut 
beberapa proses tahapan dan strategi kreatif :  
a. Pendekatan generik yang berorientasi pada keunggulan biaya 
keseluruhan dan diferensiasi.  
 
b. Pendekatan preemtive yang merupakan strategi yang cerdik 
karena menonjolkan superioritasnya dan merupakan pernyataan 
yang unik.  
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c. Pendekatan Unique Selling Proposition yang berorientasi pada 
keunggulan ata kelebihan produk yang tidak dimiliki oleh 
produk saingannya. 
 
d. Menciptakan suatu brand image yang tujuannya diproyeksikan 
pada suatu citra tertentu. Gagasannya adalah agar konsumen 
dapat menikmati keuntungan psikologis, selain keuntungan fisik 
dari sebuah produk. 
 
e. Pendekatan inherent drama yang menekankan elemen dramatik 
yang diekspresikan pada manfaat iklan tersebut. 
 
f. Konsep Positioning yang mempunyai gagasan menempatkan 
sebuah produk untuk mendapatkan posisi yang baik dalam 
benak konsumen. (Suyanto, 2004:13) 
 
 Saat mendengar tentang media ruang luar, yang terpikir pertama 
kali di benak adalah billboard. Akan tetapi, semakin banyaknya billboard 
dan penempatannya yang tidak teratur, dapat menyebabkan pandangan 
menjadi kurang nyaman. Padahal jenis-jenis media ruang terbuka tidak 
sesempit itu. Apapun yang terlihat di sekitar masyarakat dan dipandu oleh 
kreativitas dalam  mengolahnya dapat digunakan objek media iklan. 
Menurut Suyanto (2006:2)  terdapat beragam- macam jenis media 
iklan ruang terbuka, yaitu sebagai berikut :  
1. Billboard :  
Media iklan ruang terbuka berbahan dasar aluminium, 
pembuatannyapun tidak terlampau sukar atau rumit dalam 
menuangkan ide atau gagasan dari desainer, namun memerlukan 
ketelitian agar hasil yang didapat maksimal. Media iklan ruang 
terbuka ini biasanya dipasang di sepanjang jalan utama dan 
tempatnya yang strategis agar dapat dilihat oleh orang banyak. 
Untuk ukuran billboard  tergantung dengan pemesanan.  
 
 
2. Street Furniture 
Iklan street furniture meliputi bus shelter, urban furniture, kiosk, 
convenience soredi, dan shopping mall, stasiun bis, stasiun kereta 
api maupun bandara udara. 
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3. Transit 
Iklan transit dapat berupa iklan di bus, mobil, taksi, kereta api, dan 
truk. Iklan ini menggunakan transit yang dililtkan atau ditempelkan 
pada badan media tersebut. 
 
 
4. Alternative Media 
Periklanan outdoor dapat pula berupa alternative media, misalnya 
tulisan di udara, arena stadion, kampus, resort, digital media, dan 
gedung bioskop. 
 
 
c. Kajian Tentang Ruang Publik 
Dalam pengertian yang paling umum, ruang publik dapat berupa 
taman, tempat bermain, jalan, atau ruang terbuka. Ruang publik kemudian 
didefinisikan sebagai ruang atau lahan umum, di mana masyarakat dapat 
melakukan kegiatan publik fungsional maupun kegiatan sampingan 
lainnya yang dapat mengikat suatu komunitas, baik melalui kegiatan 
sehari-hari atau kegiatan berkala. (Kusumawijaya, 2004:111). Sedangkan 
ruang publik yang dimaksud secara umum  pada sebuah kota, menurut 
Project for Public Spaces in New York tahun 1984, adalah bentuk ruang  
yang digunakan  manusia secara bersama-sama berupa jalan, pedestrian, 
taman-taman, plaza, fasilitas transportasi umum (halte) dan museum.  
Ruang publik kota sebagai ruang yang dapat diakses oleh setiap 
orang dengan sendirinya  harus memberikan kebebasan bagi penggunanya. 
Menurut Carr (1992:3), penggunaan ruang publik sebagai ruang bersama 
merupakan bagian integral dari tata tertib sosial, sehingga perlu adanya 
pengendalian terhadap kebebasan tersebut. Pengendalian dalam 
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penggunaan ruang  publik berkaitan dengan toleransi akan kepentingan 
orang lain yang  juga menggunakan ruang publik tersebut.  
Ruang publik selama ini menjadi tempat warga melakukan 
interaksi, baik sosial, politik maupun kebudayaan tanpa dipungut biaya. 
Tetapi kebanyakan ruang publik kota diduduki secara intens atau menetap 
oleh oknum tertentu dan selama tidak ada yang keberatan maka 
penguasaan itu akan semakin kuat. Seperti menduduki pedestrian sebagai 
tempat berdagang, sedangkan pedestrian adalah ruang publik untuk tempat 
pejalan kaki. 
Pada umumnya ruang publik adalah ruang terbuka yang mampu 
menampung kebutuhan akan tempat-tempat pertemuan dan aktivitas 
bersama di udara terbuka. Ruang ini memungkinkan terjadinya pertemuan 
antar manusia untuk saling berinteraksi. Karena pada ruang ini seringkali 
timbul berbagai kegiatan bersama, maka ruang-ruang terbuka ini 
dikategorikan sebagai ruang umum.  
Meskipun sebagian ahli mengatakan umumnya ruang publik 
adalah ruang  terbuka, namun Rustam Hakim (1987:85) mengatakan 
bahwa, ruang umum pada dasarnya merupakan suatau wadah yang dapat 
menampung aktivitas tertentu dari masyarakatnya, baik secara individu 
maupun secara kelompok, dimana bentuk ruang publik ini sangat 
tergantung pada pola dan susunan massa bangunan. Menurut sifatnya, 
ruang publik terbagi menjadi 2 jenis, yaitu : 
1. Ruang publik tertutup : adalah ruang publik yang terdapat di dalam 
suatu bangunan. 
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2. Ruang publik terbuka : yaitu ruang publik yang berada di luar 
bangunan yang sering juga disebut ruang terbuka (open space). 
(Rustam Hakim, 1987:89) 
 
Ruang terbuka merupakan bagian dari ruang yang memeiliki 
definisi sebagai wadah yang menampung aktivitas manusia dalam suatu 
lingkungan yang tidak mempunyai penutup dalam bentuk fisik. Ruang 
terbuka menurut Eko Budihardjo (1999:134) memiliki beberapa fungsi 
sebagai berikut : 
1. Fungsi umum : 
a) Tempat bermain dan berolah raga, tempat bersantai, tempat 
komunikasi sosial, tempat peralihan, tempat menunggu. 
b) Sebagai ruang terbuka, ruang ini berfungsi untuk mendapatkan 
udara segar dari alam. 
c) Sebagai sarana penghubung antara suatu tempat dengan tempat 
lain. 
d) Sebagai pembatas atau jarak di antara massa bangunan. 
 
2. Fungsi ekologis : 
a) Penyegaran udara, menyerap air hujan, pengendalian banjir, 
memelihara ekosistem tertentu. 
b) Pelembut arsitektur bangunan. 
 
Terbentuknya ruang terbuka dipengaruhi oleh beberapa faktor 
baik oleh alam maupun lingkungan buatan, dibedakan sebagai berikut : 
a) Pembatas, dimana ruang selalu terbentuk oleh tiga elemen 
pembentuk ruang yaitu bidang alas, bidang langit-langit dan bidang 
pembatas/dinding 
b) Skala, dalam arsitektur menunjukkan perbandingan antara elemen 
bangunan atau ruang dengan elemen tertentu yang ukurannya 
sesuai dengan kebutuhan manusia. Skala terdiri atas 2 (dua) macam 
yaitu, skala manusia yang berarti perbandingan ukuran elemen atau 
ruang dengan dimensi tubuh manusia dan skala generik yakni 
perbandingan elemen bangunan atau ruang terhadap elemen lain 
yang berhubungan dengan sekitarnya. 
c) Bentuk, yang terdiri atas bentuk dua dimensi dan tiga dimensi. 
Dapat juga dikategorikan dalam dua bagian bentuk alami dan 
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buatan. Menurut penampilan terbagi atas : bentuk teratur, bentuk 
lengkung dan bentuk tidak teratur.  
 
Ruang publik yang berbentuk ruang terbuka dapat digunakan 
sebagai wahana rekreasi, paru-paru kota, memberikan unsur keindahan, 
penyeimbang kehidupan kota, memberikan arti suatu kota dan kesehatan 
bagi masyarakat kota. Ruang publik juga bermanfaat untuk melayani 
kebutuhan masyarakat sebagai sarana rekreatif maupun sebagai tempat 
untuk melakukan interaksi dan kontak sosial dalam kehidupan 
masyarakat. Demi untuk menjamin kepentingan sosial bagi semua 
golongan masyarakat maka semestinya semua ruang publik tersebut 
adalah milik pemerintah kota. Keberadaan ruang publik pada suatu 
kawasan di pusat kota sangat penting artinya karena dapat meningkatkan 
kualitas kehidupan perkotaan, baik itu dari segi lingkungan, masyarakat 
maupun kota melalui fungsi pemanfaatan ruang di dalamnya.  
2. Penelitian yang Relevan 
a. Penelitian yang dilakukan oleh Chandra Setia (2011) dengan judul 
Penempatan Iklan Media Ruang terbuka (outdoor) di Sepanjang Garis 
Imajiner (Garis Khayalan) Nilai Sejarah Kota Yogyakarta. Penelitian ini 
mengungkapkan bahwa penempatan iklan media ruang terbuka di 
sepanjang garis imajiner diperbolehkan dengan syarat tidak mengganggu 
berdirinya bangunan, pemasangan di kendalikan baik dari segi 
penempatan, iklan media ruang terbuka di sepanjang garis imajiner 
belum tepat dan masih memerlukan perbaikan, belum dapat memenuhi 
kriteria keefektifan dan estetika, dari segi ketinggian juga harus di 
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pertimbangkan, dan dari segi perizinan mengikuti aturanaturan yang di 
tentukan oleh pemerintah kota lewat Dinas Pajak dan Pengolahan 
Keuangan (DPDPK) kota Yogyakarta. Pentingnya sebuah keseragaman 
bentuk, ukuran, desain konstruksi dapat membangkitkan estetika iklan 
media ruang terbuka (out-door) di sepanjang garis imaginer kawasan 
sejarah kota Yogyakarta, dan juga pentingnya mempertahankan bentuk 
arsitektur bangunan kota Yogyakarta dari iklan media ruang terbuka.  
b. Penelitian yang dilakukan oleh Eddy Djoko Pramono dengan judul 
Persepsi Masyarakat Terhadap Keberadaan Reklame Dan Aspek Legal 
Hukumnya Di Jalan Slamet Riyadi Kota Surakarta. Berdasarkan 
penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pemasangan reklame di jalan 
Slamet Riyadi di lihat dari aspek persepsi masyarakat belum dapat 
memenuhi kriteria keefektifan dan estetika Kota Surakarta dikarenakan 
jumlah reklame yang terlalu banyak memenuhi ruang koridor jalan 
Slamet Riyadi serta belum adanya keseragaman bentuk, ukuran, ornamen 
serta standarisasi bahan pepan maupun tiang reklame. Sedangkan dilihat 
dari aspek legal hukumnya keberadaan reklame di Kota Surakarta sudah 
saatnya dibuat regulasi daerah yang komprehensif meliputi 
terintegrasinya kriteria teknis pemasangan reklame masing-masing Dinas 
Teknis, mekanisme lelang, mekanisme perijinan, perlindungan terhadap 
biro iklan lokal serta master plan kawasan reklame. 
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3. Kerangka Pikir Penelitian 
Perkembangan kota yang terjadi begitu pesat membuat Yogyakarta 
lambat laun menjadi kota komersil. Untuk meningkatkan pemasarannya, 
keberadaan kawasan komersil tersebut banyak memanfaatkan arus informasi 
dengan papan reklame sebagai media yang paling tepat dan efektif. Namun, 
sayangnya penempatan iklan-iklan tersebut masih banyak yang belum sesuai 
dengan tempat yang telah disediakan. 
Ketidakteraturan penempatan iklan ruang terbuka tentunya juga 
mengurangi keindahan kota dan lambat laun akan berimbas pada industri 
pariwisata. Penempatan iklan media ruang terbuka, seperti spanduk, umbul-
umbul, poster, reklame dan semacamnya di ruang publik yang tidak teratur 
dan tanpa mengindahkan dimensi estetika lingkungan hanya menimbulkan 
sampah visual yang mengganggu ruang publik. Selain banyaknya iklan media 
ruang terbuka yang ada di Kota Yogyakarta, ternyata tidak semuanya 
memiliki izin.  
Untuk mengatasi permasalahan penempatan iklan ruang terbuka 
tersebut, diperlukan sebuah pengawasan yang melibatkan Pemerintah Kota 
Yogyakarta dengan dinas-dinas yang terkait di dalamnya. Selama ini 
penempatan iklan-iklan tersebut masih mengganggu keindahan kota dan 
ruang publik yang semestinya dapat semestinya dapat dimaksimalkan 
kegunaannya oleh masyarakat. oleh karena itu, penelitian ini ingin 
mengetahui tentang pengawasan iklan media ruang terbuka untuk 
memaksimalkan fungsi ruang publik di Kota Yogyakarta. 
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Gambar 1. Kerangka berpikir 
Permasalahan reklame di Kota Yogyakarta 
- Banyak terdapat reklame tidak berizin 
- Pendapatan Asli Daerah dari Pajak reklame tidak memenuhi target 
- Masyarakat mengeluhkan penempelan reklame di fasilitas umum yang 
mengganggu pandangan di ruang publik 
- Pengawasan yang dilakukan dinas terkait belum maksimal 
 
Pengawasan reklame 
dilakukan oleh DPDPK 
dan Dinas Ketertiban Kota 
Yogyakarta 
Hasil yang diharapkan: 
Pengawasan Reklame dalam Upaya 
Memaksimalkan Fugsi Ruang Publik di Kota 
Yogyakarta dapat berjalan optimal 
Regulasi yang ada: 
Perda No. 8 tahun 1998 
Perwal No. 75 tahun 2011  
Pengawasan Reklame 
- Menetapkan standar pelaksanaan 
- Mengukur pelaksanaan nyata dan 
membandingkan dengan standar yang 
ditetapkan  
- Mengadakan tindakan perbaikan 
(Manullang, 2005:184) 
Hambatan 
dalam 
pengawasan 
Upaya 
mengatasi 
hambatan 
Pengawasan dilakukan 
terhadap: 
- Pemasangan reklame 
- Biro jasa reklame 
- Pelaku usaha 
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e) Pertanyaan Penelitian 
1. Bagaimana pengawasan reklame yang dilakukan oleh Pemerintah Kota 
Yogyakarta dalam upaya memaksimalkan fungsi ruang publik ditinjau dari 
aspek: 
a) Standar pengawasan yang digunakan 
b) Proses penilaian terhadap penyelenggaraan reklame 
c) Pelaksanaan penertiban terhadap pelanggaran penyelenggaraan reklame 
2. Apa saja hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Yogyakarta terkait 
pengawasan reklame? 
3. Bagaimana upaya Pemerintah Kota Yogyakarta mengatasi hambatan tersebut? 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
1. Desain Penelitian 
Desain penelitian adalah proses maupun  perencanaan yang akan 
dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Penelitian ini akan 
menggunakan pendekatan deskriptif  kualitatif,  yaitu metode penelitian yang 
menghasilkan data deskriptif  berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-
orang dan perilaku yang dapat diamati.  Menurut Sugiyono (2008:105) 
“Metode Deskriptif Analisis merupakan metode penelitian yang dilakukan 
dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan apa yang ada 
sebenarnya, kemudian data-data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk 
dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada”.  
2. Tempat dan Waktu Penelitian 
Lokasi penelitian terletak di Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan 
Keuangan Kota Yogyakarta dan Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta yang 
berada di kompleks Balai Kota, Jalan Kenari No.56 Yogyakarta. Waktu  
penelitian ini pada bulan Maret sampai bulan Mei tahun 2015. 
3. Informan Penelitian 
Informan penelitian adalah pihak-pihak yang dapat memberikan 
informasi mengenai situasi dan kondisi yang ada sehingga data yang 
dihasilkan dapat akurat. Data yang dimaksud dapat berupa pernyataan 
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keterangan maupun data-data lainnya yang dapat menunjang peneliti untuk 
menjawab permasalahan dalam penelitian.  
Pihak-pihak tersebut adalah yang terkait atau terlibat langsung dalam 
proses pengawasan reklame. Pihak-pihak tersebut terdiri dari 3 orang dari 
DPDPK Kota Yogyakarta sebagai informan utama, yaitu Kepala Bidang 
Pajak, Staf Bidang Pajak dan Petugas Dinas Luar, serta informan pendukung  
2 orang dari Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta, dan biro jasa reklame dan 
pelaku usaha masing-masing 1 orang. Adapun nama dari informan  penelitian 
ini adalah sebagai berikut : 
1. Bapak Tugiyarta, SIP, M.Si Kepala Bidang Pajak Daerah Dinas 
Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta. 
2. Bapak Ari Pranowo, SE Staf Bidang Pajak Daerah pada Dinas Pajak 
Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta. 
3. Bapak Teguh Karyadi petugas dinas luar pada Dinas Pajak Daerah 
dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta. 
4. Ibu Yuli Kepala Seksi Pengkajian dan Pengelolaan Peraturan 
Perundang-undangan Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta. 
5. Ibu Christiana Kepala Seksi Penyidikan Dinas Ketertiban Kota 
Yogyakarta. 
6. Bapak Rudi biro jasa penyelenggaraan reklame. 
7. Bapak Joko pelaku usaha. 
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4. Instrumen penelitian 
   Dalam penelitian ini, peneliti  bertindak sebagai instrument utama. 
Lexy  J. Moleong  (2012:168) menjelaskan peneliti merupakan perencana, 
pelaksana pengumpulan data, analisis, penafsir data, dan pada akhirnya 
peneliti menjadi pelapor hasil penelitiannya. Peneliti sebagai instrument 
berperan sebagai alat yang berupaya memahami terhadap metode kualitatif 
dan juga proses pelaksanaan pengawasan izin penyelenggaraan reklame di 
Kota Yogyakarta. Dikarenakan dalam hal ini peneliti sebagai instrument 
utama, maka untuk memperkuat validasi dalam penelitian ini, peneliti 
melakukan tiga cara. Pertama, peneliti terlebih dahulu melakukan validasi diri 
dengan berupaya memahami metode yang digunakan yakni metode kualitatif 
serta teori-teori atau kajian pustaka yang berkaitan dengan pelaksanaan 
pengawasan  yang dilakukan oleh dinas terkait. Kedua, peneliti mengamati 
secara langsung fenomena yang ada di lapangan dengan menggunakan 
pedoman observasi dan mengumpulkan data sebanyak-banyaknya yang 
menyangkut pengawasan izin penyelenggaraan reklame dari media cetak 
maupun media online. Ketiga, peneliti melakukan wawancara dengan para 
informan menggunakan pedoman wawancara yang telah dibuat. 
Dalam proses penelitian, peneliti menggunakan alat bantu 
pengumpulan data yaitu berupa buku catatan, pedoman wawancara, alat untuk 
merekam wawancara, dan kamera selama proses penelitian berlangsung. 
Beberapa hambatan yang dihadapi peneliti adalah waktu perizinan 
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wawancara yang lama di DPDPK dan Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta 
sehingga sulit untuk mengatur jadwal wawancara dengan informan tersebut. 
5. Sumber dan Jenis Data 
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdapat dua sumber 
yaitu sumber primer dan sekunder . 
a. Sumber Data Primer 
Menurut Sugiyono (2011: 225), Sumber primer merupakan sumber data 
yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber primer 
bisa didapatkan dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. 
Sumber data primer yang diperoleh pada penelitian ini diantaranya 
mengenai pelaksanaan pengawasan yang diterapkan DPDPK dan Dinas 
Ketertiban dalam mengawasi reklame. Kemudian hasil dari pelaksanaan 
pengawasan tersebut, diperoleh data jumlah pelanggaran dan rekomendasi 
penertiban, serta laporan mengenai pengawasan reklame secara umum di 
Kota Yogyakarta. 
b. Sumber sekunder 
Menurut Sugiyono (2011: 225), Sumber sekunder merupakan sumber yang 
tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber sekunder 
dapat diperoleh melalui orang lain atau melalui dokumen-dokumen dan 
digunakan untuk memperkuat data primer yang didapatlkan. Data sekunder 
yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tentang dokumen-dokumen 
seperti surat rekomendasi, buku-buku literatur, serta peraturan perundangan 
terkait Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Reklame di 
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Kota Yogyakarta seperti Peraturan Daerah No. 8 Tahun 1998 tentang Izin 
Penyelenggaraan Reklame dan Peraturan Walikota No. 75 Tahun 2011 
tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda No. 8 Tahun 1998 tantang Izin 
Penyelenggaraan Reklame. 
6. Teknik Pengumpulan Data 
Pengumpulan data di dalam penelitian dapat dilakukan dengan cara  
1) Wawancara  
Dalam penelitian ini, wawancara yang digunakan adalah wawancara 
semi terstruktur (indept interview) yang  menggunakan pedoman 
wawancara dan pertanyaannya berkembang sesuai dengan situasi dan 
informasi yang  dibutuhkan sehingga terjadi wawancara interaktif 
antara peneliti dan informan. Menurut Sugiyono (2011:233), 
menjelaskan tujuan dari wawancara semi terstruktur adalah  untuk 
menemukan permasalahan secara lebih  terbuka,  dimana pihak yang 
diajak wawancara diminta pendapat dan  ide-idenya. Peneliti telah 
berhasil melakukan wawancara kepada Kepala Bidang Pajak Daerah 
DPDPK, Staf Bidang Pajak Daerah DPDPK, Petugas Dinas Luar 
DPDPK, Kasi Pengkajian dan Pengolahan UU Dinas Ketertiban, dan 
Kasi Penyidikan Dinas Ketertiban. Dalam hal ini peneliti dalam 
melakukan wawancara menanyakan hal-hal yang terkait dengan 
mekanisme proses izin penyelenggaraan reklame, pelanggaran reklame 
yang terjadi seperti apa, bagaimana pengawasan terhadap pemasangan 
reklame ini serta seperti apa bentuk penanganannnya. 
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2) Observasi langsung 
Teknik observasi dilakukan dengan mempelajari suatu gejala atau 
peristiwa melalui upaya melihat, mencatat, dan menganalisis data 
secara sistematik secara konkrit di lapangan. Dengan observasi dapat 
mengoptimalkan kemampuan peneliti dari segi motif, kepercayaan, 
perhatian, perilaku tak sadar, kebiasaan, dan sebagainya (Moleong, 
2012:175). Dalam penelitian ini, observasi dilakukan secara langsung 
dengan cara melakukan pengamatan secara langsung di lapangan 
mengenai pelanggaran yang terjadi terkait dengan reklame di Kota 
Yogyakarta dan proses penertiban reklame yang melanggar, setelah itu 
didokumentasikan ke dalam catatan-catatan lapangan sebagai sumber 
informasi untuk diolah menjadi bahan analisis dalam pembahasan..   
3) Dokumentasi 
Dokumentasi dalam penelitian ini dimaksudkan sebagai upaya untuk 
memperkuat data yang peneliti peroleh dari informan di lapangan. 
Dalam penelitian ini, dokumentasi digunakan untuk mendeskripsikan 
serta mengidentifikasi proses pengawasan reklame. Dokumen yang 
digunakan adalah sebagai berikut : 
1. Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 1998 tentang Izin 
Penyelenggaraan Reklame. 
2. Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 1998 tentang Pajak Reklame. 
3. Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2011 tentang Pajak Daerah. 
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4. Peraturan Walikota Nomor 75 tahun 2011 tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 1998 tentang Izin 
Penyelenggaraan Reklame. 
5. Dokumen hasil pelaksanaan pengawasan reklame di Kota 
Yogyakarta tahun 2013 dan 2014. 
6. Data jumlah pelanggaran dan rekomendasi penertiban dari DPDPK 
dan Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta. 
7. Profil DPDPK dan Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta. 
7. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data 
 Menurut Moleong (2012:330), triangulasi adalah teknik 
pemeriksaaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu 
untuk pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data. Dalam 
penelitian ini, peneliti menggunakan teknik keabsahan data dengan 
triangulasi sumber. Triangulasi sumber berarti membandingkan dan 
mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh 
melalui waktu dan alat yang berbeda. Hal ini ditujukan untuk mengecek 
kebenaran dan mengklarifikasi data dan informasi yang diperoleh dari 
seluruh informan penelitian, sehingga peneliti dapat memperoleh 
informasi yang valid untuk membantu dalam menganalisis dan mengambil 
kesimpulan terkait dengan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan 
reklame di wilayah Kota Yogyakarta. 
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8. Teknik Analisis Data 
Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis interaktif yang 
diungkapkan oleh Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2011:246) 
yaitu proses analisis yang dilakukan bersamaan dengan proses 
pengumpulan data. Proses analisis data ini menggunakan empat tahap 
yaitu : 
1. Pengumpulan Data 
  Data dikumpulkan diawali dengan melakukan pengamatan 
di tempat penelitian. Selanjutnya dilakukan wawancara dengan 
informan penelitian. Sebagai tambahannya, peneliti mengambil data 
dokumentasi yang dapat mendukung data - data penelitian. 
2. Reduksi Data 
      Miles dan Huberman (Sugiyono, 2011:247), menyatakan 
bahwa proses reduksi merupakan proses pemilihan, pemusatan 
perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data 
kasar yang muncul dari hasil wawancara. Setelah melakukan 
pengumpulan data, maka peneliti melakukan proses reduksi terhadap 
data-data yang diperoleh terkait dengan pengawasan 
penyelenggaraan reklame di wilayah Kota Yogyakarta. 
3. Penyajian Data 
   Penyajian data adalah sejumlah informasi yang tersusun 
dan memberikan kemungkinan-kemungkinan adanya penarikan 
kesimpulan dan pengambilan tindakan lebih lanjut. Dengan melihat 
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penyajian data, kita akan dapat memahami apa yang sedang terjadi 
dan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Setelah dilakukan reduksi 
data, peneliti menyusun dan menyajikan data terkait dengan  
pelaksanaan pengawasan reklame di wilayah Kota Yogyakarta. 
4. Penarikan Kesimpulan 
   Kesimpulan merupakan langkah akhir dalam pembuatan 
suatu laporan. Penarikan kesimpulan adalah usaha untuk mencari 
atau memahami makna, keteraturan pola-pola penjelasan, alur sebab 
akibat atau proposisi. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Hasil Penelitian 
1. Deskripsi Kebijakan dan Aktor yang terlibat 
a. Gambaran Umum Kebijakan tentang Reklame 
Penyelenggaraan reklame disamping menyangkut kegiatan 
perekonomian juga erat kaitannya dengan tata ruang kota khususnya 
dari segi ketertiban, keindahan, kenyamanan dan kerapian. Sesuai 
dengan motto "Yogyakarta Berhati Nyaman", maka penyelenggaraan 
reklame di Kota Yogyakarta harus sesuai dengan tata nilai kehidupan 
lahir maupun batin masyarakat Yogyakarta yang dijiwai oleh slogan 
(sesanti) Mangayu Hayuning Bawana, yaitu cita-cita untuk 
menyempurnakan tata nilai kehidupan masyarakat. 
Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 1998 
tentang Ijin Penyelenggaraan Reklame di Kota Yogyakarta merupakan 
kebijakan publik yang mengatur mengenai penyelenggaraan reklame 
yang memiliki tujuan untuk penertiban penyelenggaraan reklame. 
Peraturan Daerah ini secara garis besar mengatur tentang hak dan 
kewajiban penyelenggara reklame agar dalam pelaksanaannya tidak 
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan 
ketertiban umum. Hal-hal teknis tidak diatur di dalam Peraturan Daerah 
ini tetapi diatur oleh Kepala Daerah sebagai aturan pelaksanaannya 
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yang disesuaikan dengan perkembangan dan dinamika masyarakat. 
Aturan pelaksanaan tersebut adalah Peraturan Walikota Yogyakarta 
Nomor 75 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah 
Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 8 Tahun 1998  
Tentang Izin Penyelenggaraan Reklame. 
 Pelaksanaan Perda Reklame di atas juga tidak dapat 
dipisahkan dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta mengenai Pajak 
Daerah. Hal ini dikarenakan keduanya saling mendukung dan 
melengkapi dalam rangka pengaturan penyelenggaraan reklame di Kota 
Yogyakarta, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kota 
Yogyakarta No. 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah pasal 2 yang 
menyebutkan ruang lingkup yang diatur dalam Perda, yaitu: 
1) Pajak Hotel  
2) Pajak Restoran 
3) Pajak Hiburan 
4) Pajak Reklame 
5) Pajak Penerangan Jalan 
6) Pajak Parkir 
7) Pajak Air Tanah 
8) Pajak Sarang Burung Walet 
 
 Pada Peraturan Daerah tersebut juga disebutkan macam-macam objek 
yang dipungut pajak reklame, yaitu: 
1) Reklame papan/ billboard/videotron/megatron dan sejenisnya 
Yang dimaksud reklame papan/billboard dan sejenisnya adalah 
reklame berbentuk bidang dengan bahan terbuat dari kayu, logam, 
fiber, glas/kaca, dan bahan lain yang sejenis sesuai dengan 
perkembangan jaman, yang pemasangannya berdiri sendiri, 
menempel bangunan dengan konstruksi tetap dan reklame tersebut 
bersifat permanen.     Sedangkan yang dimaksud reklame 
videotron/megatron dan sejenisnya adalah reklame berbentuk bidang 
dengan komponen elektronik yang pemasangannya berdiri sendiri, 
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menempel bangunan/di atas bangunan dengan konstruksi tetap dan 
bersifat permanen. 
2) Reklame kain 
Yang dimaksud reklame kain adalah reklame berbentuk spanduk, 
umbul-umbul, banner, rontek, dengan bahan kain dan sejenisnya, 
yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel bangunan/di atas 
bangunan, dengan konstruksi sementara dan bersifat semi permanen. 
3) Reklame melekat, stiker 
Yang dimaksud reklame melekat, stiker adalah reklame berbentuk 
bidang dengan bahan kertas, plastik, logam dan sejenisnya, yang 
pemasangannya dengan cara ditempel dan bersifat permanen. 
4) Reklame selebaran 
Yang dimaksud reklame selebaran adalah reklame yang berbentuk 
lembaran dengan bahan kertas, plastik dan sejenisnya, yang 
pemasangannya dengan cara ditempelkan atau disebarluaskan dan 
bersifat semi permanen. 
5) Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan 
Yang dimaksud reklame berjalan, termasuk dalam kendaraan adalah 
reklame yang ditulis atau ditempelkan (dipasang) pada kendaraan, 
antara lain kendaraan roda empat atau lebih, roda tiga, roda dua, 
becak, dokar atau kendaraan lain yang sejenis. 
6) Reklame udara 
Yang dimaksud reklame udara adalah reklame dalam bentuk 
tertentu, dengan bahan plastik, kain, kertas dan sejenisnya sesuai 
perkembangan jaman, yang pemasangannya berdiri sendiri, 
dikaitkan di atas bangunan atau dikaitkan pada pesawat udara dan 
bersifat semi permanen. 
7) Reklame apung 
Yang dimaksud reklame apung adalah reklame dalam bentuk 
tertentu, dengan bahan plastik, kain, kertas dan sejenisnya sesuai 
perkembangan jaman, yang pemasangannya dikaitkan pada 
kendaraan di atas air dan bersifat semi permanen. 
8) Reklame suara 
Yang dimaksud reklame suara adalah reklame yang berbentuk 
penyiaran atau ucapan dengan alat audio  elektronik yang bersifat 
semi permanen. 
9) Reklame film/ slide 
Yang dimaksud reklame film/slide adalah reklame berbentuk 
penayangan dengan bahan film/slide yang penyelenggaraannya di 
dalam gedung bioskop atau gedung pertunjukan baik di dalam 
ruangan maupun di luar ruangan dan bersifat semi permanen. 
 
10) Reklame peragaan 
Yang dimaksud reklame peragaan adalah reklame yang berbentuk 
pertunjukan dengan bahan tertentu, yang penyelenggaraannya 
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dengan dibawa, diperagakan atau dikenakan dan bersifat semi 
permanen. 
 
Selain objek pajak yang wajib dipungut, pada peraturan 
tersebut juga disebutkan hal-hal yang tidak termasuk objek pajak. Hal 
ini dimaksudkan agar masyarakat mengetahui dan mampu membedakan 
objek-objek yang wajib dan tidak wajib dipungut pajak reklame. Objek-
objek yang tidak wajib tersebut adalah: 
1) Penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta 
harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya; 
2) Label/merek produk yang melekat pada barang yang 
diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk 
sejenis lainnya; 
3) Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada 
bangunan tempat usaha  atau profesi diselenggarakan dengan 
ukuran kurang dari atau sama dengan 1 (satu) m²; dan 
4) Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah 
Daerah. 
 
b. Gambaran Umum Aktor yang Terlibat 
1)  Dinas Pajak dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota 
Yogyakarta 
Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota 
Yogyakarta dibentuk melalui penetapan Peraturan Daerah Kota 
Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, 
Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah. Dinas 
Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta 
merupakan penggabungan dari dua instansi yaitu Badan 
Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Yogyakarta dan Kantor 
Pelayanan Pajak Daerah Kota Yogyakarta. Alamat dinas ini 
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berada di Komplek Balai Kota Yogyakarta yaitu Jalan Kenari 
Nomor 56 Yogyakarta. 
Dinas Pajak dan Pengelolaan Keuangan Kota 
Yogyakarta merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di 
Bidang Pajak Daerah dan Pengelolaan keuangan Daerah Kota 
Yogyakarta. Dalam pelaksanaan tugas, Dinas Pajak Daerah dan 
Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta mengacu pada peraturan 
Walikota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Fungsi, 
Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pajak Daerah dan 
Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta. Dinas ini mempunyai 
tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah 
berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pajak 
daerah dan pengelolaan keuangan daerah. Adapun pelayanan dari 
tugas pokok tersebut terdiri dari dua macam yaitu: 
1. Pelayanan kepada SKPD yang terkait dengan pelayanan 
keuangan daerah yang diampu oleh: 
a) Bidang anggaran 
b) Bidang perbendaharaan 
c) Bidang pelaporan 
2. Pelayanan kepada masyarakat wajib pajak yang diampu oleh 
Bidang Pajak. Pajak yang menjadi kewenangan terdiri dari: 
a) Pajak hotel 
b) Pajak restoran 
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c) Pajak reklame 
d) Pajak hiburan 
e) Pajak penerangan jalan 
f) Pajak parkir 
g) Pajak air tanah 
h) Pajak sarang burung walet 
i) Pajak bumi dan bangunan P2 
j) Pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan 
Untuk kelancaran pelayanan perpajakan, Bidang 
Pajak Daerah pada Dinas Pajak dan Pengelolaan Keuangan Kota 
Yogyakarta menempati gedung Dinas Perizinan lantai 2 dalam 
hal administrasi perpajakan dan lantai 1 untuk loket pelayanan 
kepada wajib pajak. Sebagai pengelola pajak daerah di wilayah 
Kota Yogyakarta, Bidang Pajak Daerah mempunyai tugas yaitu: 
 a) melaksanakan penggalian dan penjaringan objek pajak 
daerah baru; 
b)   melaksanakan pendaftaran dan penataan wajib pajak daerah; 
c)  menertibkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) 
dan surat pengukuhan sebagai wajib pajak; 
d)  melaksanakan pelayanan loket pajak untuk: 
- pemasukan data Surat Pemberitahuan Pajak Daerah 
(SPTPD) 
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- permohonan validasi pajak atas perolehan hak atas tanah 
dan atau bangunan (BPHTB) 
- permohonan keringanan dan keberatan Pajak Bumi dan 
Bangunan (PBB) 
- permohonan perporasi Harga Tanda Masuk dan Bill 
- permohonan izin penyelenggaraan reklame 
e) monitoring dan pemeriksaan pajak daerah 
f) penetapan pajak daerah dan penertiban surat ketetapan pajak 
daerah; 
g) penagihan pajak daerah; 
h) penertiban reklame; 
i) pekan pembayaran PBB; 
j) sosialisasi dan penyuluhan wajib pajak; dan 
k) pembinaan wajib pajak 
Pendapatan pajak daerah merupakan kontribusi terbesar 
Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta. Untuk meningkatkan 
Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak, Bidang Pajak 
melakukan beberapa langkah optimalisasi sebagai berikut: 
a) Pemeriksaan Wajib Pajak 
Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan 
mengolah data, keterangan, dan atau bukti yang dilaksanakan 
secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar 
pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban 
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perpajakan daerah dan atau tujuan lain dalam rangka 
melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan daerah. 
b) Sosialisasi Wajib Pajak 
Sosialisasi wajib pajak bertujuan untuk tercapainya suatu 
pemahaman yang baik bagi wajib pajak daerah. Dengan 
sosialisasi ini diharapkan dapat menumbuhkan semangat 
sadar pajak ikut berperan dalam pembangunan daerah. 
c) Pembinaan Wajib Pajak 
Kegiatan pembinaan wajib pajak merupakan pemberian 
bantuan sosial berupa dana pembinaan dari Pemerintah Kota 
Yogyakarta. Wajib pajak yang berhak mendapatkan 
pembinaan adalah wajib pajak yang telah memenuhi 
beberapa kriteria yakni telah menyelenggarakan pembukuan 
atau pencatatan dengan baik, tertib menyampaikan dan 
mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan 
tertib menyetorkan pajak setiap bulan. Tujuan pemberian 
dana pembinaan ini untuk memotivasi wajib pajak agar 
menyetorkan pajak sesuai ketentuan perundangan yang 
berlaku. 
d) Pekan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 
Pekan pembayaran PBB bertujuan untuk memberikan 
panutan atau keteladanan dalam kesadaran membayar pajak 
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dan mengintensifkan dalam penerimaan Pajak Bumi dan 
Bangunan (PBB) P2. Pekan pembayaran PBB juga bertujuan 
sebagai sarana menjaring wajib pajak potensial, tokoh 
masyarakat, pejabat pemerintah serta publik figur dalam 
memberikan contoh dan teladan yang baik kepada 
masyarakat lainnya. 
e) Penghargaan terhadap Wajib Pajak 
Kegiatan penghargaan terhadap wajib pajak bertujuan untuk 
memberikan motivasi seluruh wajib pajak, terutama untuk 
menunaikan kewajiban dalam membayarkan pajak. Dengan 
demikian, diharapkan dapat meningkatkan realisasi 
pendapatan asli daerah dari sektor pajak. 
2) Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta 
Dinas Ketertiban merupakan salah satu Dinas di 
Pemerintah Kota Yogyakarta. Dinas Ketertiban mempunyai tugas 
pokok melaksanakan urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan 
di bidang ketertiban. Dalam Peraturan Walikota nomor 88 tahun 
2008 yang mengatur tentang fungsi, rincian tugas dan tata kerja 
disebutkan bahwa Dinas Ketertiban diberi kewenangan untuk 
melaksanakan kegiatan pembongkaran bangunan, lapak, panggung 
dan reklame. Pelaksanaan petertiban yang merupakan bagian dari 
proses pengawasan, dilakukan oleh Dinas Ketertiban setelah 
menerima surat pelaksanaan pembongkaran dari Dinas Pajak Daerah 
48 
 
 
dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK). Surat tersebut diterima 
biasanya terkait dengan habisnya masa berlaku suatu izin 
penyelenggaraan reklame ataupun yang berhubungan dengan 
reklame-reklame tidak berizin di wilayah Kota Yogyakarta.  
Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Ketertiban terkait 
reklame dilakukan oleh Bidang Pengendalian Operasional. Bidang 
Pengendalian Operasional mempunyai fungsi menyelenggaraan 
perencanaan, dan pelaksanaan  penindakan pelanggaran peraturan 
daerah. Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud di atas, 
sebagaimana dalam Peraturan Walikota nomor 88 tahun 2008, 
Bidang Pengendalian Operasional mempunyai rincian tugas yaitu:  
a) menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, 
permasalahan, peraturan perundang-undangan dan 
kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan 
penyelenggaraan perencanaan dan pelaksanaan 
penindakan pelanggaran peraturan daerah; 
b) menyelenggarakan upaya pemecahan masalah yang 
berkaitan dengan perencanaan dan pelaksanaan  
penindakan pelanggaran peraturan daerah; 
c) menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, 
pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang; 
d) menyelenggarakan koordinasi yang berkaitan dengan 
penyelenggaraan perencanaan, dan pelaksanaan  
penindakan pelanggaran peraturan daerah;  
e) menyelenggarakan perencanaan penindakan pelanggaran 
peraturan daerah;  
f) menyelenggarakan pelaksanaan  penindakan pelanggaran 
peraturan daerah;  
g) menyelenggarakan analisis dan pengembangan kinerja 
Bidang;  
h) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 
Dinas.   
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Bidang Pengendalian Operasional, terdiri dari Seksi 
Perencanaan Operasional dan Seksi Operasional.  Seksi 
Perencanaan Operasional mempunyai rincian tugas yatu:  
a) mengumpulkan, mengolah data dan informasi, 
menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan 
pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan  
perencanaan operasional;   
b) merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, 
mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Seksi;   
c) menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan 
serta petunjuk teknis sesuai dengan bidang tugasnya;   
d) menyusun rencana dan koordinasi operasi penindakan  
pelanggaran peraturan daerah dan penegakan hukum 
secara terpadu;  
e) menyusun rencana dan koordinasi pelaksanaan sanksi 
administratif yang berkaitan dengan pelanggaran 
peraturan perundang-undangan daerah;  
f) menyusun rencana dan koordinasi kegiatan 
pembongkaran bangunan, bangun bangunan, lapak, 
panggung dan reklame;  
g) menyusun rencana dan koordinasi pelaksanan 
penghentian fungsi kegiatan pelanggaran peraturan 
perundang-undangan daerah;  
h) menyusun rencana dan koordinasi pelaksanaan sanksi 
administrasi negara yang berkaitan dengan pelanggaran 
peraturan perundang-undangan daerah;  
i) menyusun rencana dan koordinasi fasilitasi pemusnahan 
barang bukti;  
j) melaksanakan evaluasi, monitoring dan melaporkan  
kegiatan Seksi;  
k) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 
Bidang.  
 
Sedangkan Seksi Operasional mempunyai rincian tugas yaitu:  
a) mengumpulkan, mengolah data dan informasi, 
menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan 
pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan 
operasional penegakan peraturan daerah;  
b) merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, 
mengevaluasi dan melaporkan  kegiatan Seksi;  
c) menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan 
serta petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya;  
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d) melaksanakan operasi penindakan  pelanggaran 
peraturan perundang- undangan daerah dan penegakan 
hukum secara terpadu; 
e) melaksanakan sanksi administratif yang berkaitan 
dengan pelanggaran peraturan perundang-undangan 
daerah;  
f) melaksanakan kegiatan pembongkaran bangunan, 
bangun bangunan, lapak, panggung dan reklame;  
g) melaksanakan penghentian fungsi kegiatan pelanggaran 
peraturan perundang-undangan daerah;  
h) melaksanakan sanksi administrasi negara yang berkaitan 
dengan pelanggaran peraturan perundang-undangan 
daerah;  
i) melaksanakan fasilitasi pemusnahan barang bukti;  
j) melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Seksi;  
k) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 
Bidang. 
 
Jadi, pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Ketertiban 
terkait dengan reklame merupakan bentuk dari penegakan Peraturan 
Daerah yang sesuai dengan fungsi, rincian tugas dan tata kerja yang 
diberikan kepada Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta. Dalam proses 
pelaksanaannya, petugas dari Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta 
melakukan pemantauan ke lapangan setiap hari. Jika dalam proses 
pengawasan tersebut ditemukan ada pemasangan reklame yang 
menyalahi aturan, maka koordinasi dengan Dinas Pajak dan 
Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta akan dilakukan untuk 
mengecek apakah telah mempunyai izin atau tidak. Namun pada 
kasus tertentu, seperti penyegelan paksa reklame berbentuk baliho 
atau billboard besar, kedua dinas terkait tersebut meminta bantuan 
kepada pihak kepolisian untuk mengamankan daerah sekitar lokasi 
penertiban.  
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2. Deskripsi Hasil Penelitian 
a. Pengawasan Reklame  
Pengawasan reklame yang ada di Kota Yogyakarta 
merupakan salah satu bagian dari kewenangan dinas-dinas daerah 
terkait untuk menjaga tata ruang kota khususnya dari segi ketertiban, 
keindahan, kenyamanan, dan kerapian.  Pengawasan reklame di Kota 
Yogyakarta dilakukan oleh dua dinas yaitu Dinas Pajak Daerah dan 
Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta (DPDPK) dan Dinas 
Ketertiban Kota Yogyakarta. Dinas Pajak dan Pengelolaan Keuangan 
Kota Yogyakarta berperan sebagai pengawas utama dalam hal 
pengawasan karena mempunyai wewenang mengeluarkan izin 
penyelenggaraan reklame hingga mengawal penyelenggaraan reklame 
tersebut agar tetap sesuai dengan prosedur yang berlaku. Sementara 
itu, Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta hanya berwenang sebagai 
pengawal penyelenggaraan reklame sabagai bagian dari tugas 
penegakan peraturan daerah. Hal ini seperti yang disampaikan oleh 
Bapak Ari (staf Bidang Pajak Daerah) pada wawancara tanggal 21 
April 2015 sebagai berikut: 
“...untuk pengawasan reklame, kami dari Dinas Pajak berwenang 
untuk melakukan pengawasan dimulai dari terbitnya izin 
pemasangan reklame tersebut hingga masa berlakunya habis. 
Untuk mengawasinya, kami dibantu Dinas Ketertiban yang 
porsinya mengawal dan menegakkan perda...” 
 
Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa pengawasan 
reklame (reklame) dilaksanakan ketika pihak penyelenggara reklame 
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telah mendapatkan izin pemasangan hingga batas waktu yang telah 
ditetapkan. Pemberian izin penyelenggaraan reklame tersebut juga 
memerlukan beberapa proses. Dimulai dari penyelenggara harus 
terlebih dahulu terdaftar sebagai wajib pajak sehingga memperoleh 
Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD). Kemudian wajib pajak 
tersebut harus memenuhi beberapa syarat yaitu: 
a. mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah 
dengan menggunakan blangko yang disediakan;   
b. dilengkapi dengan gambar-gambar teknis dan surat-surat lain yang 
diperlukan;   
c. untuk jenis reklame tertentu wajib memberikan jaminan biaya 
pembongkaran yang besarnya ditentukan oleh Kepala Daerah. 
Setelah melengkapi syarat-syarat tersebut, petugas dari Dinas Pajak 
Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta (DPDPK) akan 
melakukan cek ke lapangan tempat pemasangan reklame yang 
diajukan. Jika sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku maka proses 
tersebut akan disetujui oleh DPDPK dan pemasangan reklame dapat 
dilakukan. Namun jika tidak disetujui, maka pihak penyelenggara 
reklame harus mangubah ukuran ataupun tempat pemasangan yang 
kurang memenuhi syarat hingga disetujui oleh DPDPK. Hal ini sesuai 
yang disampaikan oleh Bapak Tugi (Kepala Bidang Pajak Daerah) 
Pada wawancara tanggal 21 April 2015 sebagai berikut: 
“kalau mau pasang iklan, harus daftar dulu jadi wajib pajak, nanti 
akan dapat nomor pokok wajib pajak daerah. Kemudian mengisi 
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syarat-syarat yang ada di sini sama bawa foto atau gambar 
reklamenya. Terus petugas kita akan cek lapangan untuk 
memastikan boleh atau enggak. Kalau ditolak ya ajukan lagi kita 
cek lagi..” 
 
Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Ari (staf Bidang 
Pajak) pada wawancara tanggal 21 April 2015 sebagai berikut: 
“...masyarakat kalau ingin pasang reklame harus daftar jadi 
wajib pajak dulu mas. Setelah dapat nomor pokok wajib pajak, 
nanti ngurus izin masang reklamenya terus kami akan 
mengawasi penyelenggaraannya sampai selesai...” 
 
Pengecekan yang dilakukan oleh petugas Dinas Pajak Daerah 
dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta bertujuan agar 
penyelenggaran reklame dapat benar-benar sesuai dengan peraturan 
yang berlaku. Aspek utama yang dinilai adalah posisi pemasangan 
reklame, ukuran, dan tempat pemasangan reklame. Pihak 
penyelenggara reklame akan diberitahu oleh DPDPK ketentuan-
ketentuan yang wajib dipenuhi dalam pemasangan. Terdapat beberapa 
lokasi yang merupakan kawasan khusus dan kawasan bersih untuk 
penyelenggaraan reklame yaitu: 
(1) Kawasan khusus meliputi ruas Jalan Jend. Sudirman (Simpang 
empat Galleria sampai dengan Simpang empat Korem), Jl. 
Suroto, simpang empat Tugu, Jl. P. Mangkubumi, Jl. 
Malioboro, Jl. A. Yani, Jl. Trikora, simpang empat Jl. P. 
Senopati, Jl. Trikora, Jl. KH A. Dahlan dan Jl. A. Yani (Nol 
kilometer).  
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(2) Penyelenggaraan reklame insidental di trotoar dan taman pada 
kawasan khusus dapat diberikan izin dengan ketentuan:  
a. terkait kegiatan pemerintah, sosial, keagamaan, kesenian, 
kebudayaan, pariwisata, olah raga atau program grand 
opening usaha yang berlokasi pada kawasan khusus;  
b. mencantumkan naskah kegiatan.  
(3) Penyelenggaraan reklame insidental di luar trotoar dan taman 
pada kawasan khusus dapat diberikan dengan ketentuan terkait 
dengan kegiatan yang diselenggarakan oleh usaha yang 
berlokasi pada kawasan khusus.  
(4) Ketentuan penyelenggaraan reklame baliho di simpang empat 
Nol kilometer :  
a. ukuran maksimal 4 x 6 m;  
b. penempatan pada sudut simpang antara Jalan Trikora 
dengan Jalan KH. Ahmad Dahlan, sudut simpang antara 
Jalan KHA. Dahlan dengan Jalan A. Yani dan simpang 
antara Jalan P. Senopati dengan Jalan Trikora (depan 
Kantor Pos Besar);  
c. terkait dengan kegiatan yang diselenggarakan oleh 
Pemerintah.  
(5) Kawasan bersih adalah kawasan yang tidak boleh dijadikan 
tempat untuk penyelenggaraan reklame.  
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(6) Kawasan bersih meliputi :  
a. taman dan bangunan pojok beteng kraton;  
b. taman dan bangunan plengkung gading;  
c. bangunan Plengkung Wijilan. 
Kawasan-kawasan tersebut mendapatkan perhatian khusus dari 
petugas pengawas reklame karena sebagian besar terdapat pada lokasi 
pariwisata dan cagar-cagar budaya yang ada di wilayah Kota 
Yogyakarta. Hal ini sebagimana yang disampaikan oleh Pak Teguh 
(Petugas Dinas Luar Bidang Pajak Daerah) pada wawancara tanggal 
22 April 2015 berikut ini: 
“...ada kawasan khusus yang mendapat perhatian lebih dari kita. 
Soalnya di situ biasanya ada lokasi wisata mas, jadi kalau ada 
pelanggaran ya harus cepat dibersihkan. Apalagi sekarang kan 
sudah dipasang videotron jadi bisa mengurangi pemasangan 
baliho-baliho besar...”     
 
Perhatian yang diberikan terhadap kawasan-kawasan khusus dan 
bersih  tersebut diharapkan dapat memaksimalkan fungsi ruang publik 
sebagaimana mestinya. Apalagi lokasi-lokasi tersebut merupakan 
tempat yang banyak dikunjungi oleh masyarakat, misalnya di lokasi 
pariwisata, taman, dan pedestrian umum. 
Dalam pelaksanaan pengawasan, dinas terkait berwenang 
melakukan pengawasan terhadap tiga aspek yaitu, (1) pemasangan 
reklame, (2) biro jasa penyelenggara reklame, dan (3) pelaku usaha 
penyelenggara reklame. Dari ketiga aspek tersebut, pelanggaran-
pelanggaran yang terjadi biasanya disebabkan oleh pemasangan 
56 
 
 
reklame yang tidak pada tempatnya dan para pelaku usaha yang belum 
mempunyai izin menyelenggarakan reklame. Hal tersebut seperti yang 
diungkapkan oleh Bapak Ari (Staf Bidang Pajak Daerah) pada 
wawancara tanggal 21 April 2015 berikut ini: 
“...dalam mengawasi reklame ada tiga hal yang diawasi yakni 
reklamenya, biro jasa reklame, dan pelaku usaha. Kalau selama 
ini yang sering melanggar itu pelaku usaha yang masang 
reklame nggak berizin. Katanya mereka nggak tahu syaratnya 
dan malas ngurusnya...” 
Pernyataan serupa juga diungkapkan oleh Pak Teguh (Petugas 
dinas luar Bidang Pajak Daerah) pada wawancara tanggal 22 April 
2015 berikut ini: 
“...penertiban yang sering kita lakukan sama dintib itu 
kebanyakan ke reklame yang nggak ada izin. Biasanya yang lagi 
usaha gitu malas ngurus izin atau sudah ada izin tapi ternyata 
salah ukuran atau tempatnya...” 
Dari pernyataan tersebut diketahui bahwa pengawasan yang 
dilakukan tidak hanya terhadap pemasangan reklame saja, melainkan 
juga terhadap pihak-pihak penyelenggara reklame. Untuk 
melaksanakan pengawasan, pola kerja yang teratur sangat penting 
bagi pangawas reklame dalam menjalankan fungsinya, karena 
sebelum melaksanakan tugas, pengawas reklame harus mengetahui 
tujuan dan standar yang telah ditetapkan. Untuk menghasilkan kinerja 
yang baik dalam pengawasan maka setiap rencana kerja yang telah 
dibuat hendaknya dikoordinasikan kepada seluruh pihak yang terlibat. 
Proses pengawasan pemasangan reklame oleh Dinas Pajak Daerah dan 
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Pengelolaan Keuangan beserta Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta 
telah dilaksanakan secara berkala. Dari pelaksanaan pengawasan 
pemasangan reklame tersebut, berikut ini penjabaran dalam setiap 
prosesnya. 
1) Standar Pengawasan 
Dalam setiap pelaksanaan pengawasan dibutuhkan suatu 
standar yang disepakati untuk digunakan sebagai sumber acuan 
dalam penilaian sesuatu yang akan diawasi. Alat penilai atau 
standar itu harus ditetapkan terlebih dahulu sebelum pelaksanaan 
suatu kegiatan penilaian. Dalam hal ini, menyangkut pemasangan 
reklame di Kota Yogyakarta, Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan 
Keuangan dan Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta berpedoman 
pada Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 1998 tentang Izin 
Penyelenggaraan Reklame dan Peraturan Walikota Yogyakarta 
Nomor 75 Tahun 2011  tentang  Petunjuk Pelaksanaan Peraturan 
Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 8 Tahun 
1998 tentang  Izin Penyelenggaraan Reklame. Hal itu ditegaskan 
oleh Bapak Tugi (Kepala Bidang Pajak) pada wawancara tanggal 
21 April 2015 sebagai berikut : 
“...kita mengacu pada perda dan perwal. Di situ ada 
mekanisme izinnya dan tugas DPDPK yang menerbitkan izin, 
pengawasan dan penertiban. Kalau dintib tugasnya membantu 
kita mengawal dan menertibkan...” 
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Hal serupa juga disampaikan oleh Ibu Yuli (Kasi 
Pengkajian dan Pengolahan Perundang-undangan Dinas 
Ketertiban) pada wawancara tanggal 24 April 2015 sebagai berikut: 
“...untuk pengawasan yang dilakukan oleh dintib, kami hanya 
melakukan pengawalan dan penegakan terhadap perda mas. 
Kalau masalah penertiban, kami di sini pasti menerima surat 
pencabutan izin dulu dari DPDPK. Tapi setiap hari juga ada 
petugas yang keliling untuk monitoring...” 
 
Dalam Peraturan Daerah No 8 tahun 1998 disebutkan 
macam-macam jenis reklame yang diizinkan oleh pihak 
penyelenggara reklame yaitu: 
1) Reklame papan/ billboard/videotron/megatron dan sejenisnya 
Yang dimaksud reklame papan/billboard dan sejenisnya adalah 
reklame berbentuk bidang dengan bahan terbuat dari kayu, 
logam, fiber, glas/kaca, dan bahan lain yang sejenis sesuai 
dengan perkembangan jaman, yang pemasangannya berdiri 
sendiri, menempel bangunan dengan konstruksi tetap dan 
reklame tersebut bersifat permanen. Sedangkan yang dimaksud 
reklame videotron/megatron dan sejenisnya adalah reklame 
berbentuk bidang dengan komponen elektronik yang 
pemasangannya berdiri sendiri, menempel bangunan/di atas 
bangunan dengan konstruksi tetap dan bersifat permanen. 
 
2) Reklame kain 
Yang dimaksud reklame kain adalah reklame berbentuk 
spanduk, umbul-umbul, banner, rontek, dengan bahan kain dan 
sejenisnya, yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel 
bangunan/di atas bangunan, dengan konstruksi sementara dan 
bersifat semi permanen. 
 
3) Reklame melekat, stiker 
Yang dimaksud reklame melekat, stiker adalah reklame 
berbentuk bidang dengan bahan kertas, plastik, logam dan 
sejenisnya, yang pemasangannya dengan cara ditempel dan 
bersifat permanen. 
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4) Reklame selebaran 
Yang dimaksud reklame selebaran adalah reklame yang 
berbentuk lembaran dengan bahan kertas, plastik dan sejenisnya, 
yang pemasangannya dengan cara ditempelkan atau 
disebarluaskan dan bersifat semi permanen. 
 
5) Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan 
Yang dimaksud reklame berjalan, termasuk dalam kendaraan 
adalah reklame yang ditulis atau ditempelkan (dipasang) pada 
kendaraan, antara lain kendaraan roda empat atau lebih, roda 
tiga, roda dua, becak, dokar atau kendaraan lain yang sejenis. 
 
6) Reklame udara 
Yang dimaksud reklame udara adalah reklame dalam bentuk 
tertentu, dengan bahan plastik, kain, kertas dan sejenisnya sesuai 
perkembangan jaman, yang pemasangannya berdiri sendiri, 
dikaitkan di atas bangunan atau dikaitkan pada pesawat udara 
dan bersifat semi permanen. 
 
7) Reklame apung 
Yang dimaksud reklame apung adalah reklame dalam bentuk 
tertentu, dengan bahan plastik, kain, kertas dan sejenisnya sesuai 
perkembangan jaman, yang pemasangannya dikaitkan pada 
kendaraan di atas air dan bersifat semi permanen. 
 
8) Reklame suara 
Yang dimaksud reklame suara adalah reklame yang berbentuk 
penyiaran atau ucapan dengan alat audio  elektronik yang 
bersifat semi permanen. 
 
9) Reklame film/ slide 
Yang dimaksud reklame film/slide adalah reklame berbentuk 
penayangan dengan bahan film/slide yang penyelenggaraannya 
di dalam gedung bioskop atau gedung pertunjukan baik di dalam 
ruangan maupun di luar ruangan dan bersifat semi permanen. 
 
10) Reklame peragaan 
Yang dimaksud reklame peragaan adalah reklame yang 
berbentuk pertunjukan dengan bahan tertentu, yang 
penyelenggaraannya dengan dibawa, diperagakan atau 
dikenakan dan bersifat semi permanen. 
 
Reklame dan alat peraga yang diperbolehkan untuk ukuran kecil 
dan sedang yaitu maksimal 4 m x 8 m (vertikal) atau 8 m x 4 m 
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(horisontal). Sedangkan Reklame dan alat peraga jenis baliho 
ukuran paling besar 4 m x 6 m. Selain itu, untuk ketinggian bidang 
terbawah reklame dan alat peraga ukuran kecil dan sedang paling 
rendah 2,5 meter dari permukaan trotoar. Sedangkan bidang 
reklame dan alat peraga terbawah ukuran besar di trotoar paling 
rendah 5 meter dari permukaan trotoar. Jenis-jenis reklame yang 
diizinkan di atas sangat penting untuk diketahui oleh pihak 
penyelenggara reklame agar tidak menyalahi aturan yang telah 
berlaku. Hal tersebut juga memudahkan bagi dinas-dinas terkait 
untuk melaksanakan proses pengawasan reklame di wilayah Kota 
Yogyakakarta.  
Sementara itu untuk mekanisme pelaksanaannya, dinas 
terkait menggunakan Peraturan Walikota No. 75 tahun 2011 yang 
berisi tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kotamadya 
Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 8 Tahun 1998 tentang Izin 
Penyelenggaraan Reklame sebagai standar pengawasan. Perwal ini 
memuat pedoman teknis penyelenggaraan reklame yang dilakukan 
oleh pihak penyelenggara reklame (biro jasa dan pelaku usaha) 
yang terlebih dahulu harus terdaftar sebagai wajib pajak daerah. 
Selain itu, dalam Perwal tersebut juga disebutkan tentang 
mekanisme proses perizinan, kewajiban serta larangan dalam 
penyelenggaraannya. Berikut adalah kutipan dari Perwal No. 75 
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tahun 2011 pasal 7 hingga 11 mengenai teknis penyelenggaraan 
reklame : 
(1) Setiap penyelenggaraan reklame wajib memperhatikan 
keselamatan umum, keserasian bangunan dan lingkungan, 
etika dan estetika serta perlindungan terhadap bangunan 
cagar budaya.  
(2)  Penempatan penyelenggaraan reklame dapat dilaksanakan 
pada:  
a. sarana dan prasarana kota;  
b. di luar sarana dan prasarana kota meliputi tanah atau 
bangunan milik badan maupun perorangan.  
(3)  Penyelenggaraan reklame permanen menggunakan tiang 
sendiri dengan ukuran besar, wajib memenuhi ketentuan 
sebagai berikut:  
a. pemasangan reklame dalam bentuk berdiri (vertikal);  
b. memasang lampu untuk penerangan malam hari pada 
reklame tersebut;  
c. menyediakan ruang himbauan publik pada reklame;  
d. mencantumkan identitas penyelenggara reklame.  
(4)   Penyelenggaraan reklame dengan pertimbangan keselamatan 
umum, keserasian bangunan dan lingkungan, etika dan 
estetika maupun dengan adanya kondisi yang tidak 
memungkinkan untuk dipasang secara vertikal maka dapat 
dipasang secara mendatar (horizontal).  
(5) Penyelenggara yang telah membangun konstruksi wajib 
mengisi naskah reklame sesuai ketentuan izin.  
(6)  Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud tidak dilaksanakan, 
penyelenggara wajib mengganti reklame yang belum 
terpasang dengan himbauan publik/layanan masyarakat 
sampai dengan terpasangnya reklame sesuai yang tercantum 
dalam izin dengan beban biaya penyelenggara.  
(7)  Apabila terjadi perubahan naskah reklame yang akan dipasang, 
penyelenggara wajib membuat surat pemberitahuan kepada 
DPDPK.    
(8)  Izin penyelengaraan reklame di tanah Negara diberikan kepada 
pemohon izin yang memenuhi syarat lengkap dan benar, 
untuk selanjutnya akan dilakukan pencermatan oleh Tim.  
(9)  Pencermatan Tim sebagaimana dimaksud meliputi :  
a. penyelenggara yang belum pernah menyelenggarakan 
reklame di Daerah, maka pencermatan meliputi 
kelengkapan dan kebenaran administrasi;  
b. penyelenggara yang pernah menyelenggarakan reklame di 
Daerah maka pencermatan meliputi kelengkapan dan 
62 
 
 
kebenaran administrasi, ketaatan membayar Pajak Reklame 
dan memenuhi ketentuan izin.  
(10) Dalam hal permohonan izin lebih dari 1 (satu) pemohon maka  
izin diberikan kepada pemohon yang lebih awal mengajukan 
dalam kurun waktu 1 (satu) bulan sebelum izin berakhir.  
(11) Apabila izin telah berakhir dan selama 1 (satu) bulan tidak ada 
pemohon baru maka izin dapat diberikan kepada 
penyelenggara yang sama.   
(12) Setiap penyelenggaraan reklame setelah memperoleh izin 
wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :  
a. Untuk jenis kain/plastik dan sejenisnya, sebelum dipasang 
harus dibawa ke loket pelayanan izin untuk mendapatkan 
pengesahan terlebih dahulu dalam bentuk stiker dan 
stempel;  
b. Untuk jenis melekat/stiker dan selebaran sebelum dipasang 
harus dibawa ke loket pelayanan izin untuk mendapatkan 
pengesahan perporasi terlebih dahulu;  
c. Untuk jenis papan/billboard, megatron, trivision, neon box, 
neon sign, wall dynamic, baliho, berjalan termasuk pada 
kendaraan, dan udara harus ditempeli stiker oleh 
penyelenggara sendiri sesuai dengan izin yang ditetapkan.   
 (13) Penyelenggaraan reklame jenis kain dan atau plastik dilarang 
melintang di atas badan jalan.   
 (14) Penyelenggaraan reklame yang menyatu dengan fasilitas 
umum dapat diberikan izin dengan ketentuan :  
a. tidak boleh mengurangi fungsi fasilitas umum yang telah 
ada;  
b. menambah manfaat bagi terwujudnya keindahan dan 
kenyamanan masyarakat secara umum;  
c. tidak mengganggu pejalan kaki dan lalu lintas yang ada;  
d. tidak membebani Tata Ruang Kota Yogyakarta. 
 
Standar pengawasan di atas, oleh Dinas Pajak Daerah dan 
Pengelolaan Kota Yogyakarta selanjutnya disosialisasikan kepada 
pihak penyelenggara reklame yang akan melakukan pemasangan 
reklame pada saat mengurus izin. Dalam perwal tersebut, selain 
mengatur mengenai teknis dalam pemasangan reklame untuk pihak 
penyelenggara reklame, dijelaskan juga kewenangan dari masing-
masing pihak yang telibat didalamnya. Seperti Dinas Pajak Daerah 
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dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK) yang diberi kewenangan 
untuk mengadakan pelayanan permohonan izin dan menerbitkan 
izin penyelenggaraan reklame. Di samping itu, DPDPK juga 
berwenang mencabut izin penyelenggaraan reklame apabila 
penyelenggara tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah 
berlaku. Sementara itu, Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta 
berwenang untuk  melakukan penertiban berupa pembongkaran 
reklame.  
2) Penilaian Penyelenggaraan Reklame  
Penilaian penyelenggaran reklame dilakukan oleh Dinas 
Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta yang 
dibantu oleh Dinas Ketertiban. Penilaian tersebut adalah sebagai 
proses tindak lanjut dari adanya standar yang telah ditetapkan 
untuk pengawasan penyelenggaraan reklame yang berpedoman 
pada Peraturan Walikota No 75 Tahun 2011 Tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II 
Yogyakarta Nomor 8 Tahun 1998 Tentang Izin Penyelenggaraan 
Reklame. Dalam proses ini, hal yang dilakukan adalah mengukur 
ketercapaian penyelenggaraan reklame dari pihak penyelenggara 
(wajib pajak) yang dibandingkan dengan standar yang ada apakah 
sudah sesuai dengan ketentuan atau belum.  
Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota 
Yogyakarta selaku SKPD yang berwenang dalam hal penerbitan 
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izin dan pengawasan penyelenggaraan reklame, mempunyai sebuah 
tim pengawas yang terdiri dari 14 orang. Tim ini dibagi menjadi 4 
kelompok yang bertugas mengawasi penyelenggaraan reklame di 
seluruh wilayah Kota Yogyakarta. Pelaksanaan pengawasannya 
dilakukan setiap dua hari sekali. Setelah melakukan pengawasan, 
petugas dinas luar tersebut akan menyusun laporan yang dibahas 
pada rapat mingguan. Pada rapat ini, juga dibahas evaluasi serta 
pengarahan kegiatan selanjutnya. Hal ini seperti yang diungkapkan 
oleh Bapak Tugi (Kepala Bidang Pajak) pada wawancara tanggal 
21 April 2015 sebagi berikut: 
“...saya sama teman-teman di sini juga mempunyai tugas luar 
untuk mengawasi reklame secara langsung. Setiap bulan rutin 
ada surat perintah tugas dari kepala dinas dan kebetulan saya 
koordinatornya. Nanti dibuat laporan untuk dibahas saat rapat 
mingguan...”  
 
Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Ari (Staf Bidang 
Pajak) pada wawancara tanggal 21 April 2015 sebagai berikut: 
“...di Bidang Pajak ada tim pengawasan reklame dengan 
personil 14 orang yang dibagi jadi 4 tim. Biasanya keliling 2 
hari sekali. Sering kita juga barengan sama dintib yang juga 
lagi operasi keliling di lapangan...” 
 
Pengawasan reklame yang dilakukan oleh tim yang terdiri 
dari pegawai Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan 
(DPDPK) dan Dinas Ketertiban terkadang juga melakukan 
pengawasan secara bersama-sama, meskipun pada menurut 
kebijakan dari instansi masing-masing, tim dari DPDPK 
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melaksanakan pengawasan setiap dua hari sekali sedangkan tim 
dari Dinas Ketertiban melaksanakan pengawasan setiap hari. 
Disamping itu, pada waktu-waktu tertentu atau dalam keadaan 
mendadak, kedua tim tersebut juga siap dalam melaksanakan 
penertiban yang merupakan bagian dari kegiatan pengawasan. 
Tidak jarang Dinas Ketertiban juga melakukan penertiban pada 
Hari Minggu beserta elemen masyarakat maupun mahasiswa yang 
mengadakan kegiatan penertiban reklame.  
Selain pengawasan yang dilakukan oleh dinas terkait,  
masyarakat juga diberikan porsi untuk ikut berpartisipasi dan 
bekerja sama ketika menemukan pelanggaran terhadap 
penyelenggaraan reklame. Masyarakat dapat melakukan pengaduan 
lewat email ke alamat bidangpajak@jogjakoota.go.id dan 
dpdpk@jogja.go.id, ataupun melalui pesan singkat ke nomor 
08122780001. Kedua layanan tersebut dipegang oleh admin dari 
Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta. 
Selain itu, Pemerintah Kota Yogyakarta sendiri juga mempunyai 
email khusus terkait dengan aspirasi maupun keluhan-keluhan yang 
ada di masyarakat melalui Unit Pelayanan Informasi Keluhan 
dengan alamat email upik@jogjakota.go.id. Cara-cara pelaporan 
dugaan pelanggaran penyelenggaraan reklame oleh masyarakat 
tersebut dinilai sangat membantu tugas pengawasan yang dilakukan 
oleh DPDPK. Ketika ada dugaan pelanggaran pemasangan reklame 
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oleh masyarakat, maka petugas akan langsung mengecek ke 
lapangan. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Pak Teguh 
(Petugas Dinas Luar Bidang Pajak Daerah) pada wawancara 
tanggal 22 April 2015 sebagai berikut ini: 
“..masyarakat bisa lapor lewat sms, atau bisa juga lewat 
email, biasanya memberitahu lokasi pelanggaran reklame, 
lalu tim kita kroscek dulu ke lapangan, kalau itu memang 
pelanggaran maka akan dimasukkan ke laporan mingguan 
untuk selanjutnya akan ditindak oleh petugas..” 
 
Dengan adanya bentuk partisipasi yang dilakukan oleh 
masyarakat tersebut, maka hal ini sangat membantu dalam 
mengumpulkan data mengenai pelanggaran penyelenggaraan 
reklame yang ada di wilayah Kota Yogyakarta. Selain itu, 
pengecekan ke lapangan yang dilakukan oleh tim dari DPDPK saat 
menerima pengaduan dari masyarakat juga penting dilakukan untuk 
memastikan temuan tersebut termasuk pelanggaran 
penyelenggaraan reklame atau bukan. Hal ini dimaksudkan agar 
tidak terjadi kekeliruan atau salah paham diantara pihak 
penyelenggara reklame dan dinas terkait.  
3) Perbaikan Penyelenggaraan Reklame  
Setelah proses penilaian berupa pengawasan dan 
pengecekan langsung ke lapangan oleh Dinas Pajak Daerah dan 
Pengelolaan Keuangan beserta Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta, 
maka tahap selanjutnya adalah melaksanakan penertiban terhadap 
reklame-reklame yang telah menyalahi peraturan yang berlaku. 
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Peraturan yang dimaksud adalah Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 
1998 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame dan Peraturan 
Walikota Nomor 75 tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan 
Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta 
Nomor 8 Tahun 1998 Tentang Izin Penyelenggaraan Reklame. 
Pada kedua peraturan tersebut dijelaskan mengenai mekanisme 
penertiban berupa pencabutan izin penyelenggaraan reklame, 
penindakan, hingga proses pembongkaran.  
Dalam pelaksanaannya, proses pencabutan izin didahului 
dengan surat pemberitahuan oleh DPDPK dan dapat disertai 
dengan perintah untuk menghentikan, menyingkirkan atau 
menurunkan reklame dan alat peraga dengan beban biaya 
sepenuhnya dari pihak penyelenggara. Surat tersebut diberikan oleh 
Bidang Pajak DPDPK kepada pihak penyelenggara reklame di 
wilayah Kota Yogyakarta yang masa berlaku pemasangan 
reklamenya akan habis maupun yang menyalahi aturan yang telah 
disepakati.  
Surat pemberitahuan masa berlaku reklame biasanya 
diberikan tujuh hari sebelum izin masa berlaku habis. Jika surat 
tersebut tidak segera ditanggapi oleh pihak penyelenggara, maka 
DPDPK akan memberi surat peringatan pertama dengan jangka 
waktu tujuh hari. Setelah diberi surat peringatan pertama tersebut  
pihak penyelenggara masih belum melakukan perpanjangan izin 
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reklame maupun menghentikan, menyingkirkan atau menurunkan 
reklame yang telah habis masa berlakunya, maka akan diberi lagi 
surat peringatan kedua dengan jangka waktu tiga hari. Jika masih 
belum ada tanggapan dari pihak penyelenggara, maka diterbitkan 
Surat Pencabutan Izin serta dilakukan penghentian, penyingkiran 
atau pembongkaran/penurunan alat peraga tersebut oleh Dinas 
Ketertiban dan jaminan biaya pembongkaran tidak dapat diambil 
kembali. Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan Bapak Ari 
(staf Bidang Pajak Daerah) pada wawancara tanggal 21 April 2015 
sebagai berikut: 
“..saat mau habis izinnya, kita kasih surat pemberitahuan 
tujuh hari sebelumnya. Kalau tidak direspon, kita akan kasih 
surat teguran sebanyak dua kali. Teguran pertama berlaku 
tujuh hari dan yang kedua tiga hari. Selepas teguran kedua 
kalau tidak direspon juga ya sudah kita lepas untuk 
ditindak..”  
Ketika akan melakukan penertiban, Dinas Pajak dan 
Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta memberikan surat 
pencabutan izin kepada Dinas Ketertiban. Hal ini merupakan 
koordinasi yang dilakukan sebagai bagian dari wewenang masing-
masing dinas. Setelah melaksanakan pemantauan di lapangan yang 
dilakukan melalui koordinasi oleh DPDPK dan Dinas Ketertiban 
selesai, maka selanjutnya proses penertiban dapat dilaksanakan. 
Dalam teknis pelaksanaannya, kedua dinas terkait tersebut juga 
bekerjasama dengan pihak Kepolisian untuk mengawal jalannya 
penertiban. Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh 
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Bapak Teguh (Petugas Dinas Luas Bidang Pajak Daerah) pada 
wawancara tanggal 22 April 2015 sebagi berikut: 
“...untuk kegiatan penertiban, kami bersama dintib juga minta 
tenaga dari polisi untuk mengamankan lokasi. Takutnya nanti 
ada hal-hal yang tidak diinginkan selama prosesi penertiban, 
jadi kami perlu pengawalan. Seperti beberapa waktu lalu di 
Jalan Magelang dan Kyai Mojo saat penertiban baliho 
besar...” 
Pengawalan dari pihak Kepolisian dimaksudkan untuk 
mengatisipasi terjadinya konflik di lapangan. Namun dalam proses 
penertiban kadang-kadang yang menjadi persoalan lain bagi 
DPDPK dan Dinas Ketertiban, yaitu ketika sarana dan prasarana 
serta sumber daya manusia (tenaga ahli) yang dimiliki belum 
memadai. Keadaan ini biasanya terjadi ketika akan melakukan 
penertiban berupa pembongkaran reklame dalam ukuran besar. 
Oleh karena itu, diperlukan sarana berupa truk dari Dinas Pekerjaan 
Umum dan pihak ketiga yang ditunjuk langsung untuk melakukan 
pemotongan tiang reklame. 
Kegiatan penertiban penyelenggaraan reklame yang tidak 
berizin/liar, langkah penindakannya dapat langsung dibongkar, 
diturunkan, ditiadakan dan atau ditutup untuk menghentikan fungsi 
reklamenya oleh DPDPK dan Dinas Ketertiban. Reklame liar 
tersebut meliputi reklame promosi, produk, nama usaha/identitas 
usaha dan sejenisnya atau reklame nama usaha bersponsor, layanan 
publik bersponsor yang berada di atas Tanah Negara atau di atas 
tanah perorangan/badan atau yang menempel pada bangun-
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bangunan atau di atas bangunan gedung. Mekanisme pencabutan 
izin dan penindakan tersebut adalah sebagai berikut :  
(1) Pencabutan izin didahului dengan 2 (dua) kali Surat 
Peringatan dan dapat disertai perintah untuk 
menghentikan, menyingkirkan atau menurunkan reklame 
dengan beban biaya sepenuhnya dari penyelenggara.  
(2) Ketentuan pencabutan dikecualikan bagi jenis reklame 
spanduk, umbul-umbul, banner tegak/rontek sehingga 
dapat langsung dilakukan penertiban.   
(3) Surat Peringatan Pertama mempunyai batasan waktu 3 
(tiga) hari, terhitung sejak diterimanya surat peringatan 
tersebut oleh penyelenggara.  
(4) Apabila Surat Peringatan Pertama tidak diindahkan oleh 
penyelenggara maka diberi Surat Peringatan Kedua 
dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari sejak diterimanya 
surat peringatan tersebut oleh penyelenggara.  
(5) Apabila Surat Peringatan Kedua tidak diindahkan oleh 
penyelenggara maka diterbitkan Surat Pencabutan Izin 
serta dilakukan penghentian, penyingkiran atau 
pembongkaran/penurunan reklame, sehingga jaminan 
biaya pembongkaran tidak dapat diambil kembali.   
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(6) Dalam hal reklame tidak berizin maka DPDPK dan Dinas 
Ketertiban berwenang melakukan penindakan berupa 
pembongkaran reklame.  
(7) Sebelum pembongkaran, dapat dilakukan penutupan 
media reklame dengan mekanisme sebagai berikut : 
a. reklame dilakukan penutupan untuk menghentikan 
fungsi reklamenya;  
b. apabila penyelenggara reklame yang ditutup tidak 
mengajukan permohonan izin penyelenggaraan 
reklame dalam waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak 
dilakukan penutupan, maka PPNS dapat melakukan 
proses Yustisi;  
c. apabila dalam tempo 3 (tiga) hari sejak keputusan 
Pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap, 
penyelenggara  belum mengajukan permohonan izin 
penyelenggaraan reklame maka reklame dapat 
diturunkan atau dibongkar.  
(8) Dalam hal pembongkaran/penurunan reklame dilakukan 
oleh DPDPK dan Dinas Ketertiban, maka dalam waktu 3 
x 24 jam sejak pembongkaran, penyelenggara dapat 
mengambil bongkaran setelah mengganti biaya yang 
telah dikeluarkan oleh DPDPK dan Dinas Ketertiban dan 
disetorkan ke Kas Daerah.  
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(9) Dalam hal pembongkaran/penurunan reklame dilakukan 
oleh DPDPK dan Dinas Ketertiban, maka hasil 
bongkaran diserahkan ke SKPD yang menangani aset 
daerah dengan Berita Acara Penyerahan Hasil 
Bongkaran. 
Proses penertiban reklame liar di atas dinilai oleh dinas 
terkait telah berhasil menertibkan pelanggaran-pelanggaran 
reklame liar di wilayah Kota Yogyakarta selama ini. Dari data yang 
berhasil peneliti peroleh dari Dinas Ketertiban, terjadi peningkatan 
yang signifikan mengenai kegiatan penertiban reklame dari tahun 
2013 ke 2014. Pada tahun 2013 terdapat 96 kegiatan penertiban, 
sedangkan pada tahun berikutnya terdapat sebanyak 202 kegiatan 
penertiban reklame yang dilaksanakan oleh Dinas Ketertiban Kota 
Yogyakarta.  Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh Ibu Kris 
(Kasi Penyidikan Dinas Ketertiban) pada wawancara tanggal 28 
April 2015 sebagai berikut: 
“...pelanggaran reklame di Jogja masih banyak mas. Tahun 
kemarin aja dari data kami ada sekitar 200-an kasus, itu 
meningkat drastis dari tahun sebelumnya yang hanya 96 kasus, 
dan tahun ini sampai bulan Maret aja sudah ada 94 kasus.  
Mungkin sampai akhir tahun nanti bisa naik lagi jumlahnya 
dibanding tahun kemarin...” 
 
Dari pernyataan di atas, dapat diketahui bahwa 
permasalahan reklame merupakan pekerjaan rumah yang besar bagi 
dinas terkait dalam pengawasan penyelenggaraan reklame. 
Sosialisasi kepada masyarakat khususnya mereka yang 
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menyelenggarakan reklame yaitu biro jasa reklame dan para pelaku 
usaha harus semakin ditingkatkan. Selain itu menurut dinas terkait, 
adanya sanksi dalam regulasi dirasa perlu ditegaskan. Sanksi yang 
tegas diharapkan dapat menjadi ancaman bagi pihak penyelenggara 
reklame agar pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dapat 
berkurang. Disamping itu, Proses pengawasan harus mampu 
berjalan optimal untuk mengurangi jumlah pelanggaran-
pelanggaran tersebut. Apalagi ketika pelanggaran tersebut sampai 
mengganggu fungsi ruang publik di wilayah Kota Yogyakarta. 
Berikut ini adalah data kagiatan penertiban atau penegakan Perda 
No 8 tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Reklame: 
Tabel 2. Hasil Penegakan Perda No 8 tahun 1998 pada tahun 2013 
No. Bulan Jumlah 
1 Januari 8 
2 Pebruari 13 
3 Maret 7 
4 April 11 
5 Mei 10 
6 Juni 9 
7 Juli 7 
8 Agustus 1 
9 September 16 
10 Oktober 3 
11 Nopember 6 
12 Desember 5 
JUMLAH 96 
Sumber: Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta 
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Tabel 3. Hasil Penegakan Perda No 8 tahun 1998 pada Tahun 2014 
No. Bulan Jumlah 
1 Januari 8 
2 Pebruari 24 
3 Maret 28 
4 April 34 
5 Mei 18 
6 Juni 26 
7 Juli 6 
8 Agustus 8 
9 September 14 
10 Oktober 26 
11 Nopember 10 
12 Desember 2 
JUMLAH 202 
Sumber: Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta 
Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa, pengawasan izin 
penyelenggaraan reklame harus menjadi agenda besar perlu 
dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta melalui dinas-dinas 
terkait. Selain itu, kesadaran pihak penyelenggara reklame (biro jasa 
reklame dan pelaku usaha) akan pentingnya mengurus izin reklame 
juga perlu ditingkatkan. Hal ini dimaksudkan agar fungsi ruang publik 
dapat berjalan maksimal. Selain itu, tujuan lain adalah agar potensi 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Yogyakarta dari sektor Pajak 
Reklame dapat memenuhi target yang telah ditetapkan. Hal ini sesuai 
dengan yang diungkapkan oleh Bapak Ari (Staf Bidang Pajak Daerah) 
pada wawancara tanggal 21 April 2015 berikut ini: 
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“...pengawasan yang dilakukan dinas selama ini perlu juga 
dibarengi kesadaran masyarakat terutama pelaku usaha. Itu 
kan kebanyakan yang melanggar yang punya usaha nggak 
ada izin. Kalau biro jasa biasanya tertib mas, karena dia kan  
usahanya dari situ...” 
 
Hal tersebut juga diungkapkan oleh Pak Rudi (biro jasa 
penyelenggaraan reklame) pada wawancara tanggal 22 April 2015 
berikut ini: 
“...saya lagi mengurus perpanjangan izin mas, ini dari biro 
reklame. Jadi minggu lalu saya dapat surat dari sini kalau 
izinnya mau habis, sebenarnya dari bulan lalu saya sudah 
ingat, kita juga ada datanya lengkap, tapi baru sekarang 
sempat perpanjang lagi...” 
 
Pendapat lainnya yang menyangkut pelanggaran reklame 
disampaikan oleh Pak Joko (Pelaku usaha) pada wawancara tanggal 
22 April 2015 berikut ini: 
“...kemarin toko saya di jalan Kyai Mojo didatangi petugas 
sini, katanya balihonya terlalu menjorok ke jalan, 
membahayakan pengguna jalan, ya saya ini ajukan lagi 
gambar yang baru nanti biar dicek oleh petugas..” 
 
Pernyataan-pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa 
pengawasan penyelenggaraan reklame memang perlu dilakukan secara 
berkelanjutan. Hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi adanya 
penyelenggara yang menyalahi aturan-aturan yang telah ditetapkan. 
Selain itu, pengawasan reklame diperlukan untuk memaksimalkan 
potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Yogyakarta agar mampu 
mencapai target yang telah ditetapkan.  
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b.  Hambatan-hambatan dalam Pengawasan Reklame  
Dalam pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan reklame 
oleh Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan dan Dinas 
Ketertiban Kota Yogyakarta terkait tidak lepas dari faktor-faktor yang 
menghambat antara lain:  
1) Jumlah Personalia DPDPK Terbatas  
Pada dinas ini, jumlah personel yang terkait dengan 
pengawasan reklame dirasa belum mencukupi. Untuk kegiatan 
pengawasan reklame keliling Kota Yogyakarta, petugas dinas luar 
hanya berjumlah 14 orang. Petugas dinas luar tersebut juga 
merangkap tugas di kantor pada pagi hari dengan jabatan masing-
masing. Sehingga kegiatan pengawasan keliling biasanya dilakukan 
pada siang hari setelah jam istirahat. Hal tersebut juga hanya dapat 
dilakukan jika anggota kelompok tidak ada yang berhalangan, 
karena ketika ada anggota yang berhalangan maka petugas yang 
lain lebih memilih untuk meneruskan pekerjaan yang ada di kantor.  
2) Kurangnya Anggaran Pengawasan Reklame 
Masalah anggaran adalah masalah penting yang di hadapi 
oleh DPDPK dan Dinas Ketertiban sebagai eksekutor dalam 
pengawasan penyelenggaraan reklame. Disamping tugas Dinas 
Ketertiban yang cukup banyak dalam melakukan operasi 
penertiban setiap bulannya, masalah mengenai keterbatasan 
anggaran ini juga mejadi penyebab terkendalanya pengawasan 
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reklame. Pada tahun ini anggaran yang ada sekitar 220 juta rupiah, 
namun hal tersebut dirasa masih kurang karena digunakan untuk 
dua dinas. Kurangnya anggaran untuk pengawasan 
penyelenggaraan reklame ini sebenarnya menjadi catatan penting 
mengenai komitmen Pemerintah Kota Yogyakarta dalam 
pengawasan penyelenggaraan reklame. Karena penyelenggaraan 
reklame yang tidak berizin maupun telah habis masa berlakunya 
tersebut pada dasarnya melanggar perwal yang merupakan produk 
politik Pemerintah Kota Yogyakarta. Pemerintah Kota Yogyakarta 
seharusnya dalam perencanaanya harus benar-benar 
memperhatikan pengadaan anggaran penertiban sebagai bentuk 
keseriusan Pemerintah Kota dalam rangka penanganan 
penyelenggaraan reklame  
3) Sanksi dalam Regulasi lemah. 
Dari berbagai hambatan yang dihadapi dalam pengawasan 
pemasangan APK, yang perlu ditinjau ulang yakni mengenai 
regulasi yang lemah. Karena dalam hal ini, sanksi untuk 
pelanggaran terhadap ketentuan izin penyelenggaraan reklame 
menurut pegawai DPDPK masih rendah. Dalam Perda No. 8 tahun 
1998 disebutkan bahwa pelanggaran penyelenggaraan reklame 
diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan atau 
denda paling banyak Rp. 50.000,00.  Hal ini masih dirasa cukup 
ringan bagi pelanggar. Sementara itu target pendapatan asli daerah 
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(PAD) dari sektor pajak reklame dari tahun ke tahun semakin 
meningkat. Di tahun 2015 ini target PAD dari sektor pajak reklame 
sebesar delapan miliar. Namun, disisi lain masih banyak reklame 
liar yang berkeliaran di wilayah Kota Yogyakarta, sehingga sangat 
berpotensi target PAD dari sektor pajak reklame tidak dapat 
terealisasi. 
c. Upaya-upaya dalam Mengatasi Hambatan Pengawasan Reklame 
 Upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan-
hambatan tersebut antara lain:  
1) Mengajukan penambahan personel untuk pengawasan 
 Mengingat jumlah petugas dinas luar dari Dinas Pajak 
Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta yang terbatas, 
maka Bidang Pajak mengajukan permohonan penambahan personel 
kepada kepala dinas. Hal ini dimaksudkan agar pengawasan 
reklame dapat berjalan maksimal. Apalagi selama ini petugas dinas 
luar yang ada juga rangkap jabatan sebagai staf, sehingga 
pengawasan reklame yang dilaksanakan belum mampu berjalan 
sesuai dengan tujuan yang diinginkan. 
2) Mengajukan penambahan anggaran untuk pengawasan reklame  
 Dalam menjalankan pengawasan selama ini dengan 
terbatasnya anggaran khusus untuk penertiban, DPDPK dan Dinas 
Ketertiban terpaksa memaksimalkan anggaran yang ada. Hal ini 
dilakukan sebagai bentuk profesionalitas dalam menjalankan tugas 
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dan kewenangannya sesuai dengan regulasi yang ada. Untuk 
periode berikutnya, upaya yang dilakukan adalah mengajukan 
permohonan kepada Bidang Anggaran Dinas Pajak Daerah dan 
Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta untuk bersedia 
menambahkan kuota anggaran untuk pengawasan reklame pada 
tahun berikutnya. Langkah ini perlu dilakukan mengingat setiap 
tahun target pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor 
Pajak Reklame semakin meningkat. Oleh karena itu, jika kuota 
anggaran untuk pengawasan saja terbatas, kemungkinan yang 
terjadi adalah target PAD dari pajak reklame menurun. Hal tersebut 
disebabkan oleh banyaknya penyelenggaraan reklame tidak berizin 
yang lolos dari proses pengawasan oleh petugas.  
3) Mengajukan perubahan regulasi terkait sanksi pelanggaran 
reklame. 
 Karena regulasi mengenai pemasangan reklame tersebut 
berupa Peraturan Daerah, maka untuk mengubah isi dari peraturan 
tersebut tidak dapat dilakukan dengan mudah dan cepat. Oleh 
karena itu selain pihak-pihak terkait tetap melaksanakan tugas 
pokok dan fungsi, maka pengajuan perubahan regulasi untuk sanksi 
yang lebih tegas juga diperlukan. Hal ini dilaksanakan, agar 
pelanggaran terkait reklame dapat berkurang dan potensi 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Yogyakarta dapat sesuai 
target.  
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B. Pembahasan  
1. Pelaksanaan Pengawasan Reklame 
Pengawasan yang diterapkan oleh Dinas Pajak Daerah dan 
Pengelolaan Keuangan (DPDPK) dan Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta 
terkait penyelenggaraan reklame di wilayah Kota Yogyakarta termasuk 
jenis pengawasan langsung. Bentuk pengawasan langsung tersebut 
adalah dengan melaksanakan pengawasan secara langsung dan 
berkelanjutan ke seluruh wilayah Kota Yogyakarta melalui kegiatan 
operasi rutin. Pengawasan reklame dilakukan terhadap tiga aspek yaitu 
(1) Pemasangan reklame, (2) Biro jasa penyelenggara reklame, dan (3) 
Pelaku usaha penyelenggara reklame. Selain melalui kegiatan operasi 
rutin di atas, DPDPK juga melakukan pengawasan langsung ketika 
mendapat laporan pengaduan dari masyarakat terkait pelanggaran 
penyelenggaraan reklame. Pengaduan tersebut diterima melalui email 
maupun pesan singkat yang telah disediakan. Layanan pengaduan 
tersebut dikelola oleh DPDPK dan Pemerintah Kota Yogyakarta. 
Pengawasan yang dilakukan oleh DPDPK Kota Yogyakarta terkait 
dengan penyelenggaraan reklame pada dasarnya telah sesuai dengan 
tujuan dari pengawasan seperti yang dikemukakan oleh Brantas 
(2009:190), yaitu agar proses pelaksanaan yang dilakukan sesuai dengan 
ketentuan-ketentuan yang telah direncanakan serta dapat melakukan 
tindakan perbaikan, jika terdapat penyimpangan-penyimpangan.  
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Proses pengawasan yang dilaksanakan oleh DPDPK Kota 
Yogyakarta secara keseluruhan sudah terlaksana secara teratur, karena 
pada pelaksanaannya sudah mencakup beberapa hal yang menjadi syarat 
dalam melaksanakan suatu pengawasan. Hal tersebut seperti pendapat 
Manullang (2005: 184), bahwa proses pengawasan harus memperhatikan 
syarat-syarat pengawasan : 
1. Menetapkan alat pengukur (standar) 
2. Mengadakan penilaian (mengukur ketercapaian dan 
membandingkan dengan standar yang telah ditetapkan) 
3. Mengadakan tindakan perbaikan 
 
Berikut ini adalah pembahasan berdasarkan setiap proses dalam 
pengawasan izin penyelenggaraan reklame tersebut. 
a. Standar Pengawasan  
Dalam melaksanakan pengawasan, hal pertama yang 
diperhatikan adalah penentuan standar pengawasan yang akan 
menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Dengan 
adanya suatu standar pengawasan yang baku, maka penilaian 
terhadap objek pengawasan akan mudah dilaksanakan. Standar 
pengawasan tersebut tentunya harus mempunyai kedudukan dan 
legalitas yang kuat dan telah disepakati bersama oleh pihak 
pengawas maupun penyelenggara (biro reklame dan pelaku usaha). 
Dalam rangka melaksanakan pengawasan penyelenggaraan reklame 
di Kota Yogyakarta, DPDPK telah memiliki standar baku sebagai 
pedomannya. Standar yang digunakan adalah Peraturan Daerah no 8 
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tahun 1998 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame dan Peraturan 
Walikota Yogyakarta No 75 tahun 2011 tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kotamadya  Daerah Tingkat II 
Yogyakarta Nomor 8 Tahun 1998  Tentang Izin Penyelenggaraan 
Reklame.  
 Selain perlunya standar yang jelas dalam melaksanakan 
pengawasan, uraian tugas yang jelas juga perlu dipahami untuk 
mempermudah pelaksanaan pengawasan. Hal ini diperlukan agar 
pengawas dapat mengetahui dan memahami tugas pokok dan fungsi 
yang harus dilakukan oleh masing-masing pihak, sehingga dalam 
pelaksanaan tidak hanya sekedar mengawasi saja, namun juga dapat 
memberi arahan-arahan apabila diperlukan. Uraian tugas tersebut 
sebagaimana yang tercantum dalam perwal mengenai petunjuk 
pelaksanaan penyelenggaraan reklame. Oleh karena itu sudah 
sewajarnya pihak-pihak yang terlibat dapat menjalankan tugas dan 
wewenang sesuai dengan regulasi yang ada. 
Penggunaan standar pengawasan di atas juga telah diketahui 
pihak penyelenggara reklame yaitu biro jasa reklame dan pelaku 
usaha. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Kepala Bidang Pajak 
Daerah DPDPK, bahwasannya ketika hendak mengurus izin 
reklame, pihak penyelenggara dijelaskan mengenai kewajiban, teknis 
dan ketentuan-ketentuan yang wajib dipenuhi dalam 
penyelenggaraan reklame.  
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b. Penilaian Penyelenggaraan Reklame 
 Bagian kedua dalam proses pengawasan adalah penilaian 
atau evaluasi. Hal ini dilakukan melalui cara membandingkan hasil 
kegiatan dengan alat pengukur atau standar yang sudah ditetapkan. 
Dengan demikian, untuk dapat melaksanakan tahap ini ada dua hal 
yang harus tersedia, yaitu standar pengawasan dan hasil dari 
kegiatan di lapangan. Bila kedua hal tersebut sudah tersedia, 
selanjutnya pengawas dapat mengadakan penilaian dengan 
membandingkan dua hal tersebut sehingga dapat ditentukan telah 
terjadi atau tidaknya suatu penyimpangan. Dalam rangka 
mengadakan penilaian terhadap izin penyelenggaraan reklame, 
DPDPK telah melaksanakan pengawasan menggunakan standar yang 
ada. Sistem pengawasan secara berkelanjutan dan sistem pelaporan 
setiap minggu, membuat pengawasan ini dapat berjalan sesuai 
dengan dinamika penyelenggaraan reklame di lapangan. Selain itu, 
dengan adanya laporan setiap minggu, maka akan memudahkan 
DPDPK dalam memperbaharui data pelanggaran izin 
penyelenggaraan reklame. Sehingga dapat dikatakan dalam hal ini 
DPDPK mempunyai respon yang cepat dalam penerimaan laporan 
pelanggaran izin penyelenggaraan reklame setiap minggunya.  
 Dilihat dari prosesnya, penilaian tersebut sesuai dengan 
yang dikatakan Manullang yakni melalui laporan tertulis yang 
disusun oleh bawahan yang kemudian diserahkan kepada atasan. 
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Langkah berikutnya adalah menindaklanjuti laporan tersebut untuk 
dievaluasi agar tujuan dari pengawasan benar-benar dapat tercapai. 
c. Perbaikan Penyelenggaraan Reklame 
Agenda terakhir dari pengawasan yakni pengambilan 
tindakan. Bagian ini hanya dilaksanakan apabila pada bagian 
sebelumnya dipastikan telah terjadi penyimpangan. Tindakan 
penertiban merupakan bagian dari perbaikan, artinya tindakan yang 
diambil bertujuan untuk menindaklanjuti laporan-laporan mengenai 
penyelenggaraan reklame yang menyimpang agar sesuai dengan 
standar yang telah ditetapkan. Berdasarkan data dari Dinas 
Ketertiban selama tahun 2014, telah banyak terjadi pelanggaran izin 
penyelenggaraan reklame yang jumlahnya mencapai 202 kasus. 
Pelanggaran tersebut meningkat lebih dari 100% dibanding tahun 
sebelumnya. Sejauh ini dari hasil wawancara dan observasi, peneliti 
berpendapat bahwa dalam mengambil tindakan terhadap pelanggaran 
penyelenggaraan reklame, baik DPDPK maupun Dinas Ketertiban 
telah melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan regulasi 
yang ada. Langkah awal yaitu dengan cara mencatat temuan-temuan 
pelanggaran di seluruh wilayah Kota Yogyakarta. Selanjutnya 
temuan tersebut diproses dengan menerbitkan surat peringatan 
kepada pihak penyelenggara reklame untuk menurunkan atau 
membongkar sendiri reklamenya. Apabila tidak ditanggapi maka 
dalam waktu tiga hari setelah diberikan surat peringatan, dinas 
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terkait akan melakukan tindakan tegas berupa penertiban dan 
pembongkaran reklame.   
 Jika dilihat dari sifat dan waktu pelaksanaannya, 
pengawasan penyelenggaraan reklame yang dilakukan oleh DPDPK 
dan Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta termasuk pengawasan yang 
dilaksanakan saat proses dilakukan, artinya ketika terjadi 
pelanggaran di lapangan maka segera diperbaiki dengan menerbitkan 
surat peringatan dan proses pembongkaran. Selain itu pengawasan 
tersebut juga dilakukan berkala, yaitu pengawasan yang dilakukan 
secara rutin malalui operasi keliling dan pelaporan pada setiap 
minggunya. 
 Penertiban yang dilakukan oleh dinas terkait secara umum 
telah dilaksanakan sesuai peran dan wewenang masing-masing. 
Namun yang menjadi masalah selanjutnya adalah masih terlalu 
rendahnya pengetahuan masyarakat terkait penyelenggaraan 
reklame. Padahal jika dinas terkait sering mengadakan sosialisasi 
kepada biro jasa reklame maupun pelaku usaha di wilayah Kota 
Yogyakarta, hal ini pasti segera dapat teratasi.  Namun pihak dinas 
terkait juga mempunyai alasan dengan terbatasnya anggaran untuk 
pengawasan reklame, sehingga sosialisasi belum dapat berjalan 
maksimal.  
Disamping masalah sosialisasi, peneliti berpendapat bahwa 
sanksi yang diberikan kepada pihak penyelenggara reklame yang 
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melanggar masih terlalu ringan. Apabila dalam regulasi ditetapkan 
ancaman yang berat bagi pelanggar penyelenggaraan reklame, maka 
kasus-kasus pelanggaran reklame sangat mungkin bisa berkurang di 
Wilayah Kota Yogyakarta. Penataan kota yang mengedepankan nilai 
sosial dan budaya harus lebih diutamakan dibandingkan dengan 
menutupi cagar budaya maupun ruang publik dengan reklame-
reklame tak beraturan.  
Keberhasilan pengawasan ditentukan oleh beberapa aspek 
diantaranya dari pihak pengawas, pihak penyelenggara reklame dan 
standar yang digunakan. Pengawasan yang dilakukan oleh DPDPK 
dan Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta sudah terlaksana dengan 
baik. Hal tersebut dikarenakan pengawasan diterapkan secara 
berkelanjutan dan koordinasi yang dilakukan antar dinas terkait juga 
berjalan baik. Pengawasan reklame tersebut terlaksana dengan rutin 
melalui kegiatan operasi dan pelaporan setiap minggu sehingga data 
mengenai pelanggaran reklame dapat berubah-ubah. Adanya 
deadline pengumpulan laporan yang diterapkan untuk pengawasan 
izin reklame ini memudahkan dalam mencatat perkembangan 
pelanggaran di lapangan. 
Adanya laporan rutin pengawasan penyelenggaraan reklame 
yang diterapkan di DPDPK merupakan salah satu prinsip 
pengawasan seperti yang dikemukakan oleh Manullang (2005:174) 
yakni, “suatu sistem pengawasan yang efektif harus dapat segera 
87 
 
 
melaporkan penyimpangan-penyimpangan sehingga berdasarkan 
penyimpangan-penyimpangan itu dapat diambil tindakan 
pelaksanaan untuk selanjutnya agar pelaksanaan keseluruhan benar-
benar dapat sesuai atau mendekati apa yang direncanakan 
sebelumnya”. Tujuan umum dari suatu pengawasan ialah 
mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan. Oleh 
karena itu, agar sistem pengawasan itu benar-benar efektif artinya 
dapat merealisasikan tujuan-tujuannya, maka suatu sistem 
pengawasan setidak-tidaknya harus dapat dengan segera melaporkan 
adanya penyimpangan-penyimpangan dari rencana. Hal inilah yang 
sudah diterapkan di DPDPK Kota Yogyakarta dalam melaksanakan 
pengawasan izin penyelenggaraan reklame. 
2. Hambatan dalam Pengawasan Reklame 
Pengawasan penyelenggaraan reklame oleh DPDPK dan Dinas 
Ketertiban tidak lepas dari faktor-faktor yang menghambat, antara lain:  
a. Jumlah personalia DPDPK terbatas 
Hambatan ini sebenarnya merupakan hambatan yang cukup 
berpengaruh yang dihadapi oleh DPDPK Kota Yogyakarta.  Hal ini 
dikarenakan staf pada Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan 
Keuangan juga merangkap sebagai petugas dinas luar dalam hal 
pengawasan reklame. Petugas dinas luar tersebut berjumlah 14 
orang. Namun, dikarenakan jabatan dan porsi pekerjaan masing-
masing petugas berbeda maka proses pengawasan di lapangan belum 
88 
 
 
dapat berjalan maksimal. Terlebih lagi, DPDPK merupakan dinas 
paling berwenang dalam malaksanakan pengawasan reklame. Dalam 
regulasi yang ada yaitu pada Perda No.8 tahun 1998 tentang Izin 
Penyelenggaraan Reklame memang tidak disebutkan jumlah petugas 
khusus dalam pengawasan reklame. Pada perda tersebut hanya 
menyebutkan bahwa pengawasan ditugaskan kepada instansi yang 
berwenang sesuai perundang-undangan yang berlaku. Hal ini berarti 
setiap pegawai di dinas terkait mempunyai kewenangan untuk 
melakukan pengawasan, tergantung dari kebijakan Kepala Dinas 
masing-masing.  
b. Kurangnya Anggaran Pengawasan Reklame 
Masalah anggaran adalah masalah penting yang dihadapi 
oleh DPDPK dan Dinas Ketertiban sebagai eksekutor dalam 
pengawasan reklame. Kurangnya anggaran untuk pengawasan 
reklame ini sebenarnya menjadi catatan penting mengenai komitmen 
Pemerintah Kota Yogyakarta dalam pengawasan reklame. 
Disamping itu semakin banyaknya pelanggaran-pelanggaran 
penyelenggaran reklame setiap tahun, dikhawatirkan ruang publik di 
wilayah Kota Yogyakarta tidak dapat difungsikan secara maksimal. 
Selain itu, potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak 
Reklame juga menurun. Hal ini tentu saja dapat berpengaruh pada 
penilaian masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta 
terkait penyelenggaraan reklame. Karena pemasangan reklame 
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tersebut pada dasarnya melanggar perwal yang merupakan produk 
politik Pemerintah Kota Yogyakarta. Pemerintah Kota Yogyakarta 
seharusnya dalam perencanaanya harus benar-benar memperhatikan 
pengadaan anggaran penertiban sebagai bentuk keseriusan 
Pemerintah Kota dalam rangka pengawasan reklame.  
c. Sanksi dalam Regulasi lemah. 
Dari berbagai hambatan yang dihadapi dalam pengawasan 
penyelenggaraan reklame, yang perlu ditinjau ulang yakni mengenai 
regulasi yang lemah. Karena dalam hal ini, untuk pelanggaran 
terhadap ketentuan penyelenggaraan reklame, sanksi yang diberikan 
masih tergolong rendah. Pemerintah Kota Yogyakarta sendiri 
memberikan target Pendapatan Asli Daerah kepada Dinas Pajak 
terkait Pajak Reklame cukup tinggi yakni sekitar delapan milliar. 
Jika sanksi yang diberikan kepada pelanggar masih lemah, maka 
target PAD tersebut akan sulit terealisasi. Seharusnya Pemerintah 
Daerah secepatnya mengubah regulasi tersebut, mengingat saat ini 
kondisi perekonomian di wilayah Kota Yogyakarta telah 
berkembang pesat. Dengan demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa 
persaingan yang terjadi antar pelaku usaha semakin ketat dan 
berdampak pada kegiatan promosi yang banyak melibatkan 
pemasangan reklame. Jika saja dibuat ancaman atau sanksi yang 
tegas, misalnya seperti yang dilakukan kepolisian terkait pengendara 
lalu lintas, maka dapat dipastikan pihak-pihak penyelenggara 
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reklame akan lebih patuh dalam menyelenggarakan reklame. Hal 
tersebut tentu saja juga akan berdampak positif terhadap Pendapatan 
Asli Daerah (PAD) yang ditargetkan oleh Pemerintah Kota 
Yogyakarta. 
3. Upaya Mengatasi Hambatan Pengawasan Reklame 
 Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan 
pengawasan reklame antara lain:  
a. Mengajukan penambahan personel pengawasan reklame 
 Terbatasnya jumlah personel pengawas reklame dari Dinas 
Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK) Kota 
Yogyakarta, membuat pelaksanaan pengawasan reklame menjadi 
kurang maksimal. Oleh karena itu, pengajuan penambahan personel 
perlu dilakukan. Selain itu, tujuan penambahan personel adalah 
untuk memaksimalkan koordinasi antar dinas terkait dalam hal 
melakukan pengecekan kembali ke lapangan. Koordinasi yang 
berjalan optimal tersebut perlu dilakukan agar dapat mengetahui 
secara pasti mengenai fakta sebenarnya dan laporan yang diterima 
oleh tim pengawas.  
b. Mengajukan penambahan anggaran untuk pengawasan reklame  
 Profesionalitas yang ditunjukkan oleh dinas terkait 
mengenai pengoptimalan anggaran yang ada patut untuk 
mendapatkan apresiasi. Hal ini terbukti dengan semakin 
meningkatnya pelanggaran-pelanggaran penyelenggaraan reklame 
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yang berhasil ditertibkan oleh dinas terkait, meskipun dengan 
menggunakan anggaran seadanya. Upaya yang dilakukan untuk 
mengajukan permohonan penambahan anggaran kepada Bidang 
Anggaran Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota 
Yogyakarta agar bersedia menambahkan kuota anggaran untuk 
pengawasan reklame pada tahun berikutnya diharapkan dapat 
terealisasi. Hal ini dimaksudkan supaya fungsi pengawasan 
terhadap penyelenggaraan reklame juga dapat ditingkatkan, 
sehingga ruang-ruang publik di wilayah Kota Yogyakarta dapat 
befungsi sebagaimana mestinya yang terbebas dari gangguan 
reklame liar dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Yogyakarta 
dapat mencapai target yang telah ditetapkan. 
c. Mengajukan perubahan regulasi terkait sanksi palanggaran 
reklame. 
Melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan regulasi 
yang ada adalah bentuk tanggungjawab dinas terkait terhadap 
pengawasan reklame di Kota Yogyakarta. Mengingat untuk 
mengubah suatu Peraturan Daerah memerlukan waktu dan 
pembahasan yang tidak singkat. Sehingga sudah seharusnya dinas-
dinas yang berwenang melaksanakan peran masing-masing. Hal ini 
dikarenakan pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan 
reklame memang tidak semudah yang dibayangkan. Faktor 
92 
 
 
kesadaran dan kepatuhan pihak penyelenggara reklame (biro jasa 
reklame dan pelaku usaha) menjadi faktor penyebab utamanya. 
Berdasarkan pembahasan di muka, peneliti berpendapat 
bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan tidak dapat dilakukan hanya 
dari sudut pandang pihak pengawas. Kejelasan prosedur 
pengawasan memang penting dan untuk itu langkah-langkah yang 
akan diambil oleh para pengawas juga perlu dipahami oleh pihak-
pihak yang diawasi (biro jasa reklame dan pelaku usaha). Akan 
tetapi jauh lebih penting dari semua adalah adanya iklim 
keterbukaan antara pihak pengawas dan pihak yang diawasi, agar 
nantinya tercipta sistem pengawasan yang berjalan efektif dengan 
melibatkan seluruh pihak di dalamnya. 
Selain itu, pengoptimalan fungsi ruang publik juga harus 
menjadi perhatian pihak-pihak terkait. Melalui pengawasan 
terhadap penyelenggaraan reklame ini, diharapkan elemen-elemen 
yang ada di ruang publik seperti trotoar, rambu-rambu jalan, halte, 
taman dan lain-lain dapat digunakan sebagai mana mestinya. 
Seperti pendapat Eko Budihardjo (1999:134) yang menyatakan 
bahwa ruang publik juga bermanfaat untuk melayani kebutuhan 
masyarakat sebagai sarana rekreatif maupun sebagai tempat untuk 
melakukan interaksi dan kontak sosial dalam kehidupan 
masyarakat. Demi untuk menjamin kepentingan sosial bagi semua 
golongan masyarakat, maka semestinya semua ruang publik 
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tersebut adalah milik pemerintah kota. Keberadaan ruang publik 
pada suatu kawasan kota sangat penting artinya karena dapat 
meningkatkan kualitas kehidupan perkotaan, baik itu dari segi 
lingkungan, masyarakat maupun kota melalui fungsi pemanfaatan 
ruang di dalamnya. 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 
 Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 
pelaksanaan pengawasan reklame di wilayah Kota Yogyakarta yang dilaksanakan 
oleh Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta telah sesuai 
dengan ketentuan yang diperlukan dalam suatu pengawasan yaitu adanya standar 
pengawasan, penilaian dan tindakan perbaikan. Pengawasan tersebut dilaksanakan 
terhadap pemasangan reklame, biro jasa penyelenggara reklame dan pelaku usaha 
penyelenggara reklame. Secara umum kesimpulan dari penelitian ini adalah 
sebagai berikut : 
1. Pelaksanaan pengawasan reklame di wilayah Kota Yogyakarta dilaksanakan 
oleh Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan beserta Dinas Ketertiban 
Kota Yoyakarta. Pengawasan yang dilakukan telah berjalan dengan baik 
karena penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dapat segera 
ditindaklanjuti dan diperbaiki. Ditinjau dari segi prosesnya, pengawasan 
sudah terlaksana secara teratur dan berkelanjutan. Proses pelaksanaan 
pengawasan tersebut dapat dijabarkan menjadi tiga bagian yaitu : 
a. Adanya standar pengawasan yang baku yang dipakai oleh Dinas Pajak 
Daerah dan Pengelolaan Keuangan dan Dinas Ketertiban Kota 
Yogyakarta terkait pengawasan izin penyelenggaraan reklame. Standar 
pengawasan tersebut adalah Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat 
II Yogyakarta Nomor 8 Tahun 1998 Tentang Izin Penyelenggaraan 
95 
 
 
Reklame dan Peraturan Walikota Nomor 75 Tahun 2011 Tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1998 Tentang 
Izin Penyelenggaraan Reklame.  
b. Penilaian reklame yang dilakukan oleh Dinas Pajak Daerah dan 
Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta telah disesuaikan dengan 
aturan/standar yang ada, sehingga dapat segera merespon adanya 
penyimpangan yang terjadi. 
c. Perbaikan reklame di Kota Yogyakarta oleh Dinas Pajak Daerah dan 
Pengelolaan Keuangan dan Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta telah 
terlaksana secara rutin. Meskipun masih terdapat hambatan, namun secara 
umum penertiban yang dilakukan masih tetap dapat berjalan sebagaimana 
mestinya. 
2. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pengawasan reklame di Kota 
Yogyakarta adalah (1) jumlah personalia DPDPK terbatas, (2) kurangnya 
anggaran pengawasan reklame, dan 3) sanksi dalam regulasi masih lemah. 
3. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut adalah 
(1) mengajukan penambahan personel pengawas reklame, (2) mengajukan 
penambahan anggaran pengawasan reklame, dan (3) mengajukan perubahan 
regulasi terkait sanksi pelanggaran reklame. 
B. Implikasi 
 Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan reklame di 
Kota Yogyakarta sudah sesuai dengan ketentuan dalam suatu pengawasan. 
Meskipun telah berjalan sesuai dengan ketentuan, namun masih terdapat 
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hambatan-hambatan yang menyertai pelaksanaan pengawasan tersebut.  Hal ini 
mengandung implikasi bahwa perlu adanya optimalisasi dalam pelaksanaan 
pengawasan izin penyelenggaraan reklame. Optimalisasi ini dapat dilakukan 
dengan meningkatkan kinerja dari masing-masing pihak terkait sesuai peran 
masing-masing dan diikuti dengan koordinasi yang kuat serta perbaikan regulasi 
yang diperlukan untuk membuat peraturan penyelenggaraan reklame ini menjadi 
tegas bagi pihak penyelenggara yakni biro jasa reklame dan pelaku usaha. Melalui 
optimalisasi tersebut, maka diharapkan jumlah pelanggaran reklame dapat 
berkurang secara bertahap. 
C. Saran 
 Setelah melaksanakan penelitian mengenai pengawasan reklame di Kota 
Yogyakarta, maka peneliti memberikan saran bagi beberapa pihak yang terlibat 
dalam pelaksanaannya sebagai berikut : 
1. Dalam pengawasan reklame, personel pengawas reklame sebaiknya ditambah 
agar pengawasan dapat berjalan optimal.  
2. Akan lebih baik apabila anggaran yang diberikan untuk pengawasan reklame 
ditingkatkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta sebagai wujud komitmen 
dalam penertiban pelanggaran reklame agar kegiatan tersebut dapat berjalan 
secara maksimal. 
3. Perlunya perbaikan regulasi terkait sanksi yang tegas kepada pihak 
penyelenggara reklame yang tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. Hal ini 
dimaksudkan agar pelanggaran reklame berkurang dan target Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) Kota Yogyakarta dapat terealisasi. 
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 LEMBARAN DAERAH 
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA 
(Berita Resmi Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta) 
Nomor : 1 Tahun: 1998 Seri: C 
================================================================= 
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II 
YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA) 
NOMOR 8 TAHUN 1998 (8/1998) 
TENTANG 
IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA, 
Menimbang: a.  bahwa untuk ketertiban penyelenggaraan reklame di 
Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 
Yogyakarta, maka perlu diatur tentang Izin 
Penyelenggaraan Reklame. 
b. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu 
ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 
Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, 
Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa 
Yogyakarta (Diundangkan pada tanggal 14 
Agustus 1950); 
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang 
Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran 
Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3037); 
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang 
Jalan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 
1985 (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186 Jo. 
Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3293); 
4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang 
Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 
Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3501); 
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 
Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3685); 
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 
  
tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 
1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3691); 
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 
1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan 
Peraturan Daerah Perubahan; 
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II 
Yogyakarta Nomor 10 Tahun 1968 tentang 
Pelaksanaan Peraturan Daerah Daerah Istimewa 
Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1960 tentang 
Pemeliharaan Kebaikan, Kerapihan, Kebersihan, 
Kesehatan dan Ketenteraman dalam Daerah 
Istimewa Yogyakarta, Bagi Daerah Kotamadya 
Yogyakarta (Berita Resmi Nomor 44 tahun 1968); 
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II 
Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penyidik 
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah 
Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta 
(Lembaran Daerah Nomor 12 Tahun 1991 Seri C); 
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II 
Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1988 tentang Bangunan 
(Lembaran Daerah Nomor 13 Tahun 1991 Seri C); 
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II 
Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1988 tentang Ijin 
Membangun Bangun-bangunan dan Ijin Penggunaan 
Bangun-bangunan (Lembaran Daerah Nomor 14 
Tahun 1991 Seri C); 
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II 
Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1991 tentang Rencana 
Detail Tata Ruang Kota Kotamadya Daerah 
Tingkat II Yogyakarta 1990-2010 (Lembaran 
Daerah Nomor 17 Tahun 1992 Seri D); 
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II 
Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang 
Yogyakarta Berhati Nyaman (Lembaran Daerah 
Nomor 37 Tahun 1992 Seri D); 
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II 
Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1994 tentang Rencana 
Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Yogyakarta Tahun 
1994-2004 (Lembaran Daerah Nomor 11 Tahun 1996 
Seri D). 
Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah 
Tingkat II Yogyakarta. 
MEMUTUSKAN : 
  
Menetapkan: PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II 
YOGYAKARTA TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME. 
BAB I 
KETENTUAN UMUM 
Pasal 1 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 
a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta; 
b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat 
II Yogyakarta; 
c. Kepala Daerah ialah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II 
Yogyakarta; 
d. Pajak reklame yang selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan 
daerah atas penyelenggaraan reklame. 
e. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut 
bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, 
dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau 
memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk 
menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang 
yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan atau 
didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan 
oleh Pemerintah; 
f. Penyelenggaraan Reklame adalah perorangan atau badan yang 
menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri 
atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi 
tanggungannya; 
g. Surat Izin Penyelenggaraan Reklame adalah naskah dinas yang 
berisi pemberian izin kepada seseorang atau badan untuk 
menyelenggarakan reklame. 
BAB II 
IZIN PENYELENGGARAAN DAN JENIS-JENIS REKLAME 
Pasal 2 
(1) Setiap peneyelenggaraan reklame dan alat peraga penyerupai 
reklame yang bertujuan non komersial di Wilayah daerah, harus 
mendapatkan izin Kepala Daerah; 
(2) Dalam memberikan izin penyelenggaraan reklame sebagaimana 
dimaksud ayat (1) Pasal ini, Kepala Daerah dapat menunjuk 
instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang- 
undangan yang berlaku. 
  
(3) Dalam menetapkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
Pasal ini Kepala Daerah berpedoman pada master plan reklame. 
(4)  Master plan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal 
ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah. 
Pasal 3 
Izin dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini adalah 
untuk jangka waktu tertentu dan dituangkan dalam surat izin. 
Pasal 4 
Dikecualikan dari ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan 
Daerah ini adalah penyelenggaraan reklame melalui media televisi, 
radio, surat kabar, majalah dan sejenisnya. 
Pasal 5 
Jenis-jenis Reklame yang diizinkan adalah: 
a. Reklame Papan/Billboard; 
b. Reklame Megatron; 
c. Reklame Baliho; 
d. Reklame Cahaya; 
e. Reklame Kain; 
f. Reklame Melekat (Stiker); 
g. Reklame Selebaran; 
h. Reklame Berjalan, termasuk pada kendaraan; 
i. Reklame Udara; 
j. Reklame Suara; 
k. Reklame Film/Slide; 
l. Reklame Peragaan. 
BAB III 
SYARAT-SYARAT PENGAJUAN IZIN 
Pasal 6 
(1) Untuk mendapatkan Izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini, harus memenuhi 
syarat-syarat: 
a. mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala 
Daerah dengan menggunakan blangko yang disediakan; 
b. dilengkapi gambar-gambar teknis dan atau surat-surat 
lain yang diperlukan; 
c. untuk jenis reklame tertentu wajib memberikan jaminan 
biaya pembongkaran yang besarnya ditentukan oleh Kepala 
Daerah. 
(2) Bentuk dan atat usaha blangko permohonan dan blangko Surat 
Izin Penyelenggaraan Reklame ditetapkan dengan Keputusan 
  
Kepala Daerah. 
Pasal 7 
(1) pengambilan Surat Izin Penyelenggaraan Reklame dilakukan 
setelah melunasi Pajak reklame menurut peraturan perundang- 
undangan yang berlaku dan menyerahkan jaminan biaya 
pembongkaran untuk jenis reklame tertentu, kecuali 
penyelenggaraan alat peraga menyerupai reklame yang bertujuan 
nonkomersial. 
(2) Bagian penyelenggaraan Reklame yang mendapatkan persetujuan 
Kepala Daerah untuk membayar pajak secara angsuran, 
pengambilan Surat Izin Penyelenggaraan reklame dapat 
dilakukan setelah membayar sekurang-kurangnya 50% (lima puluh 
persen) dari pajak terutang. 
Pasal 8 
Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf 
a Peraturan Daerah ini dapat ditolak apabila reklame yang akan 
diselenggarakan menurut pertimbangan Kepala Daerah akan mengurangi 
keindahan atau akan mengganggu ketertiban, keamanan, kenyamanan, 
rasa kesusilaan, kesehatan umum dan kepentingan Pembangunan 
Daerah. 
BAB IV 
PENYELENGGARAAN REKLAME 
Pasal 9 
(1) Penyelenggaraan reklame dilaksanakan setelah Surat Izin 
Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
Peraturan Daerah ini diterbitkan; 
(2) Penyelenggaraan Reklame harus memenuhi syarat-syarat yang 
ditentukan di dalam Surat Izin Penyelenggaraan Reklame; 
(3) Penyelenggaraan Reklame mendapatkan perlindungan dari 
Pemerintah Daerah; 
(4)  Bentuk, sifat dan jenis perlindungan penyelenggaraan reklame 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini ditetapkan 
dengan Keputusan Kepala Daerah. 
Pasal 10 
Penyelenggaraan Reklame berkewajiban untuk: 
a. memelihara benda/alat reklame agar selalu dalam keadaan baik; 
b. segera meniadakan benda/alat reklame setelah jangka waktu 
izinnya berakhir atau setelah izinnya dicabut; 
  
c. menanggung resiko bila terjadi kecelakaan yang diakibatkan 
karena penyelenggaraan reklame di lapangan. 
BAB V 
PENCABUTAN IZIN 
Pasal 11 
Kepala Daerah berhak untuk mencabut izin sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini, apabila: 
a. diadakan perubahan pada suatu reklame sedemikian rupa 
sehingga menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang dicantumkan 
dalam surat izin; 
b. penyelenggaraan reklame tidak memenuhi kewajiban sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 10 huruf a Peraturan Daerah ini. 
Pasal 12 
Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Peraturan 
Daerah ini dilaksanakan setelah pemegang izin diberi peringatan 
terlebih dahulu. 
Pasal 13 
Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Peraturan 
Daerah ini dapat disertai perintah untuk menghentikan, mencabut, 
menyingkirkan atau menurunkan reklame atas biaya pemegang izin. 
Pasal 14 
(1) Kepala Daerah berhak untuk menghentikan, mencabut, 
menyingkirkan atau menurunkan reklame yang tidak berizin, dan 
reklame tersebut menjadi milik Pemerintah Daerah. 
(2) Kepala Daerah berhak untuk menghentikan, mencabut, 
menyingkirkan atau menurunkan reklame yang jangka waktu 
izinnya berakhir atau izinnya dicabut, atas biaya 
penyelenggaraan reklame. 
Pasal 15 
Dalam waktu 3 (tiga) kali 24 (dua puluh empat) jam, 
penyelenggaraan reklame yang tidak berizin sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah ini dapat mengambil 
bongkaran reklame dengan mengganti biaya yang telah dikeluarkan 
oleh Kepala Daerah untuk menghentikan, mencabut, menyingkirkan 
atau menurunkan reklame. 
BAB VI 
KETENTUAN PIDANA 
Pasal 16 
  
(1) Pelanggaran terhadap penyelenggaraan reklame sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 9 ayat (1) dan (2) 
serta Pasal 10 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana 
kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 
Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). 
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini 
adalah pelanggaran. 
BAB VII 
PENYIDIKAN 
Pasal 17 
Selain oleh Penyidik POLRI, penyidikan atas tindak pidana 
pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh pejabat 
Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah 
daerah yang pengangkatannya berdasarkan peraturan perundang- 
undangan yang berlaku. 
Pasal 18 
Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik sebagaimana 
dimaksud Pasal 17 Peraturan daerah ini berwenang: 
a. Menerima laporan atau pengaduan seseorang tentang adanya 
tindak pidana; 
b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian 
dan melakukan pemeriksaan; 
c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda 
pengenal diri tersangka; 
d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat; 
e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka; 
f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai 
tersangka atau saksi; 
g. Mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan 
perkara; 
h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk 
dari Penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau 
peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan 
selanjutnya melalui Penyidik POLRI memberitahukan hal 
tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; 
i. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat 
dipertanggung jawabkan. 
  
BAB VIII 
PENGAWASAN 
Pasal 19 
Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditugaskan 
kepada Instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang- 
undangan yang berlaku. 
BAB IX 
KETENTUAN PERALIHAN 
Pasal 20 
Izin Penyelenggaraan Reklame yang telah dikeluarkan sebelum 
berlakunya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai dengan 
jangka waktu izinnya berakhir. 
BAB X 
KETENTUAN PENUTUP 
Pasal 21 
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang 
mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Kepala 
Daerah. 
Pasal 22 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam 
Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta. 
Ditetapkan di Yogyakarta 
Pada tanggal 7 Oktober 1998 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH 
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TINGKAT II YOGYAKARTA 
YOGYAKARTA 
Ketua, 
ttd.      ttd. 
H. SUKEDI R. WIDAGDO 
Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta 
dengan Surat Keputusan Nomor 303/KPTS/1998 
Tanggal 2 Desember 1998. 
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah 
Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Seri C 
Tanggal 30 Desember 1998. 
  
SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH 
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA 
ttd. 
DRS. HARULAKSONO 
----------------- 
Pembina Tk. I 
NIP. 490013927 
PENJELASAN 
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA 
NOMOR 8 TAHUN 1998 
TENTANG 
IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME 
I. PENJELASAN UMUM 
Penyelenggaraan reklame disamping menyangkut kegiatan 
perekonomian juga erat kaitannya dengan tata ruang kota 
khususnya dari segi ketertiban, keindahan, kenyamanan dan 
kerapian serta kesusilaan. Sesuai dengan motto "Yogyakarta 
Berhati Nyaman" maka penyelenggaraan reklame di Kotamadya 
Daerah Tingkat II Yogyakarta harus sesuai dengan tata nilai 
kehidupan lahir maupun batin masyarakat Yogyakarta yang 
dijiwai oleh slogan (sesanti) Mangayu Hayuning Bawana, yaitu 
cita-cita untuk menyempurnakan tata nilai kehidupan 
masyarakat. 
Peraturan Daerah ini secara garis besar mengatur tentang 
hak dan kewajiban penyelenggara reklame agar dalam 
pelaksanaannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang- 
undangan, kesusilaan danketertiban umum. Hal-hal teknis tidak 
diatur di dalam Peraturan Daerah ini tetapi diatur oleh 
Kepala Daerah sebagai aturan pelaksanaannya yang disesuaikan 
dengan perkembangan dan dinamika masyarakat. 
Pelaksanaan Peraturan Daerah ini tidak dapat dipisahkan 
dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II 
Yogyakarta tentang Pajak Reklame, karena keduanya saling 
mendukung dan melengkapi dalam rangka pengaturan 
penyelenggaraan reklame di Kotamadya Daerah Tingkat II 
Yogyakarta. 
II.  PENJELASAN PASAL DEMI PASAL 
Pasal 1 : Cukup jelas. 
Pasal 2 ayat (1) : Tidak termasuk dalam 
pengertian reklame adalah 
papan nama seseorang dan papan 
nama lembaga pemerintah dan 
non pemerintah yang tidak 
  
mempunyai tujuan komersial. 
ayat (2) : Cukup jelas. 
ayat (3) : Master plan reklame sekurang- 
kurangnya memuat bentuk, 
ukuran, teknis dan lokasi 
penyelenggaraan reklame secara 
garis besar. 
ayat (4) : Dalam menetapkan master plan 
reklame Kepala Daerah harus 
berpedoman kepada Rencana Umum 
Tata Ruang Kota sesuai 
Peraturan Perundang-undangan 
yang berlaku. 
Pasal 3 : Untuk menentukan jangka waktu 
izin. Kepala Daerah 
mempertimbangkan permohonan 
penyelenggara, jenis reklame, 
konstruksi dan bahan. 
Pasal 4 : Cukup jelas. 
Pasal 5 huruf a : Yang  dimaksud  dengan  Reklame 
Papan/Billboard adalah reklame 
yang berbentuk bidang, dengan 
bahan terbuat dari kayu, 
logam, fiber glas/kaca, 
plastik dan bahan lain yang 
sejenis sesuai perkembangan 
jaman, yang pemasangannya 
berdiri sendiri, menempel 
bangunan dengan konstruksi 
tetap dan reklame tersebut 
bersifat permanen. 
huruf b : Yang dimaksud dengan Reklame 
Megatron adalah reklame yang 
berbentuk bidang, dengan 
komponen elektronik, yang 
pemasangannya berdiri sendiri, 
menempel bangunan/diatas 
bangunan, dengan konstruksi 
tetap dan bersifat permanen. 
huruf c : Yang dimaksud dengan Reklame 
Baliho adalah reklame yang 
berbentuk bidang, dengan bahan 
terbuat dari kayu, logam, 
fiber glas/kaca, plastik dan 
bahan lain yang sejenis sesuai 
perkembangan jaman, yang 
  
pemasangannya berdiri sendiri, 
dengan konstruksi sementara 
dan bersifat semi permanen. 
huruf d : Yang dimaksud dengan Reklame 
Cahaya adalah reklame yang 
berbentuk bidang, dengan bahan 
plastik, fiber glas/kaca, 
tabung lampu, komponen 
elektronik, yang pemasangannya 
berdiri sendiri, menempel 
bangunan, dengan konstruksi 
tetap dan bersifat permanen. 
huruf e : Yang dimaksud dengan Reklame 
kain/plastik adalah reklame 
yang berbentuk spanduk, umbul- 
umbul, banner, rontek dengan 
bahan kain, plastik dan yang 
sejenis, yang pemasangannya 
berdiri sendiri, menempel 
bangunan/diatas bangunan, 
dengan konstruksi sementara 
dan bersifat semi permanen. 
huruf f : Yang dimaksud dengan Reklame 
Melekat (stiker) adalah 
reklame yang berbentuk bidang, 
dengan bahan kertas, plastik, 
logam yang pemasangannya 
dengan cara ditempelkan dan 
bersifat semi permanen. 
huruf g : Yang dimaksud dengan Reklame 
Selebaran adalah reklame yang 
berbentuk lembaran dengan 
bahan kertas, plastik dan 
sejenisnya yang pemasangannya 
dengan cara ditempelkan atau 
disebarluaskan, dan bersifat 
semi permanen. 
huruf h : Yang dimaksud dengan Reklame 
berjalan adalah reklame yang 
berbentuk bidang dengan bahan 
terbuat dari kayu, logam, 
fiber glas/kaca, plastik dan 
bahan lain yang sejenis sesuai 
perkembangan jaman, yang 
pemasangannya pada kendaraan 
yang berjalan atau pejalankaki 
dan bersifat berpindah-pindah 
tempat. 
  
huruf i : Yang dimaksud dengan Reklame 
Udara adalah reklame dalam 
bentuk tertentu, dengan bahan 
plastik, kain, kertas dan 
sejenisnya sesuai perkembangan 
jaman yang pemasangannya 
berdiri sendiri, dikaitkan 
diatas bangunan, atau 
dikaitkan pada pesawat udara 
dan bersifat semi permanen. 
huruf j : Yang dimaksud dengan Reklame 
Suara adalah reklame yang 
berbentuk penyiaran atau 
ucapan, dengan alat audio 
elektronik, yang bersifat semi 
permanen. 
huruf k : Yang dimaksud dengan Reklame 
film/slide adalah reklame yang 
berbentuk penayangan, dengan 
bahan film/slide, yang 
penyelenggaraannya di dalam 
gedung bioskop atau gedung 
pertunjukan baik di dalam 
ruang maupun di luar ruang dan 
bersifat semi permanen. 
huruf l : Yang dimaksud dengan Reklame 
Peragaan adalah reklame yang 
berbentuk pertunjukan, dengan 
bahan tertentu yang 
penyelenggaraannya dengan 
dibawa, diperagakan atau 
dikenakan dan bersifat semi 
permanen. 
Pasal 6 ayat (1)  huruf a:  Cukup jelas. 
huruf b: Cukup jelas. 
huruf c: Jaminan biaya pembongkaran 
tersebut dalam bentuk jaminan 
Bank yang dikeluarkan oleh 
Bank Pemerintah. 
Jaminan ini dipergunakan 
apabila penyelenggara reklame 
tidakbersedia untuk 
menghentikan, mencabut, 
menyingkirkan atau menurunkan 
reklame setelah jangka waktu 
izinnya berakhir atau izinnya 
dicabut. 
ayat (2) : Cukup jelas. 
  
Pasal 7 : Bagi penyelenggaraan alat 
peraga menyerupai reklame yang 
bertujuan non komersial, 
penyelenggara diwajibkan 
membuat surat kesanggupan 
untuk membongkar sendiri alat 
peraganya apabila jangka waktu 
izinnya berakhir atau izinnya 
dicabut. 
Pasal 8 : Penolakan permohonan izin 
harus disertai dengan alasan 
yang jelas. 
Pasal 9 s/d Pasal 11  : Cukup jelas. 
Pasal 12 : Waktu dan bentuk peringatan 
disesuaikan dengan jenis 
reklame yang diselenggarakan. 
Pasal 13 : Cukup jelas. 
Pasal 14  ayat (1) : Cukup jelas. 
ayat (2) : Ketentuan dalam pasal ini 
memberikan kewenangan kepada 
Kepala Daerah untuk 
menggunakan jaminan biaya 
pembongkaran sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 6 ayat 
(1) huruf c Peraturan daerah 
ini sebesar biaya yang nyata- 
nyata telah dikeluarkan Kepala 
Daerah dalam rangka 
menghentikan, mencabut, 
menyingkirkan atau menurunkan 
reklame. 
Pasal 15 s/d Pasal 22 : Cukup jelas. 
 WALIKOTA YOGYAKARTA 
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA 
NOMOR  75 TAHUN 2011 
TENTANG 
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA 
DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA NOMOR 8 TAHUN 1998 
TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
WALIKOTA YOGYAKARTA, 
Menimbang :  a. bahwa Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 75 tahun 2009 tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat 
II Yogyakarta  Nomor  8 Tahun 1998 tentang Izin  Penyelenggaraan 
Reklame sudah tidak  sesuai  dengan kondisi saat  ini,  maka perlu 
dicabut dan diganti; 
b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas perlu ditetapkan 
dengan Peraturan Walikota Yogyakarta; 
Mengingat :  1. Undang-Undang Nomor  16 Tahun 1 9 5 0 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, 
Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta 
(Lembaran Negara  Republik  Indonesia Tahun 1955 Nomor  53, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859); 
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya 
(Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1992 Nomor  27, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470); 
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5 0 4 9 ) ; 
4. Undang-Undang Nomor  32 Tahun 2 0 0 9 tentang Pengelolaan 
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun 
2 0 0 9 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5059); 
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung 
(Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2002 Nomor  134, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247); 
6. Undang-Undang Nomor  32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
1 2 5 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- 
Undang Nomor  12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor  32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
5 9 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);   
 
 
7. Undang-Undang Nomor  38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran 
Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2004 Nomor  132, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444); 
8. Undang-Undang Nomor  26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 
(Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2007 Nomor  68, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya 
(Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1993 Nomor  14 , 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ); 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 6 Tahun 2005 tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Undang-undang Nomor  28 Tahun 2 0 0 2 tentang 
Bangunan Gedung (Lembaran Negara  Republik  Indonesia Tahun 
2 0 0 5 Nomor  83,  Tambahan Lembaran Negara  Republik  Indonesia 
Nomor 4532); 
11. Peraturan Pemerintah Nomor  6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan 
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2006 Nomor  20,  Tambahan Lembaran Negara  Republik 
Indonesia Nomor  4609) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor  38 Tahun 2008 tentang Perubahan 
Peraturan Pemerintah Nomor  6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan 
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor  78,  Tambahan Lembaran Negara  Republik 
Indonesia Nomor 4855); 
12. Peraturan Pemerintah Nomor  34 Tahun 2 0 0 6 tentang Jalan 
(Lembaran Negara  Republik  Indonesia Tahun  2006 Nomor  86, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655); 
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan 
Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 
Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3 5 2 9 ) ; 
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  17 Tahun 2007 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 
15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 
1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta  Berhati  Nyaman (Lembaran 
Daerah Tahun 1992 Nomor 37 Seri D); 
16. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 
8 Tahun 1998 tentang Izin  Penyelenggaraan Reklame (Lembaran 
Daerah Tahun1998 Nomor 1 Seri C); 
17. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta  Nomor  2 Tahun 2005 tentang 
Izin Gangguan (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 65 Seri D); 
18. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta  Nomor  3 Tahun 2008 tentang 
Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2 0 0 8 
Nomor 21 Seri D); 
19. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah 
(Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 67 Seri D); 
20. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta  Nomor  2 Tahun 2010 tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah 2009 ± 2029 (Lembaran Daerah 
Tahun 2010 Nomor 2); 
21. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta  Nomor  1 Tahun 2011 tentang 
Pajak Derah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1); 
 
 
22. Peraturan Walikota Yogyakarta  Nomor  26 Tahun 2010 tentang 
Masterplan Reklame dan Alat Peraga di Kota Yogyakarta; 
23. Peraturan Walikota Yogyakarta  Nomor  18 Tahun 2011 tentang 
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan pada Pemerintah Kota 
Yogyakarta; 
MEMUTUSKAN : 
Menetapkan  :  PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PETUNJUK 
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH 
TINGKAT II YOGYAKARTA  NOMOR  8 TAHUN 1998 TENTANG  IZIN 
PENYELENGGARAAN REKLAME 
BAB I 
KETENTUAN UMUM 
Pasal 1 
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta; 
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat  Daerah sebagai  unsur 
penyelenggara Pemerintah Daerah; 
3. Walikota adalah Walikota Yogyakarta; 
4. Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan yang selanjutnya disingkat DPDPK 
adalah Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta; 
5. Dinas Ketertiban adalah Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta; 
6. Dinas Perizinan adalah Dinas Perizinan Kota Yogyakarta; 
7. Penyidik  Pegawai  Negeri Sipil  yang selanjutnya disingkat  PPNS adalah Penyidik 
Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang 
khusus  oleh undang-undang untuk  melakukan penyidikan terhadap pelanggaran 
Peraturan Daerah; 
8. Satuan Kerja Perangkat  Daerah yang selanjutnya disingkat  SKPD  adalah Satuan 
Kerja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta; 
9. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya 
dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, 
atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang 
dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan / atau dinikmati oleh umum; 
10. Reklame permanen adalah reklame yang bentuk konstruksi/bahannya memiliki daya 
tahan yang berkekuatan cukup lama/lebih dari 1 (satu) tahun; 
11. Reklame insidentil  adalah reklame yang bentuk  konstruksi/bahannya memiliki daya 
tahan kurang dari 1 (satu) tahun; 
12. Media reklame adalah luas bidang reklame yang terpasang; 
13. Reklame ukuran besar adalah reklame yang memiliki ukuran lebih besar atau sama 
dengan 24 (dua puluh empat) m²; 
14. Reklame ukuran sedang adalah reklame yang memiliki ukuran lebih besar atau sama 
dengan 12 (dua belas) meter  persegi  sampai  dengan kurang dari 24 (dua puluh 
empat) m²; 
15. Reklame ukuran kecil adalah reklame yang memiliki ukuran kurang dari 12 (dua 
belas) m²; 
16. Nama pengenal usaha atau profesi adalah nama orang/badan/lembaga,nama usaha 
atau profesi berikut alamat, logo perusahaan dan produknya yang dipasang di tempat 
usahanya sendiri dan atau tanah negara yang ada di depannya. 
 
 
17. Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat 
usaha atau profesi diselenggarakan adalah nama pengenal usaha atau profesi yang 
konstruksi utamanya bertumpu menempel, melekat pada sisi muka bangunan gedung 
tempat usaha atau profesi diselenggarakan; 
18. Penyelenggara  adalah perorangan atau badan/lembaga yang menyelenggarakan 
reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain 
yang menjadi tanggungannya; 
19. Izin  Penyelenggaraan reklame yang selanjutnya disebut izin  adalah naskah dinas 
yang berisi  pemberian izin  kepada orang atau badan untuk  menyelenggarakan 
reklame; 
20. Jaminan biaya pembongkaran adalah jaminan bank yang dikeluarkan oleh bank yang 
ditunjuk  oleh Pemerintah Daerah dan akan dipergunakan oleh Pemerintah Daerah 
apabila penyelenggara tidak menghentikan, mencabut, menyingkirkan atau 
menurunkan reklame setelah jangka waktu izinnya berakhir atau izinnya dicabut. 
BAB II 
PERIZINAN 
Pasal 2 
(1) Setiap penyelenggaraan reklame wajib memiliki izin dari Walikota atau Kepala SKPD 
yang ditunjuk. 
(2) Kepala SKPD yang ditunjuk untuk menerbitkan Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) 
adalah : 
a. Kepala Dinas Perizinan untuk nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang 
melekat  pada bangunan tempat  usaha atau profesi  diselenggarakan dengan 
ukuran kurang dari atau sama dengan 1 (satu) m²; 
b. Kepala DPDPK untuk penyelenggaraan reklame selain nama pengenal usaha atau 
profesi sebagaimana dimaksud pada huruf a. 
(3) Kepala SKPD  sebagaimana dimaksud pada ayat  (2)  berwenang menandatangani 
surat izin, penolakan, peringatan/teguran, pencabutan izin dan surat-surat lain yang 
berkaitan dengan penyelenggaraan reklame. 
BAB III 
BENTUK DAN TATA NASKAH BLANGKO PERMOHONAN DAN SURAT IZIN 
Pasal 3 
(1) Bentuk  dan tata naskah blangko permohonan izin  penyelenggaraan reklame 
sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan ini. 
(2) Bentuk dan tata naskah Surat Izin sebagaimana tersebut dalam Lampiran II a dan II b 
Peraturan ini. 
BAB IV 
PERSYARATAN IZIN 
Pasal 4 
(1)  Pemohon izin penyelenggaraan reklame nama pengenal usaha atau profesi yang 
dipasang melekat  pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan, 
mengisi blangko permohonan rangkap 2  (dua) yang telah disediakan dengan 
melampiri : 
 
 
a. Permohonan baru : 
1) foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP); 
2) foto lokasi simulasi pemasangan reklame; 
3) gambar denah lokasi; 
4) gambar desain; 
5) surat pernyataan bertanggung jawab menanggung segala resiko; 
6) foto copy Izin Gangguan (HO); 
7) surat kuasa dari pemohon izin apabila tidak dapat mengurus sendiri. 
b. Permohonan Perpanjangan : 
1) foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP); 
2) foto reklame 
3) surat  pernyataan reklame tidak ada perubahan naskah, ukuran, jenis  dan 
lokasi. 
4) surat kuasa dari pemohon izin apabila tidak dapat mengurus sendiri; 
5) surat izin asli periode sebelumnya. 
(2)  Pemohon izin penyelenggaraan reklame selain reklame nama pengenal usaha atau 
profesi  yang dipasang melekat  pada bangunan tempat usaha atau profesi 
diselenggarakan mengisi blangko permohonan rangkap 2 yang telah disediakan 
dengan melampiri : 
a. Permohonan baru : 
1) foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP); 
2) foto copy Akte Pendirian Perusahaan apabila  penyelenggara  dalam bentuk 
badan/lembaga; 
3) foto lokasi dan simulasi pemasangan reklame 
4) gambar denah lokasi; 
5) gambar  potongan konstruksi  reklame terhadap taman kota/ selokan/ trotoar/ 
badan jalan; 
6) gambar desain; 
7) surat kerelaan pemilik tanah persil bila reklame di tanah persil orang lain; 
8) untuk  penyelenggaraan reklame nama usaha,  melampirkan foto copy Izin 
Gangguan (HO) atau surat kesanggupan mengurus HO; 
9) Surat kuasa dari pemohon izin apabila tidak dapat mengurus sendiri atau foto 
copy Surat Perjanjian/kontrak. 
b. Permohonan registrasi perpanjangan : 
1) surat pernyataan bahwa reklame atau alat peraga tidak mengalami perubahan 
naskah, ukuran, jenis dan lokasi ; 
2) surat izin asli periode sebelumnya; 
3) surat kuasa dari pemohon izin apabila tidak dapat mengurus sendiri atau foto 
copy Surat Perjanjian/kontrak. 
4) surat kerelaan pemilik tanah persil bila reklame di tanah persil orang lain; 
(3)  Pemohon izin penyelenggaraan reklame insidental, mengisi blangko rangkap 2 yang 
telah disediakan dengan melampiri : 
a. Permohonan baru : 
1) foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP); 
2) gambar desain; 
3) gambar denah lokasi; 
4) surat kerelaan pemilik tanah persil bila di tanah persil orang; 
 
 
5) surat kuasa dari pemohon izin apabila tidak dapat mengurus sendiri atau foto 
copy Surat Perjanjian/kontrak. 
b. Permohonan perpanjangan melampirkan surat izin asli periode sebelumnya. 
BAB V 
MEKANISME PERIZINAN 
Pasal 5 
Mekanisme pelayanan izin penyelenggaraan reklame adalah sebagai berikut : 
a. izin  penyelenggaraan reklame nama pengenal  usaha atau profesi  yang dipasang 
melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan, tersebut dalam 
Lampiran III Peraturan ini; 
b. izin  penyelenggaraan reklame selain nama pengenal  usaha atau profesi  yang 
dipasang melekat  bangunan tempat  usaha atau profesi  diselenggarakan,  tersebut 
pada Lampiran IV Peraturan ini; 
Pasal 6 
Waktu proses pelayanan izin penyelenggaraan reklame adalah : 
a. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat 
usaha atau profesi diselenggarakan selama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya 
permohonan dinyatakan lengkap dan benar; 
b. selain nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat bangunan tempat 
usaha atau profesi  diselenggarakan jenis  reklame permanen selama 14 (empat 
belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan dinyatakan lengkap dan benar; 
c. Khusus reklame insidental selama 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya permohonan 
dinyatakan lengkap dan benar; 
BAB VI 
TEKNIS PENYELENGGARAAN REKLAME 
Pasal 7 
(1)  Setiap penyelenggaraan reklame wajib memperhatikan keselamatan umum, 
keserasian bangunan dan lingkungan, etika dan estetika serta perlindungan terhadap 
bangunan cagar budaya. 
(2)  Penempatan penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
dilaksanakan pada : 
a. sarana dan prasarana kota; 
b. di luar sarana dan prasarana kota meliputi tanah dan atau bangunan milik badan 
maupun perorangan. 
(3)  Penyelenggaraan reklame permanen menggunakan tiang sendiri dengan ukuran 
besar, wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut : 
a. pemasangan reklame dalam bentuk berdiri (vertikal); 
b. memasang lampu untuk penerangan malam hari pada reklame tersebut; 
c. menyediakan ruang himbauan publik pada reklame; 
d. mencantumkan identitas penyelenggara reklame. 
(4)  Penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan 
pertimbangan keselamatan umum, keserasian bangunan dan lingkungan, etika dan 
estetika dan atau adanya kondisi yang tidak memungkinkan untuk dipasang secara 
vertikal maka dapat dipasang secara mendatar (horizontal). 
 
 
Pasal 8 
(1)  Penyelenggara  yang telah membangun konstruksi  wajib mengisi naskah reklame 
sesuai ketentuan izin. 
(2)  Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat  (1)  tidak  dilaksanakan, 
penyelenggara  wajib mengganti  reklame yang belum terpasang dengan himbauan 
publik/layanan masyarakat  sampai  dengan terpasangnya reklame sesuai  yang 
tercantum dalam izin dengan beban biaya penyelenggara. 
(3)  Apabila terjadi perubahan naskah reklame yang akan dipasang, penyelenggara wajib 
membuat surat pemberitahuan kepada DPDPK. 
Pasal 9 
(1)  Izin penyelengaraan reklame di tanah Negara diberikan kepada pemohon izin yang 
memenuhi syarat lengkap dan benar, untuk selanjutnya akan dilakukan pencermatan 
oleh Tim. 
(2)  Pencermatan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : 
a. penyelenggara yang belum pernah menyelenggarakan reklame di Daerah, maka 
pencermatan meliputi kelengkapan dan kebenaran administrasi; 
b. penyelenggara  yang pernah menyelenggarakan reklame di  Daerah maka 
pencermatan meliputi  kelengkapan dan kebenaran administrasi,  ketaatan 
membayar Pajak Reklame dan memenuhi ketentuan izin. 
(3)  Dalam hal permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 1 (satu) 
pemohon maka izin diberikan kepada pemohon yang lebih awal mengajukan dalam 
kurun waktu 1 (satu) bulan sebelum izin berakhir. 
(4)  Apabila izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir dan selama 1 (satu) 
bulan tidak  ada pemohon baru  maka izin  dapat  diberikan kepada penyelenggara 
yang sama. 
Pasal 10 
Setiap penyelenggaraan reklame setelah memperoleh izin  wajib memenuhi  ketentuan 
sebagai berikut : 
a. Untuk  jenis  kain/plastik  dan sejenisnya,  sebelum dipasang harus  dibawa ke loket 
pelayanan izin  untuk  mendapatkan pengesahan terlebih  dahulu  dalam bentuk  stiker 
dan stempel; 
b. Untuk  jenis  melekat/stiker  dan selebaran sebelum dipasang harus  dibawa ke loket 
pelayanan izin untuk mendapatkan pengesahan perporasi terlebih dahulu; 
c. Untuk  jenis  papan/billboard, megatron, trivision,  neon box,  neon sign,  wall dynamic, 
baliho,  berjalan termasuk  pada kendaraan, dan udara  harus  ditempeli stiker  oleh 
penyelenggara sendiri sesuai dengan izin yang ditetapkan. 
Pasal 11 
(1) Penyelenggaraan reklame jenis kain dan atau plastik  dilarang melintang di atas 
badan jalan. 
(2) Penyelenggaraan reklame yang menyatu dengan fasilitas umum dapat diberikan izin 
dengan ketentuan : 
a. tidak boleh mengurangi fungsi fasilitas umum yang telah ada; 
b. menambah manfaat  bagi  terwujudnya keindahan dan kenyamanan masyarakat 
secara umum; 
c. tidak mengganggu pejalan kaki dan lalu lintas yang ada; 
d. tidak membebani Tata Ruang Kota Yogyakarta. 
 
 
BAB VII 
MASA BERLAKU  IZIN 
Pasal 12 
Masa berlaku izin penyelenggaraan reklame adalah : 
a. permanen berlaku paling lama 5 (lima) tahun; 
b. permanen ukuran besar berlaku paling lama 3 (tiga) tahun; 
c. insidentil : 
1) Baliho,  balon udara, kain/plastik/vynil dalam bentuk  umbul-umbul,  spanduk, 
vertikal banner/rontek paling lama 1 (satu) bulan; 
2) Melekat, stiker, selebaran, udara, apung, suara, film / slide dan peragaan paling 
lama 2 (dua) minggu; 
3) Penyelenggaraan reklame di halaman dan atau gedung tempat usaha  paling lama 
1 (satu) tahun; 
Pasal 13 
(1)  Penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud dalam pasal  12 huruf a dan b 
wajib mengajukan registrasi tahunan kecuali nama pengenal usaha atau profesi yang 
dipasang melekat  pada bangunan gedung tempat  usaha/profesi  diselenggarakan 
dengan ukuran kurang dari atau sama dengan 1 (satu)  m²  atau penyelenggaraan 
reklame yang masa berlakunya kurang dari 1 (satu) tahun. 
(2)  Registrasi  tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat  (1)  dilakukan paling cepat 
1 (satu)  bulan sebelum berakhirnya masa izin  dan selambat-lambatnya saat  jatuh 
tempo masa izin tahun yang bersangkutan 
(3)  Penyelenggara  yang tidak  melakukan registrasi  tahunan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) maka izin dinyatakan tidak berlaku. 
BAB VIII 
KAWASAN KHUSUS DAN KAWASAN BERSIH 
Bagian Kesatu 
Kawasan Khusus 
Pasal 14 
(1)  Kawasan khusus  meliputi  ruas  Jalan Jend.  Sudirman (Simpang empat Galleria 
sampai  dengan Simpang empat  Korem),  Jl.  Suroto,  simpang empat  Tugu, Jl.  P. 
Mangkubumi, Jl. Malioboro, Jl. A. Yani, Jl. Trikora, simpang empat Jl. P. Senopati, 
Jl. Trikora, Jl. KH A. Dahlan dan Jl. A. Yani (Nol kilometer). 
(2)  Penyelenggaraan reklame insidental  di  trotoar  dan taman pada kawasan khusus 
sebagaimana dimaksud pada ayat ayat (1), dapat diberikan izin dengan ketentuan: 
a. terkait  kegiatan  pemerintah,  sosial,  keagamaan,  kesenian, kebudayaan, 
pariwisata, olah raga atau program grand opening usaha yang berlokasi pada 
kawasan khusus; 
b. mencantumkan naskah kegiatan. 
(3)  Penyelenggaraan reklame insidental  di  luar  trotoar  dan taman pada kawasan 
khusus tersebut ayat (1) dapat diberikan dengan ketentuan terkait dengan kegiatan 
yang diselenggarakan oleh usaha yang berlokasi pada kawasan khusus. 
(4)  Ketentuan penyelenggaraan reklame baliho di simpang empat Nol kilometer : 
a. ukuran maksimal 4 x 6 m; 
b. penempatan pada sudut simpang antara Jalan Trikora dengan Jalan KH. Ahmad 
Dahlan, sudut  simpang antara  Jalan KHA. Dahlan dengan Jalan A.  Yani  dan 
simpang antara Jalan P.  Senopati  dengan Jalan Trikora  (depan Kantor  Pos 
Besar); 
c. terkait dengan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah. 
 
 
Bagian Kedua 
Kawasan Bersih 
Pasal 15 
(1)  Kawasan bersih adalah kawasan yang tidak  boleh dijadikan tempat  untuk 
penyelenggaraan reklame. 
(2)  Kawasan bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : 
a. taman dan bangunan pojok beteng kraton; 
b. taman dan bangunan plengkung gading; 
c. bangunan Plengkung Wijilan. 
BAB IX 
JAMINAN BONGKAR 
Pasal 16 
(1) Setiap penyelenggaraan reklame dikenakan jaminan pembongkaran yang 
besarannya sebagaimana tersebut  dalam Lampiran V  Peraturan ini  kecuali jenis 
suara,  film/slide,  peragaan dan berjalan termasuk  pada kendaraan dan Nama 
Pengenal Usaha atau Profesi dengan ukuran maksimal 1 (satu) meter persegi yang 
dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan. 
(2) Jaminan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa uang jaminan 
yang disetor ke rekening penampungan jaminan biaya pembongkaran melalui Bank 
yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah. 
(3) Bentuk jaminan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), adalah 
berupa Surat  Setoran Jaminan Pembongkaran Reklame yang disahkan oleh bank 
yang ditunjuk. 
(4) Jaminan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat disetor 
ke Kas Daerah setelah 1 (satu) bulan sejak jatuh tempo izin reklame insidentil dan 6 
(enam) bulan sejak jatuh tempo izin reklame permanen izinnya tidak diperpanjang. 
(5) Mekanisme penyetoran dan pengembalian jaminan pembongkaran  Reklame 
sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI Peraturan ini. 
BAB X 
HAK DAN KEWAJIBAN PENYELENGGARA 
Pasal 17 
(1) Penyelenggara  berhak  mendapatkan perlindungan dari Pemerintah Daerah berupa 
jaminan bahwa penyelenggaraan reklame tetap terselenggara  sampai  berakhirnya 
masa izin. 
(2) Demi  kepentingan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, keberadaan 
reklame yang masa izinnya belum berakhir dapat dipindahkan sesuai dengan arahan 
dari Pemerintah Daerah. 
Pasal 18 
(1) Segala  kerugian yang timbul  sebagai  akibat  dari penyelenggaraan reklame 
sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyelenggara. 
(2) Keamanan keberadaan reklame dan kelengkapannya sepenuhnya menjadi tanggung 
jawab penyelenggara. 
 
 
BAB XI 
PENCABUTAN IZIN DAN PENINDAKAN 
Pasal 19 
(1) Kepala Dinas Perizinan berwenang mencabut  izin  yang telah ditetapkan apabila 
penyelenggara tidak memenuhi ketentuan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
2 ayat (2) huruf a, Pasal  7 ayat (1) dan Pasal 18 Peraturan Walikota ini. 
(2) Kepala DPDPK berwenang mencabut  izin yang telah ditetapkan apabila 
penyelenggara tidak memenuhi ketentuan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
2 ayat (2) huruf b, Pasal 7 ayat (1) dan (3), Pasal 8, Pasal 11 dan Pasal 18 Peraturan 
Walikota ini. 
(3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) didahului dengan 2 
(dua)  kali Surat  Peringatan dan dapat  disertai  perintah untuk  menghentikan, 
menyingkirkan atau menurunkan reklame dengan beban biaya sepenuhnya dari 
penyelenggara. 
(4) Ketentuan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan bagi jenis 
reklame spanduk,  umbul-umbul,  banner  tegak/rontek sehingga dapat dilakukan 
penertiban. 
(5) Surat  Peringatan Pertama mempunyai  batasan waktu 3 (tiga)  hari,  terhitung sejak 
diterimanya surat peringatan tersebut oleh penyelenggara. 
(6) Apabila Surat  Peringatan Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat  (3)  tidak 
diindahkan oleh penyelenggara  maka diberi Surat  Peringatan Kedua dengan 
tenggang waktu 3 (tiga)  hari sejak  diterimanya surat  peringatan tersebut  oleh 
penyelenggara. 
(7) Apabila Surat  Peringatan Kedua sebagaimana dimaksud pada ayat  (4)  tidak 
diindahkan oleh penyelenggara  maka diterbitkan Surat  Pencabutan Izin  serta 
dilakukan penghentian,  penyingkiran atau pembongkaran/penurunan reklame, 
sehingga jaminan biaya pembongkaran tidak dapat diambil kembali. 
(8) Dalam hal reklame tidak berizin maka DPDPK dan atau Dinas Ketertiban berwenang 
melakukan penindakan berupa pembongkaran reklame. 
(9) Sebelum pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat  (8), dapat  dilakukan 
penutupan media reklame dengan mekanisme sebagai berikut : 
a. reklame dilakukan penutupan untuk menghentikan fungsi reklamenya; 
b. apabila penyelenggara reklame yang ditutup sebagaimana tersebut huruf a tidak 
mengajukan permohonan izin  penyelenggaraan reklame dalam waktu 3 (tiga) 
hari terhitung sejak dilakukan penutupan, maka PPNS dapat melakukan proses 
Yustisi; 
c. apabila dalam tempo 3 (tiga) hari sejak  keputusan Pengadilan sebagaimana 
tersebut  huruf b memiliki kekuatan hukum tetap,  penyelenggara belum 
mengajukan permohonan izin  penyelenggaraan reklame maka reklame  dapat 
diturunkan atau dibongkar. 
(10) Dalam hal  pembongkaran/penurunan reklame dilakukan oleh DPDPK dan atau 
Dinas Ketertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (8), maka dalam waktu 3 x 24 
jam sejak  pembongkaran, penyelenggara dapat  mengambil bongkaran setelah 
mengganti biaya yang telah dikeluarkan oleh DPDPK dan atau Dinas Ketertiban dan 
disetorkan ke Kas Daerah. 
(11) Dalam hal  pembongkaran/penurunan reklame dilakukan oleh DPDPK dan atau 
Dinas  Ketertiban sebagaimana dimaksud pada ayat  (8),  maka hasil bongkaran 
diserahkan ke SKPD  yang menangani aset daerah dengan Berita Acara 
Penyerahan Hasil Bongkaran. 
 
 
BAB XII 
KETENTUAN PERALIHAN 
Pasal 20 
Penyelenggara yang izinnya diterbitkan sebelum Peraturan ini ditetapkan, tetap berlaku 
ketentuan sebelumnya sampai dengan masa izinnya berakhir. 
BAB XIII 
PENUTUP 
Pasal 21 
Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota Nomor 75 Tahun 
2 0 0 9 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Yogyakarta 
Nomor  8 Tahun 1998 tentang Izin  Penyelenggaraan Reklame dicabut  dan dinyatakan 
tidak berlaku lagi. 
Pasal 22 
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini 
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta. 
Ditetapkan di Yogyakarta 
pada tanggal 26 September 2011 
WALIKOTA YOGYAKARTA, 
ttd 
H. HERRY ZUDIANTO 
Diundangkan di Yogyakarta 
pada tanggal 26 September 2011 
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA, 
ttd 
MUHAMMAD SARJONO 
BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2011 NOMOR 75     
 
 
LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA 
NOMOR : 75 TAHUN 2011 
TANGGAL : 26 September 2011 
SURAT PERMOHONAN IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME 
Yogyakarta, 
Nomor : Kepada Yth. Kepala Dinas...... 
Lamp. : 1 (satu) bendel di 
Hal : Permohonan Izin Penyelenggaraan Yogyakarta 
Reklame 
Yang bertanda tangan di bawah ini : 
Nama : ................................. 
Alamat :. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. . .. .. . .. . telp. ................... email ............... 
Perusahaan : ............................... 
Alamat : ............................... telp. ................... email ............... 
Jabatan : ................................. 
Dengan ini mohon izin penyelenggaraan reklame sebagai berikut : 
1. Jenis Reklame : ................................... 
2. Naskah : .............................................. (produk rokok/ 
non rokok/nama usaha*) 
3. Ukuran : ...............x...............m 
4. Jumlah muka : ...........sisi 
5. Tinggi bidang atas : ...........meter dari permukaan tanah 
6. Jumlah reklame : ...........unit 
7. Lokasi : Jalan.......................... 
8. Penempatan bidang _ WDQDK QHJDUD_PHQMRURN WDQDK QHJDUD • 
5 0 %/tanah persil* 
9. Masa izin : ............................. s/d ................................... 
Sanggup mentaati segala ketentuan yang berlaku. 
Pemohon, 
Tanda tangan & cap perusahaan 
(Nama terang) 
Catatan : *coret yang tidak perlu 
Rekomendasi 
WALIKOTA YOGYAKARTA, 
ttd 
H. HERRY ZUDIANTO         
 
 
LAMPIRAN II a : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA 
NOMOR :  75 TAHUN 2011 
TANGGAL : 26 September 2011 
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA 
DINAS .......................................................................... 
Jln. Kenari No. 56 Telp. 515865, 515866, 514448 Yogyakarta 55165 
EMAIL :.......................; EMAIL INTRANET : ........................... 
HOT LINE SMS : ........................; HOT LINE TELP : .......................; HOT LINE EMAIL : Up i k@jogja.go . id 
IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME 
Nomor : ............................. 
Nama (orang atau badan) : «««««««««««««««««««««««««« 
Alamat/kedudukan : .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. . email.......................... 
Telp/Fax......................................Kode Pos...................... 
Jenis Reklame : .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . . .. 
Naskah : .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. . .. .. .. .. . .. .. tinggi..........m dari permukaan tanah 
Ukuran : .. .. .. .. .. .x .. .. . .. .. .. m ................sisi..................................unit 
Lokasi : ««« .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. 
Masa izin : .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .s. d. ........................................... 
Ketentuan-ketentuan : 
1. Izin berlaku sesuai jenis, naskah, ukuran, jumlah sisi, jumlah reklame, dan lokasi yang 
telah ditetapkan,  dan apabila terjadi  perubahan wajib mengajukan permohonan izin 
baru. 
2. Setiap penyelenggaraan reklame wajib : 
a. memenuhi  peraturan perundang-undangan berlaku,  memperhatikan keselamatan 
umum, keserasian bangunan dan lingkungan, etika dan estetika, memasang stiker 
izin, merawat, serta membongkar reklame yang telah habis masa berlakunya izin; 
b. bertanggung jawab terhadap semua resiko yang diakibatkan oleh penyelenggaraan 
reklame; 
c. melaksanakan registrasi  izin  setiap tahun sekali,  kecuali nama pengenal  usaha 
atau profesi  yang dipasang melekat  pada muka bangunan gedung tempat 
usaha/profesi diselenggarakan atau masa izin kurang dari 1 (satu) tahun. 
3. Reklame ukuran besar  wajib menambah ruang untuk  himbauan publik  dan 
mencantumkan identitas penyelenggara. 
Tembusan Yth. : 
Dinas Ketertiban Kota Yk. 
Ditetapkan di Yogyakarta 
Pada tanggal .......................... 
KEPALA 
Tanda tangan dan Cap Dinas 
Nama terang 
NIP. ....................... 
WALIKOTA YOGYAKARTA, 
ttd 
H. HERRY ZUDIANTO      
.    
  
LAMPIRAN II b : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA 
NOMOR :  75 TAHUN 2011 
TANGGAL : 26 September 2011 
Halaman sebaliknya Izin Penyelenggaraan reklame 
Registrasi tahunan ini dilakukan paling cepat 1 (satu) bulan sebelum tanggal jatuh tempo 
masa izin tahun bersangkutan dan selambat-lambatnya pada saat tanggal jatuh tempo 
masa izin tahun bersangkutan. 
Uraian Registrasi Tahunan           
Kedua Ketiga Keempat Kelima                 
Nomor Reg.                  
Tanggal                  
Tanda Tangan 
dan Cap Dinas                               
WALIKOTA YOGYAKARTA, 
ttd 
H. HERRY ZUDIANTO        
 LAMPIRAN III : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA 
NOMOR :  75 TAHUN 2011 
TANGGAL : 26 September 2011 
MEKANISME PELAYANAN IZIN NAMA PENGENAL USAHA ATAU PROFESI 
YANG MELEKAT PADA BANGUNAN TEMPAT USAHA ATAU PROFESI DISELENGGARAKAN 
1 2 
4 , 5 3 
6 
Keterangan : 
1. Pemohon mengajukan permohonan izin melalui loket Dinas Perizinan; 
2. Apabila diperlukan Dinas Perizinan dapat melakukan peninjauan lapangan/kajian terhadap permohonan izin  oleh Petugas Lapangan 
atau Tim Teknis; 
3. Petugas lapangan atau Tim Teknis memberikan rekomendasi kepada Dinas Perizinan untuk menolak atau mengabulkan dengan syarat 
tertentu atau mengabulkan permohonan izin; 
4. Dinas Perizinan memberikan surat pemberitahuan penolakan atau mengabulkan dengan syarat tertentu atau mengabulkan permohonan 
izin; 
5. Pemohon izin mengambil izin dengan menunjukkan bukti pendaftaran; 
6. Pemohon izin dapat menyelenggarakan reklame. 
WALIKOTA YOGYAKARTA, 
ttd 
H. HERRY ZUDIANTO    
PEMOHON IZIN   TIM 
TEKNIS/PETUGAS 
LAPANGAN   
DINAS PERIZINAN   
PENYELENGGARAAN 
REKLAME          
PARAF HIRARKI 
Jabatan Paraf Tanggal 
Plt. Sekda 
Asisten Adm & Umum 
Ka. DPDPK   
PARAF KOORDINASI 
Jabatan Paraf Tanggal 
Ka. Dintib 
Ka. Bag. Hukum 
  
LAMPIRAN IV : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA 
NOMOR : 75 TAHUN 2011 
TANGGAL : 26 September 2011 
MEKANISME PELAYANAN IZIN SELAIN NAMA PENGENAL USAHA ATAU PROFESI 
YANG MELEKAT PADA BANGUNAN TEMPAT USAHA ATAU PROFESI DISELENGGARAKAN 
5 
1 2 
4 , 6 3 
7 
Keterangan : 
1. Pemohon mengajukan permohonan izin melalui loket DPDPK; 
2. Apabila diperlukan DPDPK dapat melakukan kajian terhadap permohonan izin bersama Tim Pengawas dan atau SKPD terkait; 
3. Tim Pengawas dan atau SKPD terkait memberikan rekomendasi kepada DPDPK untuk menolak atau mengabulkan dengan syarat tertentu 
atau mengabulkan permohonan izin; 
4. DPDPK memberikan surat pemberitahuan penolakan atau mengabulkan dengan syarat tertentu atau mengabulkan permohonan izin; 
5. Apabila izin dikabulkan pemohon izin membayar Pajak Reklame dan menyetor jaminan bongkar reklame melalui Bank yang ditunjuk; 
6. Pemohon izin mengambil izin dengan menunjukkan bukti pelunasan Pajak Reklame dan bukti setoran jaminan bongkar; 
7. Pemohon izin dapat menyelenggarakan reklame. 
WALIKOTA YOGYAKARTA, 
ttd 
H. HERRY ZUDIANTO    
PEMOHON IZIN   TIM PENGAWAS 
DAN ATAU SKPD   
DPDPK   
PENYELENGGARAAN 
REKLAME   
BANK YANG DITUNJUK          
 LAMPIRAN V : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA 
NOMOR : 75 TAHUN 2011 
TANGGAL : 26 September 2011 
PERHITUNGAN JAMINAN BIAYA 
PEMBONGKARAN REKLAME    
No.    Uraian Untuk Menempel Pada Prasarana Milik Pemkot    Harga Satuan              
1. Spanduk dan Umbul-umbul per satu spanduk dan umbul-umbul Rp. 5.000,00            
2. Baliho per m 2 Rp. 15.000,00           
3. 
Pemanen per meter persegi pada PJU, Tower, Gedung, RPPJ, 
Panggung Spanduk, JPO, dan lain-lain (dihitung satu sisi) 
Rp. 75.000,00                          
No.      
Uraian Pekerjaan Untuk Yang Menggunakan  
Konstruksi Peramanen Milik Penyelenggara    
Indek  
Pembongkaran  
berdasarkan  
tingkat kesulitan      
Volume      Harga Satuan                    
1. Menempel pada bangunan lantai satu 1 m 2 Rp. 50.000,-                 
2. Menempel pada bangunan lantai dua 1.5 1 m 2 Rp. 50.000,-                 
3. Menempel pada bangunan lantai tiga 2.0 1 m 2 Rp. 50.000,-                 
4. 
Menempel pada bangunan lantai empat atau 
lebih tinggi 
2.5 1 m 2 Rp. 75.000,-                  
5. 8 NXUDQ ” _ P_ _GLSHUKLWXQJNDQ VDWX VLVL_ 1 m 2 Rp. 50.000,-                 
6. Ukuran > 4 s/d 16 m2 (diperhitungkan satu sisi) 1 m 2 Rp. 75.000,-                 
7. 
Ukuran > 16 m2 dengan ketinggian setara 
dengan lantai satu (batas panel bawah) 
1.5 1 m 2 Rp. 100.000,-                  
8. 
Ukuran > 16 m2 dengan ketinggian setara 
dengan lantai dua (batas panel bawah) 
2 1 m 2 Rp. 100.000,-                  
9. 
Ukuran > 16 m2 dengan ketinggian setara 
dengan lantai tiga (batas panel bawah) 
2.5 1 m 2 Rp. 100.000,-                  
10. 
Ukuran > 16 m2 dengan ketinggian setara 
dengan lantai empat atau lebih tinggi (batas 
panel bawah) 
3 1 m 2 Rp. 100.000,-                               
Reklame yang menggunakan daya listrik dikenakan biaya pemutusan listrik sebesar Rp. 
50 . 00 0,- per titik. 
WALIKOTA YOGYAKARTA, 
ttd 
H. HERRY ZUDIANTO   
 LAMPIRAN VI : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA 
NOMOR : 75 TAHUN 2011 
TANGGAL : 26 September 2011 
MEKANISME PENYETORAN DAN PENGAMBILAN JAMINAN PEMBONGKARAN REKLAME 
2 & 4 
1 
3 
Keterangan : 
1. Penyelenggara mengambil blangko penyetoran Jaminan Biaya Pembongkaran ke DPDPK; 
2. Dengan media blangko penyetoran Jaminan Biaya Pembongkaran yang sudah diisi oleh petugas DPDPK, penyelenggara menyetorkan 
uang senilai Jaminan Biaya Pembongkaran ke Rekening Penampungan pada Bank yang ditunjuk. 
3. Apabila reklame atau alat peraga sudah dibongkar oleh penyelenggara, uang Jaminan Biaya Pembongkaran dapat diambil kembali 
dengan menunjukkan bukti penyetoran Jaminan Biaya Pembongkaran yang asli dengan membuat Surat Pernyataan yang diketahui dan 
diverifikasi oleh petugas DPDPK dan atau SKPD terkait bahwa reklame atau alat peraga sudah dibongkar sendiri. 
4. Uang penyetoran Jaminan Biaya Pembongkaran dapat diambil kembali paling lambat 6 (enam) bulan untuk reklame permanen dan 1 
(satu) bulan untuk reklame insidentil sejak berakhirnya izin penyelenggaraan reklame. 
5. Apabila  fihak penyelenggara  tidak melakukan pembongkaran  sesuai dengan jangka  waktu yang telah ditentukan  sehingga 
pembongkaran dilakukan oleh Pemerintah Daerah, maka jaminan biaya pembongkaran menjadi milik Pemerintah Daerah yang harus 
disetor ke Kas Daerah. 
WALIKOTA YOGYAKARTA, 
ttd 
H. HERRY ZUDIANTO    
PENYELENGGARA   DPDPK   
BANK YANG DITUNJUK      







Pedoman Wawancara Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota 
Yogyakarta (DPDPK) dan Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta 
1. Apa saja yang dilakukan oleh DPDPK Kota Yogyakarta terkait dengan pengawasan iklan 
media ruang terbuka? 
2. Siapa saja stakeholder yang terlibat dalam pengawasan  iklan media ruang terbuka di Kota 
Yogyakarta? 
3. Apa saja wewenang dan peran masing-masing stakeholder yang ada untuk melaksanakan 
tugasnya? 
4. Bagaimana cara melakukan pengawasan iklan media ruang terbuka agar tujuan yang diinginkan 
tercapai? 
5. Kapan pengawasan tersebut dilakukan? 
6. Bagaimana pengorganisasian yang dilakukan terkait pengawasan iklan media ruang terbuka di 
Kota Yogyakarta? 
7. Bagaimana pengarahan yang dilakukan  terkait pengawasan iklan media ruang terbuka di Kota 
Yogyakarta? 
8. Di mana saja tempat-tempat yang menjadi titik penempatan iklan media ruang terbuka di Kota 
Yogyakarta? 
9. Bagaimana upaya penanganan  terhadap iklan-iklan yang tidak atau belum memiliki izin oleh 
Pemerintah Kota Yogyakarta? 
10. Apakah terdapat kendala yang dihadapi terkait perencanaan pengawasan iklan media ruang 
terbuka? 
11. Bagaimana cara mengatasi kendala-kendala tersebut? 
12. Apakah masyarakat terlibat dalam pengawasan iklan media ruang terbuka di Kota Yogyakarta? 
13. Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam pengawasan iklan media ruang terbuka di Kota 
Yogyakarta? 
 
 
Pedoman Wawancara terhadap penyelenggara reklame 
 di Kota Yogyakarta 
 
1. Bagaimana pendapat masyarakat terkait penyelenggaraan reklame di wilayah Kota 
Yogyakarta ? 
2. Bagaimana pendapat masyarakat terkait proses mengurus izin penyelenggaraan 
reklame di wilayah Kota Yogyakarta ? 
3. Bagaimana pendapat masyarakat terkait pengawasan penyelenggaraan reklame di 
wilayah Kota Yogyakarta ? 
4. Apakah pengawasan terhadap penyelenggaraan reklame telah menunjukkan hasilnya ? 
5. Bagaimana tanggapan masyarakat terkait para pengawas reklame ? 
6. Apakah ruang publik di Kota Yogyakarta telah dapat dimaksimalkan fungsinya? 
 
Pedoman Observasi 
 
1. Mengamati proses izin penyelenggaraan reklame di dinas terkait secara administratif 
2. Mengamati proses pengawasan izin penyelenggaraan reklame di wilayah Kota 
Yogyakarta 
3. Mengamati perilaku masyarakat dalam menggunakan ruang publik. 

